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Abstrak 
Nama   :   Naslul Wirda 
Program Studi :   Magister Akuntansi 
Title  : Analisis Penerapan Surat Penegasan Sebagai Alternatif 
Mekanisme Advance Ruling Dalam Sistem Perpajakan Self Assesment di Indonesia 

 
Tesis ini menjelaskan tentang prosedur yang berlaku,baik bagi wajib pajak 

maupun fiskus guna memperoleh keuntungan dari mekanisme Surat Penegasan. Tesis ini 
juga menyajikan pelaksanaan praktik mekanisme advance ruling yang berlaku bagi 
beberapa negara seperti : Jerman, Belanda, Singapura dan India, terkait dengan dasar 
hukum dari advance ruling, pembatasan masalah, ikatan hukum, jangka waktu, biaya 
yang harus dikeluarkan, serta masa berlakunya. Hasilnya, walaupun pada praktiknya 
terdapat perbedaan yang mencolok dengan praktik umum me kanisme advance ruling , 
namun Surat Penegasan tetap dapat digunakan bagi wajib pajak untuk menyamakan 
persepsi dengan fiskus terkait interpretasi dari suatu peraturan. Walaupun tidak bersifat 
mengikat, namun Surat Penegasan ini mampu memberikan sebentuk kepastian hukum 
terkait transaksi yang diajukan permohonan melalui mekanisme advance ruling ini. 

 
Kata Kunci : Implementasi ruling , Mekanisme Surat Penegasan, advance ruling , 

sistem self assessment  
 
 
Abstract 
Name   :  Naslul Wirda 
Study Program :  Master o f Accounting 
Title  : Analysis of Ruling Letter Implementation as an Alternative 
For Advance Ruling Mechanism in Indonesian Self Assessment Tax System 

 
This thesis explore the real procedural both taxpayers and the tax authorities must 

do in order to get advantages from the Ruling Letter mechanism. This thesis also provide 
descriptions about the practical of advance ruling mechanism that implemented in some 
countries such as Germany, Netherlands, Singapore, and India, including the law base of 
the advance ruling, the limitation of advance  ruling, the binding rules, timelines, fees, 
even the term of advance ruling’s validation. As a result, even though the Ruling Letter 
mechanism has an excessively different to any common advance ruling mechanism, as an 
alternative way, we still can consider it to give us a way to equal our perspective in an 
appropriate term with the tax authorities about our interpretation of tax rules. Though it 
not bound both of the taxpayers and the tax authorities, it still can give us some kind of 
certainty to get through with the transaction which proposed in this Ruling Letter 
mechanism. 

 
Keywords : ruling implementation, ruling mechanism, advance ruling, self 

assessment system 
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                      1                                 Universitas Indonesia  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan  

Pengakuan demi pengakuan terus meluncur dari mulut Gayus Tambunan, 

tersangka kasus mafia pajak Rp24,6 miliar. Setelah menyebut sejumlah 

perusahaan besar terlibat dalam aksi cincai pajak, Gayus menguak fakta ba hwa ia 

hanya menjalankan permintaan untuk menggelapkan pajak. Gayus juga mengakui 

bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang lebih besar melakukan 

kegiatan yang belakangan sering disebut sebagai “mafia pajak” yang terorganisir 

dengan bekerjasama dengan sekaligus beberapa pihak/unit dalam lingkungan 

Direktorat  Jenderal Pajak (Media Indonesia, Senin 5 April 2010).  

Keberadaan wajib pajak yang bekerjasama dengan pihak fiskus dalam 

melakukan penyimpangan pajak ilegal bukanlah hal yang baru-baru ini saja 

terjadi. Sudah banyak kasus terjadi dan akan semakin banyak terjadi apabila tidak 

dilakukan tindakan yang tegas, baik dari segi sanksi, maupun dari sisi pencegahan 

(preventif). Kategori beratnya kasus pajak ini adalah karena bukan hanya 

menyangkut aparat pajak, melainkan juga terkait dengan aparat penegak hukum 

lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Di sisi lain, dampak besar dari kasus ini 

adalah dari sisi penerimaan negara. Padahal, penerimaan negara selama ini 

sebagian besar disumbang dari pajak (www.tvone.co.id .) 

Tindakan sanksi yang tegas atas kasus ini tentu saja mutlak dilakukan. 

Dengan adanya sanksi yang tegas, mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku 

penyimpangan pajak,baik di sisi wajib pajak, maupun di sisi aparat pajak (fiskus). 

Akan tetapi yang juga tidak kalah penting adalah mengembangkan 

mekanisme pencegahan (prefentif) terkait dengan potensi penyimpangan pajak. 

Salah satu media yang dapat dipilih oleh fiskus untuk dikembangkan sebagai 

pemutus mata rantai mafia pajak ini adalah advance ruling . Keberadaan advance 

ruling mampu memberikan kepastian kepada wajib pajak terkait dengan 

konsekuensi perpajakan yang terkandung dalam setiap transaksi yang 

dilakukannya. Dengan adanya kepastian pengenaan pajak ini, wajib pajak tentu 
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bisa memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Prinsip kepastian dalam  perpajakan terkait konsekuensi dan pengenaan 

inilah yang sering menjadi titik tolak kegiatan penyimpangan perpajakan dalam 

dunia perpajakan Indonesia. Di satu sisi ada wajib pajak yang tidak memahami 

aturan-aturan pajak yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukannya. Di sisi 

lain, ada pula pihak fiskus “nakal” yang hendak memanfaatkan ketidaktahuan 

wajib pajak tersebut untuk menyeretnya melakukan tindakan penyimpangan 

pajak. Prinsip kepastian inilah yang dapat ditawarkan sebagai solusi prefentif 

kegiatan penyimpangan pajak, yakni dengan mekanisme advance ruling 

Perkembangan peraturan dalam dunia perpajakan Indonesia juga menuntut 

pemutakhiran pengetahuan (updating knowledges) tentang peraturan yang berlaku 

oleh setiap individu yang acap bersinggungan dengan sistem perpajakan 

Indonesia. Proses perkembangan peraturan yang terus menerus terjadi seiring 

dengan perkembangan sistem perekonomian ini membawa pengaruh yang cukup 

signifikan terhadap wajib pajak yang berkecimpung pada industri tertentu. 

Perkembangan yang menuntut kompleksitas inilah yang membawa permasalahan-

permasalahan baru terkait dengan regulasi perpajakan yang ada di Indonesia. 

Bahkan tidak jarang, ketidakpastian yang terjadi kemudian dapat bermuara pada 

batalnya suatu transaksi bisnis dan kesepakatan yang sudah terjadi sebelumnya, 

karena secara komersial transaksi tersebut menjadi non-viable (tidak 

memungkinkan) untuk dilaksanakan (Kang Beng Hoe : 2008). Walaupun sudah 

ada peraturan yang mengatur suatu masalah tertentu, seringkali masalah 

ditimbulkan oleh perbedaan persepsi masing-masing pihak dalam memandang 

suatu peraturan. 

Dalam sistem perpajakan Indonesia, yang menganut beberapa sistem 

(official assessment untuk Pajak Bumi dan Bangunan serta BPHTB, serta self 

assessment untuk bermacam-macam jenis pajak lainnya seperti pajak penghasilan 

dan pajak pertambahan nilai). Selain itu, kemudian diterapkan pula berbagai 

aturan tambahan untuk membantu penerapan sistem tersebut di lapangan.  

Dalam sistem self assessment dikenal istilah advance ruling  sebagai  salah 

satu media penyokong penerapan sistem self assessment di negara-negara yang 
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mengaplikasikan sistem self assessment ini. Advance ruling bahkan merupakan 

salah satu kunci keberhasilan dari penerapan sistem self assessment di beberapa 

negara yang memberlakukan sistem ini.  

Diterapkannya sistem self assessment system dalam pemungutan pajak 

berarti Wajib Pajak harus paham terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang 

dibuat oleh pemerintah untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 

benar (Darussalam & Denny Septriadi, 2007, Hal. 19). Hal ini berarti bahwa wajib 

pajak harus paham dan melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan yang 

dimilikinya dengan benar, sesuai dengan regulasi yang ada. Benar yang  dimaksud 

disini juga adalah bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut juga telah sesuai dengan 

interpretasi yang dimiliki oleh fiskus selaku pihak pengawas pelaksanaan 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak bersangkutan. Di saat Wajib Pajak kesulitan 

dalam memahami suatu aturan perpajakan terkait dengan kewajiban perpajakan 

yang dimilikinya, maka kemudian dibutuhkan advance ruling sebagai salah satu 

solusinya. 

Di dunia internasional, penerapan advance ruling  sebagai suatu 

mekanisme dalam sistem perpajakan sudah terintegrasi secara penuh pada 

sebagian besar negara yang menggunakan sistem perpajakan self assessment. 

Sebagaimana dikutip oleh Yehonatan Givati (2009), bahwa jika pada  tahun 1988 

terdapat 7 negara dari 20 negara OECD secara keseluruhan belum menggunakan 

sistem Advance Ruling dalam sistem perpajakan mereka 1 (yang notabene 

merupakan Self Assessment System), maka pada tahun 2005 hanya tinggal 2 dari 

30 keseluruhan negara anggota OECD yang belum memberlakukan prosedur 

advance ruling tersebut2. Di luar negara OECD tersebut, juga terdapat 12 negara 

non-OECD yang juga telah mengaplikasikan prosedur advance ruling  dalam 

sistem perpajakan mereka 3.     

                                                 
1 Austria, Belgia, Perancis, Irlandia, Jepang, Swiss dan Turki. TAXPAYERS’ RIGHTS AND 
OBLIGATIONS , Hal 89 (Organization for Economic Co-operation and Development, 1990).   
2 Luxembourg dan Irlandia (Luxembourg ridak diikutsertakan dalam survey 1988). CENTRE FOR 
TAX POLICY AND ADMINISTRATION, TAX ADMINISTRATION IN OECD AND SELECTED 
NON-OECD COUNTRIES , Hal. 87 (Organization for Economic Co-operation and Development,  
2006).   
3 Argentina, Brazil, Chili, China, Siprus, Estonia, India, Latvia, Lithuania, Malta, Singapura and 
Afrika Selatan.   
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Secara umum, yang dimaksud dengan advance ruling  dalam sistem 

perpajakan self assessment adalah kewajiban yang dimiliki oleh fiskus untuk 

memberikan kepastian kepada wajib pajak terkait dengan aturan pajak yang 

berlaku terhadap suatu transaksi tertentu. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan aturan dan 

perundangan yang berlaku.  

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, sistem advance ruling ini menuai 

berbagai kendala. Kendala yang umum terjadi adalah terkait dengan kekurangan 

sumber daya yang dimiliki oleh fiskus untuk melayani setiap pertanyaan dan 

kebingungan Wajib Pajak terkait dengan kewajiban perpajakan yang dimilikinya. 

Kendala ini berkaitan dengan kurangnya kapabilitas fiskus untuk memberikan 

panduan yang komprehensif bagi setiap wajib pajak dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya.  

Kesulitan implementasi advance ruling ini merupakan ironi bagi sistem 

administrasi perpajakan Indonesia, karena dengan tidak berjalannya advance 

ruling sebagaimana seharusnya, maka sistem administrasi berjalan secara pincang. 

Di satu sisi Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

regulasi yang berlaku. Di sisi lain, Wajib Pajak tidak memiliki dasar pijakan yang 

jelas apabila mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 

terkait dengan kekurangjelasan peraturan dan regulasi yang ada. Wajib Pajak 

dengan demikian berada dalam posisi yang dilematis. Apabila melaksanakan 

kewajiban tidak sesuai dengan regulasi dikarenakan ketidakjelasan aturan, maka 

Wajib Pajak me nghadapi resiko hukuman, baik secara administratif maupun 

pidana. Apalagi apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban tersebut, 

secara otomatis sanksi sudah menunggu wajib pajak tersebut. Dalam kondisi 

inilah tidak mengherankan apabila kegiatan “mafia perpajakan” dapat tumbuh 

dengan suburnya dalam dunia perpajakan Indonesia. 

Keberadaan mekanisme Surat Jawaban dan Surat Penegasan yang bisa 

diajukan oleh Wajib Pajak untuk meminta penegasan terhadap suatu aturan yang 

berkaitan dengan suatu transaksi, seha rusnya bisa menjadi salah satu alternatif 

solusi bagi ketiadaan mekanisme advance ruling di Indonesia. Hanya saja proses 

sosialisasi yang minim dan hambatan internal dari dalam organisasi Direktorat 
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Jenderal Pajak, menyebabkan tidak semua Wajib Pajak memiliki awareness 

memadai tentang keberadaan dan fungsi dari mekanisme Surat Jawaban maupun 

Surat Penegasan ini. 

Tulang punggung dari self assessment system adalah voluntary compliance 

(kepatuhan sukarela terhadap suatu peraturan, tanpa unsur paksaan) dari 

masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat inilah yang mempengaruhi secara luas 

terhadap tingkat penerimaan pajak, sehingga kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak menjadi mutlak diperlukan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan 

hal ini, fiskus, dalam hal ini Ditjen Pajak, sebaiknya tidak hanya memperhatikan 

kepentingan penerimaan pajak melalui upaya -upaya peningkatan kewajiban Wajib 

Pajak, melainkan juga memperhatikan hak wajib pajak, dimana hak wajib pajak 

adalah sama pentingnya dengan hak asasi manusia (Darussalam & Denny 

Septriadi, 2007, Hal. 19). 

Terkait dengan kondisi tersebut, kemudian penulis mencoba menguraikan 

dan menggambarkan mekanisme penerapan sistem advance ruling dalam sistem 

perpajakan Indonesia. Di dalam perpajakan Indonesia, terdapat mekanisme Surat 

dan Surat Penegasan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk meminta 

penegasan dari fiskus terkait aturan dan transaksi tertentu. Oleh karenanya, dalam 

penelitian ini peneliti juga akan melakukan analisis kelayakan terhadap Surat dan 

Surat Penegasan sebagai salah satu media implementasi advance ruling di 

Indonesia. Sebagai perbandingan, penulis juga akan mencoba membandingkan 

dengan sistem advance ruling (custom advices dan valuation ruling ) yang 

diterapkan di Direktorat Jendral Bea dan Cukai Indonesia, yang masih dalam 

lingkup yang sama dengan Direktorat Jendral Pajak (dalam lingkungan 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia) , serta membandingkan dengan 

penerapan advance ruling pada beberapa negara, yakni : Jerman, Belanda, 

Singapura, dan India. Selanjutnya, penulis juga akan menganalisa alternatif yang 

dapat dilakukan khususnya oleh wajib pajak dalam rangka penerapan Surat 

Penegasan sebagai sarana alternatif penerapan mekanisme advance ruling pada 

sistem perpajakan self assessment di Indonesia. 
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1.2 Pokok Permasalahan  

Dengan mempertimbangkan implikasi yang ditimbulkan atas penerapan 

mekanisme advance ruling di Indonesia, maka penulis akan membahas 

permasalahan lebih lanjut tentang : 

4.1.Bagaimanakah penerapan mekanisme sistem advance ruling 

dijalankan dalam sistem perpajakan self assessment? 

4.2.Apakah penerapan mekanisme Surat Penegasan dalam perpajakan 

Indonesia sudah memadai sebagai salah satu media implementasi 

advance ruling ?  

4.3.Bagaimanakah strategi wajib pajak terkait mekanisme Surat 

Penegasan sebagai alternatif penerapan advance ruling  dalam 

sistem perpajakan self assessment di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

4.1.Menganalisa penerapan mekanisme sistem advance ruling 

dijalankan dalam sistem perpajakan self assessment. 

4.2.Menganalisa kelayakan penerapan mekanisme Surat Penegasan 

dalam perpajakan Indonesia sebagai salah satu media implementasi 

advance ruling . 

4.3.Menganalisa strategi wajib pajak terkait mekanisme Surat 

Penegasan sebagai alternatif penerapan advance ruling  dalam 

sistem perpajakan self assessment di Indonesia. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif analitis. Newman (1997, Hal. 23) dalam bukunya mengatakan 

bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan gambaran yang 

lengkap mengenai seting sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam 

penelitian.  
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 Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan kasus yang terjadi, 

untuk kemudian mengidentifikasikan sejumlah permasalahan yang timbul dalam 

kasus tersebut, kemudian menelaahnya secara konseptual dan menganalisa fakta 

yang menggambarkan implementasi mekanisme advance ruling dalam sistem 

perpajakan di Indonesia.  

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, dengan studi literatur dan wawancara lapangan kepada 

narasumber yang terkait dengan implementasi advance ruling yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Creswell (1994, Hal. 145), 

jenis penelitian ini adalah penelitian yang cenderung memperhatikan proses 

dibandingkan hasil, yang tujuan utamanya adalah pengungkapan makna dari 

gambaran yang ada, dan memerlukan penelitian lapangan secara langsung dalam 

pelaksanaannya. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

menjadi fokus adalah penggambaran (deskripsi) fakta yang terjadi, yang dalam 

penelitian ini adalah fakta lapangan penerapan mekanisme advance ruling dalam 

sistem perpajakan self assessment di Indonesia. Dalam penelitian ini juga 

dilakukan pengidentifikasian dan penggambaran secara menyeluruh terhadap 

mekanisme yang ada, melalui pengumpulan data-data berupa literatur yang 

diperlukan (buku-buku, jurnal-jurnal, guidelines, serta sumber literatur lainnya), 

dan melakukan wawancara secara mendalam terhadap sumber-sumber data yang 

telah ditentukan. Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian data yang ada 

mengenai proses yang terjadi dalam kasus dianalisa dengan mengunakan konsep, 

teori, serta data pembanding yang telah ada sebelumnya guna mendapatkan 

gambaran sesungguhnya dari kasus yang terjadi.  

 

1.5. Penelitian Sebelumnya 

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah dilakukan penelitian sebelumnya 

oleh Citra Niramaya (2008), yang juga meneliti tentang permasalahan penerapan 

Advance Ruling di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dibahas tentang 

bagaimana sistem Self Assessment di Indonesia, serta penerapan metode Advance 

Ruling sebagai salah satu fasilitas pendukung penerapan sistem tersebut. Sebagai 

pembanding, dalam penelitian tersebut dilakukan studi komparatif terhadap 
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beberapa negara di dunia yang telah menerapkan Advance Ruling dalam sistem 

perpajakannya. Dalam penelitian tersebut kemudian didapat kesimpulan bahwa 

hingga saat itu, belum terdapat aturan yang baku dan komprehensif mengenai 

penerapan mekanisme Advance Ruling dalam perpajakan di Indonesia. Beberapa 

hal terkait yang harus dipersiapkan dalam penerapan Advance Ruling apabila 

kelak diterapkan di Indonesia juga diperinci, termasuk diantaranya dasar dan 

status hukum aturan tersebut, peluang gugatan, posisi wajib pajak di luar yang 

meminta advance ruling tersebut, preseden, perubahan regulasi, masa berlaku dan 

jangka waktu penerbitan, biaya, jenis transaksi (yang bisa diberikan fasilitas 

advance ruling ), disclosure informasi, serta aturan terkait lainnya.  

 

1.6. Signifikansi Penelitian  

1.6.1. Signifikansi Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi 

yang dapat digunakan dalam penelitian lebih lanjut mengenai kajian sejenis, 

serta sebagai dasar pemikiran bagi riset lebih la njut dalam bidang perpajakan 

yang berkaitan dengan tema yang dibahas penulis. 

 

1.6.2. Signifikansi Praktis  

Sebagai pembuka wawasan para praktisi dan pihak lainnya dalam hal 

perencanaan dan implementasi kebijakan di bidang perpajakan, khususnya 

yang terkait dengan penerapan mekanisme advance ruling dalam sistem 

perpajakan di Indonesia. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Penulis menyajikan karya ilmiah ini secara sistematis melalui pembagian 

bahasan melalui bab dan sub bab tertentu. Pembagian tersebut antara lain sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas antara lain mengenai latar belakang penelitian, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, penelitian 
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sebelumnya, signifikansi penelitian (baik praktis maupun akademis), serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan studi literatur yang dilakukan peneliti terhadap teori-teori 

serta sumber lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis 

terhadap implementasi penerapan mekanisme advance ruling dalam sistem 

perpajakan Indonesia. Teori yang dibahas antara lain mengenai dasar teori 

perpajakan (pajak penghasilan), asas perpajakan (terutama mengenai asas 

kepastian), sistem pemungutan pajak (self assessment system), serta teori lain 

terkait dengan advance ruling system. 

BAB III :  PENERAPAN ADVANCE RULING DALAM SISTEM SELF 

ASSESSMENT DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA LAINNYA 

(JERMAN, SINGAPURA, BELANDA, DAN INDIA) 

Bab ini akan dibahas antara lain mengenai penerapan sistem advance ruling 

yang ada di Ditjen Bea dan Cukai Indonesia, serta perbandingan antara 

mekanisme Surat Penegasan dengan mekanisme advance ruling  yang sudah 

ada dalam sistem perpajakan Indonesia . Dalam bab ini juga akan dibahas 

terkait teknis penerapan mekanisme advance ruling pada beberapa negara lain 

di dunia, antara lain : Jerman, Belanda, Singapura, dan India. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai keberadaan mekanisme Advance Ruling 

di Indonesia, yang kemudian akan dilakukan perbandingan dengan mekanisme 

advance ruling yang umum diterapkan pada negara-negara lain di dunia  

(antara lain Belanda, Jerman, Singapura, dan India). Kemudian dalam bab ini 

juga akan dibahas mengenai kelayakan mekanisme Surat Penegasan sebagai 

alternatif bagi implementasi advance ruling di Indonesia, termasuk di 

dalamnya kendala-kendala yang dihadapi Ditjen Pajak (fiskus) dalam 

penerapannya, serta usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh wajib pajak 

sebagai strategi wajib pajak menghadapi ketiadaan mekanisme advance ruling 

di Indonesia.  
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini akan menutup dan memberikan kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan pembahasan atas penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, 

saran diberikan sebagai masukan yang solutif bagi penerapan mekanisme 

Surat Penegasan sebagai alternatif ketiadaan sistem advance ruling dalam 

sistem perpajakan Indonesia. 
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Pajak Penghasilan  

Banyak ahli yang telah mendefinisikan pajak dalam masing-masing 

perspektif mereka. Menurut Rochmat Soemitro, sebagaimana dikutip oleh Safri 

Nurmantu (2003, hal. 1) dalam salah satu bukunya adalah : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan 
dari sektor partikulir kepada sektor pemerintah), berdasarkan 
undang-undang (dapat dipaksakan), dengan tiada mendapat jasa 
timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan 
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” 

 
Kemudian menurut Rimsky K. Judisseno, sebagaimana dikutip oleh 

Santoso Brotodihardjo (2000, Hal. 2) yang memberikan pengertian pajak secara 

bebas, yakni sebagai berikut : 

“Pajak adalah suatu kewajiban negara dan anggota masyarakat 
lainnya untuk membiayai negara berupa pembangunan 
nasional, yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang 
dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan 
negara” 

 
Sedangkan MHJ Smeets sebagaimana dikutip Waluyo (2003, Hal.5) 

menyatakan bahwa pajak adalah : 

“Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-
norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra 
prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dan 
dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah” 
  
Untuk melengkapi karakteristik pajak tersebut, kemudian Rochmat 

Soemitro (1998, Hal.1) mensyaratkan bahwa suatu pungutan dapat terkategori 

sebagai pajak apabila memenuhi karakteristik dan unsur-unsur tertentu yang 

dimiliki oleh pajak, yakni antara lain : 

a. Iuran dari rakyat kepada negara. 

b. Yang berhak memungut pajak hanya negara, dan iuran tersebut berupa 

uang, bukan barang. 

c. Berdasarkan Undang-undang dan aturan pelaksanaannya 
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d. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjukkan.  

e. Digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah, yakni 

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Mengenai definisi penghasilan, dalam dunia akuntansi secara umum, 

dikenal tiga konsep dasar mengenai penghasilan dalam dunia akuntansi, yakni 

sebagaimana dikutip oleh Schroeder, Clark dan Cathey dalam buku Financial 

Accounting Theory and Analysis , yakni antara lain : 

a. Psychic include which refers to satisfaction of human 
wants, 

b. Real Income, which refers to increases in economic wealth, 
and  

c. Money income which refers to increases in the monetary 
valuation of resources. 

Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa dalam dunia akuntansi, yang 

dikenali sebagai bentuk dari penghasilan adalah : secara fisik (terpenuhinya 

keinginan seseorang), secara riil (berkaitan dengan peningkatan kekayaan 

ekonomis seseorang), serta secara kepemilikan uang, yakni dengan naiknya nilai 

keuangan dari sumber daya yang dimiliki suatu entitas. 

Dalam literatur yang lain, disebutkan bahwa penghasilan adalah 

penambahan kotor terha dap kepemilikan modal yang dihasilkan dari kegiatan 

usaha (bisnis) terkait dengan peningkatan pendapatan, sebagaimana dikutip Kieso 

(2002, Hal. 13) dalam buku Accounting Principles,  

“revenue are the gross increases in owners equity resulting 
from business activities entered into the purposes of earning 
incomes”. 
Sedangkan Harry I Wolk dan Michael G Tearney (2001, Hal. 393) dalam 

buku Accounting Theory : A Conceptual and Institutional Approach  mengatakan : 

“...Revenue should be identified with the period du ring which 
major economic activities necessary to the creation and 
disposition of goods and services has can be accomplished” 
Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa penghasilan juga dapat 

diidentifikasi sebagai periode dimana aktifitas perekonomian utama yang 

diperlukan dalam pembuatan dan pemindahan barang dan jasa dapat 

dilaksanakan. 
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Namun jika mengambil definisi yang pas, yang juga dianut oleh Undang-

undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Indonesia, maka yang menjadi definisi 

dalam hal pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan secara luas, yakni 

pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya. Pengertian penghasilan disini 

tidak memperhatikan adanya penghasilan hanya dari sumber tertentu saja tetapi 

lebih kepada tambahan kemampuan ekonomis yang ada. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa secara pengertian, tambahan kemampuan ekonomis yang 

diperoleh wajib pajak merupakan alat ukur terbaik mengenai kemampuan wajib 

pajak untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk 

kegiatan rutin dan pembangunan. 

Dalam dunia perpajakan di Indonesia sendiri dikenal konsep Ability to Pay 

Approach. Dari beberapa definisi yang sudah dibahas di atas belum ada satupun 

definisi yang bisa diterima secara universal untuk digunakan apapun tujuannya 

(tidak terbatas hanya untuk pajak). Tetapi dalam dunia perpajakan kemudian 

dikenal sistem yang terhitung paling banyak mempengaruhi pembentukan tax 

policy di berbagai negara, karena dianggap paling mencerminkan keadilan, 

sekaligus layak diterapkan (applicable ). Konsep ini dikemukakan oleh Schanz, 

Haig dan Simon, yang kemudian lebih dikenal dengan SHS Concept. Inti dari 

konsep ini sebagaimana dikutip oleh Mansury (1996, Hal. 62) antara lain  adalah : 

a. George Schanz mengemukakan apa yang disebut dengan the 

accreation theory of income, yang menyatakan bahwa pengertian 

penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak 

membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, 

melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang  

dapat dipakai untuk menguasai suatu barang dan jasa. 

b. Haig merumuskan penghasilan sebagai  the money value of the next 

accreation to one’s economic power between two points of time, atau 

the increaseor accreation in one’s power to satisfyhis wants in a given 

period in so far as that power consist. 
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c. Menurut Henry C Simons, penghasilan perorangan secara luas 

mengandung arti sebagai pemanfaatan kontrol atas penggunaan 

sumber daya masyarakat yang terbatas.  

“It has to do not with sensations, services, or goods but 
rather with rights which command prices (or to which prices 
may be imputed). 

Penghitungannya termasuk : 
− of the amount by which the value a person’s store of property rights 

would be increased as between the beg inning and end of period, if 
hehad consumed (destroyed) nothing ; or, 

− of the value rights which he might have exercised in consumption 
without altering the value of his store of rights. 

 
Dari kedua asumsi di atas, kemudian Simons menngembangkan definisi 

penghasilan sebagai berikut : 

“the change in the value of the store property right 
between the beginning and the end of the period in 
question. In the words, it is merely the result obtained 
by adding consumption during the period to ‘wealth’ at 
the end of the period and then subtracting ‘wealth’ at 
the beginning”. 

Konsep-konsep inilah yang kemudian dirumuskan hingga dijadikan dasar 

penentuan penghasilan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia. 

 

2.2 Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment 

Dalam dunia perpajakan dikenal beberapa sistem pemungutan pajak 

(stelsel). Menurut Silvani, dalam bukunya Improving Tax Compliance, 

sebagaimana dikutip oleh Haula Rosdiana (2005, Hal. 12), yang menjadi tujuan 

dari administrasi perpajakan adalah mendorong terjadinya kepatuhan sukarela 

(voluntary compliances). Kepatuhan pajak sukarela tersebut dapat didorong 

apabila administrasi perpajakan secara tegas menunjukkan dapat mendeteksi dan 

menangkap para wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya atau wajib 

pajak yang tidak patuh, serta menerapkan sanksi sesuai dengan aturan yang 

berlaku tanpa pengecualian.  

Oleh karenanya, menurut Mansury (1996, Hal.44-45), untuk 

terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik, setidaknya harus memiliki 

dasar-dasar sebagai berikut : 
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a. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang 

memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan pada wajib 

pajak.  

b. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. 

Kesederhanaan yang dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang 

memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan 

untuk dilaksanakan oleh aparat dan wajib pajak. 

Menurut Wirawan B Ilyas dan Richard Burton (2004, Hal. 19)  terdapat 

empat jenis teknik pemungutan pajak, antara lain : 

a. Sistem Official Assessment, dimana dalam sistem ini fiskus yang 

berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besaran pajak yang 

terhutang.  

b. Sistem Self Assessment, yakni dimana wajib pajak menghitung, 

menetapkan, dan menyetor sendiri, serta kemudian melaporkan jumlah 

pajak terutang.  

c. Sistem Semi Self Assessment, yakni suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada dua pihak fiskus dan wajib pajak 

untuk menentukan besarnya utang pajak.  

d. Sistem Withholding, dimana pihak ketiga (yang berhubungan dekat 

dengan wajib pajak), berperan sebagai pihak penghitung, penetap, dan 

penyetor, serta kemudian melaporkan pajak yang sudah 

dipotong/dipungut tersebut. Khusus bagi negara berkembang, Mansury 

menambahkan bahwa withholding tax amat penting. Administrator 

akan menjadi lebih baik dalam penegakan hukum pajak, dan juga 

merupakan solusi bagi pengumpulan pajak (tax collection). 

Terkait dengan sistem self assessment yang dianut Indonesia, beberapa 

ahli mendefinisikan sistem self assessment sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Hussein Kartasasmita (2001, Hal.2) yakni :  

“inti dari self assessment adalah bahwa kegiatan dalam 
pemungutan pajak sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak 
, sedangkan aparatur pajak (fiskus) hanya menjadi pembina, 
pengawas dan menerapkan sanksi-sanksi” 
Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh Hanggoro Pamungkas 

(2003, Hal. 16) yakni : 
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“Dalam sistem self assessment, wajib pajak (WP) sekarang 
dipercaya sepenuhnya untuk melakukan segala kewajiban 
perpajakannya sendiri mulai dari mendaftarkan diri sebagai 
WP, menghitung, memotong, menyetor, dan atau melapor 
sendiri segala kewajiban pajaknya” 
Mengenai jenis-jenis sistem self Assessment sendiri, dapat dikutip dari apa 

yang dikemukakan oleh Munawwir (1996, Hal. 45) dalam salah satu bukunya 

yakni bahwa sistem self assessment kemudian dapat dike lompokkan menjadi dua 

jenis, yaitu : 

a. Semi Self Assessment, yakni suatu sistem pemungutan pajak dimana 

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak 

berada pada dua pihak, yakni pembayar (wajib pajak) dan pemungut 

pajak (fiskus). Dengan sistem self assessment, pada awal tahun pajak 

wajib pajak menentukan atau menaksir sendiri besarnya pajak terutang 

untuk tahun berjalan, dan berdasarkan taksiran tersebut, wajib pajak 

menyetor pajak (yang merupakan angsuran). Pada akhir tahun, pajak 

yang sesungguhnya terutang ditentukan fiskus dengan Surat Ketetapan 

Pajak 

b. Full Self Assessment, yakni sistem pemungutan pajak dimana 

wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh suatu 

wajib pajak berada pada wajib pajak sendiri. Dalam sistem ini wajib 

pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur tangan dalam 

menentukan besarnya pajak yang terutang (kecuali wajib pajak 

menyalahi aturan yang berlaku.  

Dari apa yang dikemukakan, kedua sistem ini diadopsi secara penuh oleh 

Indonesia dalam sistem perpajakan self assessment yang berlaku di Indonesia. 

Ciri-ciri dari sistem self assessment ini menurut Anshari (2006, Hal 58-59) antara 

lain adalah : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri.  

2) Wajib pajak bersifat aktif, karena melakukan sendiri kegiatan 

menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.  
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Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan sistem perpajakan 

self Assessment ini adalah sebagaimana juga dijelaskan oleh Anshari (2006, Hal. 

59), yakni antara lain : 

1) Kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya (tax awareness) 

2) Kejujuran wajib pajak terkait kewajiban perpajakan yang dimilikinya 

3) Hasrat wajib pajak untuk membayar pajak 

4) Disiplin Pajak (tax discipline), disiplin wajib pajak terhadap 

pelaksanaan peraturan-peraturan pajak. Dengan demikian wajib pajak 

akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya 

oleh undang-undang, seperti memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) 

pada waktunya, membayar pajak pada waktunya, dan sebagainya tanpa 

diperingatkan tentang hal itu. 

Fiskus tidak ikut campur dalam proses penghitungan dan pelaporan, 

melainkan hanya berperan sebagai pengawas (controller). Fungsi pengawas dalam 

hal ini adalah memfasilitasi agar pelaksanaan self Assessment dapat berjalan 

dengan baik. Fiskus (Dirjen Pajak) memainkan perannya dengan memberikan 

penyuluhan perpajakan (tax dissemination ), pelayanan perpajakan (tax services), 

pemeriksaan pajak (tax audit), dan penegakan hukum perpajakan (tax law 

enforcement). Apabila ketiga fungsi ini dapat dijalankan secara bersamaan dan 

optimal, maka kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya akan meningkat, dan pada akhirnya 

hasilnya adalah peningkatan penerimaan pajak (Hutagaol, 2007, Hal 2). 

   

2.3 Hak & Kewajiban Wajib Pajak 

Hak wajib pajak sebagaimana diuraikan oleh Prof. Duncan Bentley (2002) 

didalam artikelnya yang berjudul The Significance of Declarations of Taxpayers’ 

Rights and Global Standards for the Delivery of Tax Services by Revenue 

Authorities berkembang sebagai berikut : 

1) Awal dari hak wajib pajak adalah hak dasar didalam sistem perpajakan 

modern yaitu hak untuk melakukan review  atas keputusan pajak dan 

hak-hak dasar dalam prosedur yang berhubungan dengan pemungutan 

dan penegakan pajak.   
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2) Perkembangan kedua dari hak wajib pajak adalah tuntutan atas 

perbaikan kerangka legislasi dan administrasi untuk meningkatkan 

interaksi antara wajib pajak dan fiskus. Hak substansial dan prosedural 

diperkenalkan untuk mengatur mengenai kerahasiaan, penentuan 

lingkup akses, pencarian, besarnya provisi dan jangkauan hak-hak 

administratif sebagai fasilitas dalam proses administrasi. 

3) Perkembangan berikutnya atas hak-hak wajib pajak dilanjutkan oleh 

adanya deklarasi atas hak wajib pajak untuk menimbulkan kepastian 

bagi wajib pajak melalui peningkatan transparansi antara pihak fiskus 

dan wajib pajak.   

Sedangkan kewajiban wajib pajak adalah membayar kewajiban paja k yang 

terutang atas penghasila nnya, mengenai hal lainnya akan bergantung kepada 

sistem pemungutan pajak yang berlaku pada suatu negara sebagaimana telah 

dijelaskan didalam sistem pemungutan pajak. Di Indonesia sendiri, dalam sistem 

pemajakan self assessment yang dijalankan, wajib  pajak memiliki kewajiban 

perpajakan yang meliputi menghitung (utang pajak yang ditanggungnya), 

menyetor (jumlah pajak terutang), serta melaporkan kewajiban perpajakannya 

(melalui SPT). 

Perkembangan terakhir atas hak-hak wajib pajak dilandasi atas azas 

kepastian. Banyak usaha dilakukan oleh baik kedua pihak, baik wajib pajak 

maupun fiskus untuk meningkatkan kepastian terkait konsekuensi hukum dalam 

lingkup perpajakan Indonesia, baik lewat cara-cara legal, atau bahkan ilegal 

sekalipun sebagaimana terungkap dalam berbagai kasus  perpajakan besar yang 

terjadi akhir-akhir ini.  

Salah satu media untuk menjamin adanya kepastian hukum yang 

diinginkan oleh wajib pajak adalah dengan advance ruling , yang merupakan 

bahasan utama dari penelitian ini. Keberadaan advance ruling inilah yang dapat 

menjadi salah kunci sukses dari penerapan sistem self assessment dalam 

perpajakan Indonesia, yakni dengan menjamin kepastian konsekuensi hukum atas 

suatu skema transaksi bisnis yang dijalankan oleh wajib pajak.  
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2.4.Advance Ruling  
 
2.4.1.Definisi Advance Ruling 

Kelley dan Oldman (1973, Hal. 593) memberikan definisi terhadap 

rulings secara umum, yakni : 

“Rulings are interpretation of tax law made in response 
to request by tax payers or their representatives. These 
interpretations outline the principles of tax law 
affecting a particular transaction describe by or for tax 
payer. The ruling may be binding upon tax 
administrator or it may be advisory only. The 
transaction maybe already completed or it may be 
anticipated for the future” 
Dari kutipan di atas dapat dia rtikan bahwa ruling  merupakan 

interpretasi dari hukum pajak dalam merespon permintaan wajib pajak 

atau perwakilannya. Sedangkan dalam hal terjadinya transaksi, dapat 

merupakan transaksi yang belum dilaksanakan ataupun sudah 

dilaksanakan. 

Secara umum, definisi mengenai advance ruling sesuai dengan 

yang disepakati dalam seminar yang diadakan pada saat kongres IFA 

mengenai advance ruling (1992) di Cancun, Mexico  adalah : 

“a more or less binding statement from the revenue 
authorities upon the voluntary request of a private person, 
concerning the treatment and consequences of one or a 
series of contemplated future actions or transactions” 
Dari kutipan di atas, definisi mengenai advance ruling yakni 

adalah lebih kurang pernyataan mengikat dari pihak fiskus (pemerintah), 

atas permohonan secara sukarela dari orang pribadi (wajib pajak) tentang 

perlakuan dan konsekuensi (perpajakan) dari serangkaian aksi dan 

transaksi yang terjadi di masa yang akan datang. Dalam definisi ini juga 

diberikan pembatasan definisi yang tidak termasuk dalam definisi advance 

ruling yakni : 

a. compromises on past transaction that do not contain agreement as 

to the future, yakni kompromi yang dilakukan terhadap transaksi 

yang telah lalu dan tidak mengandung suatu bentuk kesepakatan 

(yang mengikat) di masa yang akan datang. 
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b.  So called public rulings, yakni ruling  yang diperuntukkan bagi 

umum, tidak terbatas pada wajib pajak tertentu, dan tidak terkait 

dengan situasi faktual yang dihadapi oleh pihak tertentu. Definisi 

yang jelas mengenai public ruling ini sendiri adalah sebagaimana 

dikemukakan oleh Romano (2002, hal.18) bahwa public ruling 

adalah suatu bentuk ruling yang dialamatkan kepada seluruh wajib 

pajak dan pada umumnya terkandung dalam akta-akta administrasi 

yang tidak memiliki kekuatan hukum (surat edaran, surat, 

resolusi/pemecahan, pedoman kebijakan) . Public ruling ini biasa 

disebut juga sebagai general ruling. Oleh karena meliputi 

masyarakat umum, maka public ruling mengikat secara hukum 

terhadap masyarakat umum. Public ruling juga ditandai dengan 

sifatnya yang administratif, dan memiliki posisi yang berbeda 

dalam hierarki peraturan hukum. Di sebagian besar yurisdiksi, 

pernyataan demikian secara hukum tidak mengikat wajib pajak 

maupun pengadilan namun biasanya dianggap sebagai instruksi 

internal yang mengikat bagi otoritas perpajakan (Romano, 2002, 

hal 18). Meski demikian, sifat umum public ruling  ini berarti 

mekanisme ini tidak selalu dapat digunakan sebagai solusi atas 

masalah interpretasi yang terkait dengan transaksi tertentu. Oleh 

karenanya banyak negara kemudian memperkenalkan bentuk 

private ruling, yang juga disebut sebagai advance atau letter 

ruling.  

c. Permission for special tax treatment which is only available upon 

application and to which the taxpayers meeting certain conditions 

is sta tutorily entitled, atau perlakuan pajak khusus yang hanya 

diberlakukan  atas permintaan tertentu dalam kondisi wajib pajak 

yang telah ditentukan oleh regulasi. 

Lebih detail dalam hal definisi kemudian adalah sebagaimana 

dikemukakan oleh Yehonatan Givati (2009, Hal. 1) bahwa yang dimaksud 

dengan advance ruling  dalam perpajakan yakni : 

“Advance tax ruling is a procedure that allows taxpayers to 
achieve certainty concerning the tax consequences of a 
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contemplated transaction. Before carrying out a 
transaction, the taxpayer turns to the tax authorities for a 
binding ruling on the tax consequences of the transaction. 
In light of the ruling, the taxpayer decides whether the 
transaction should be carried out” 
Dalam kutipan tersebut dijelaskan oleh Givati bahwa yang 

dimaksud dengan advance tax ruling adalah sebuah prosedur atau tatacara 

yang memungkinkan wajib pajak untuk memperoleh kepastian tentang 

konsekuensi yang terkandung dalam suatu transaksi yang belum (baru 

akan) dilakukan. Sebelum melakukan transaksi tersebut, wajib pajak 

meminta penjelasan kepada pihak fiskus terhadap konsekuensi perpajakan 

atas transaksi tersebut. Dengan demikian berdasarkan peraturan yang telah 

jelas tersebut, wajib pajak kemudian memutuskan apakah transaksi terkait 

akan dilaksanakan atau tidak. 

Senada dengan apa yang sudah disebutkan di atas juga adalah 

definisi mengenai private ruling , sebagaimana dikemukakan oleh Romano 

(2002), yakni : suatu bentuk advance ruling dimana wajib pajak (atau 

penasihat pajaknya) dapat memperoleh pernyataan ya ng kurang lebih 

mengikat dari otoritas pajak berkaitan dengan perlakuan suatu transaksi 

atau serangkaian rencana tindakan atau transaksi (kadang juga transaksi 

lama) (Romano, 18)  

Private ruling ini, sebagaimana namanya, hanya dapat 

dimanfaatkan oleh wajib pajak pemohon ruling tersebut (private ), tidak 

oleh wajib pajak lain, dan akan mengikat otoritas pajak secara hukum 

apabila semua fakta yang relevan disertakan. Private ruling ditujukan 

kepada wajib pajak tertentu atas permohonan yang diajukannya  dan 

menje laskan bagaimana administrasi pajak  akan menerapkan hukum 

tersebut kepada wajib pajak atau kelompok wajib pajak tertentu terkait 

dengan suatu atau serangkaian fakta atau transaksi yang ditentukan. 

Kesemuanya disebut sebagai advance ruling , karena pada umumnya 

diberikan sebelum wajib pajak mengadakan suatu transaksi atau 

pengaturan, atau (dalam yurisdiksi tertentu) setelah kejadian namun 

sebelum wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
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Di beberapa negara, advance ruling juga dikenal sebagai binding 

ruling. Secara esensi, tidak ada yang berbeda antara advance ruling 

dengan binding ruling sebagaimana dikutip oleh Adrian Sawyer (2002, 

Hal. 291-315) yakni : 

“Binding rulings normally have as the provisions of greater 
certainty to taxpayers and businesses as one of their major 
purposes rather than acting as some form of  legislative 
power to the tax authorities that issue them. A growing 
number of countries have introduced or formalised their 
rulings systems rather than relying on administrative 
processes operated at the discretion of the tax authority. 
Essentially a binding ruling is a statement of the revenue 
authority’s interpretation and application of tax laws to an 
arrangement, which is binding on the revenue authority in 
terms of the future application of the tax laws but not 
normally on the applicant” 

  Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan binding ruling adalah sebuah pernyataan mengenai interpretasi dan  

implementasi hukum pajak dari pihak revenue authority (dalam hal ini 

fiskus) yang bersifat mengikat pada pihak fiskus di masa yang akan 

datang.  

Definisi-definisi yang disebutkan di atas juga pada akhirnya 

bermuara pada satu kesimpulan mengenai advance ruling sebagaimana 

dikemukakan oleh direktur eksekutif TAXAND Malaysia , Kang Beng Hoe 

(2008): 

 “The tax authorities are bound to adhere to the ruling if 
the taxpayer proceeds with the transaction but only when the facts 
have not altered from those presented earlier. This then provides 
the certainty sought by the taxpayer”  

Bahwa sesungguhnya pihak fiskus (tax authorities) kemudian 

menjadi dibatasi dan harus mentaati apa yang tercantum dalam ruling 

apabila kemudian transaksi tersebut kemudian jadi dilaksanakan oleh 

wajib pajak terkait, namun hanya apabila fakta dari transaksi tersebut 

sesuai dengan apa yang sudah diungkapkan dalam permohonan ruling. 

Hal inilah yang menimbulkan adanya suatu kepastian yang sesungguhnya, 

yang dicari oleh wajib  pajak tersebut, sebagaimana diungkap oleh Korean 

National Tax Services (NTS) pada saat memperkenalkan program advance 

ruling di negara itu (www.internationaltaxreview.com): 
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“The program (advance ruling) is intended to help 
taxpayers reduce uncertainties on their tax matters arising 
from the interpretation of tax provisions and enhance 
predictability in business operation ” 

Program advance ruling ditujukan untuk membantu wajib pajak 

mengurangi tingkat ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban 

perpajakan yang bersumber dari interpretasi terhadap aturan yang ada, 

serta meningkatkan akurasi perkiraan dalam menjalankan bisnis. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh  Kementerian 

Keuangan Victoria British Columbia yang juga menjalankan mekanisme 

advance ruling  dalam sistem self assessment (1997, Hal.2) : 

“The purpose of the advance ruling service is to 
encourage voluntary compliance, uniformity and self-
assessment by providing certainty with respect to the 
implications of the Act to proposed business 
transactions”. 
Tujuan dari mekanisme advance ruling adalah untuk mendorong 

kepatuhan sukarela, keseragaman (dalam hal interpretasi dan penafsiran), dan 

self assessment dengan cara memberikan kepastian terkait ketentuan yang 

mengatur tentang suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak. 

 
2.4.2.Faktor Penentu Pelaksanaan Advance Ruling 

Lebih lanjut Givati (2009, Hal. 16-27) menjelaskan bahwa wajib 

pajak mempertimbangkan dua faktor umum pada saat memutuskan untuk 

melaksanakan advance ruling, yakni antara lain : 

2.4.2.1. The direct cost of an application (Biaya langsung dari 

pengaplikasian advance ruling ). Yang termasuk ke dalam biaya 

langsung penerapan advance ruling ini termasuk di dalamnya 

adalah biaya yang terkait langsung dengan aplikasi yang diajukan 

(biaya request dan biaya pengacara/konsultan hukum), serta 

masa tunggu dari proses advance ruling yang dimaksud.  

2.4.2.2. The strategic effect of an application (Efek strategis dari 

pengaplikasian advance ruling ). Biaya langsung terkait request 

terhadap advance ruling ini, ternyata tidak memadai untuk 

menjelaskan secara detail terhadap keengganan wajib pajak 

untuk menggunakan fasilitas advance ruling dalam pelaksanaan 
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kewajiban perpajakan mereka. Oleh karenanya kemudian 

penelitian menyimpulkan bahwa keengganan tersebut berkaitan 

langsung dengan dampak strategis  terkait pelaksanaan advance 

ruling dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak 

terkait. Dampak strategis tersebut bisa berakibat positif, yakni 

meningkatkan minat wajib pajak terhadap advance ruling. 

Sebaliknya, dampak strategis inipun bisa berupa dampak negatif 

yang menyurutkan minat wajib pajak untuk melaksanakan 

advance ruling. Dampak strategis negatif  advance ruling antara 

lain adalah :  

a. Increased Inspection (meningkatkan resiko pemeriksaan) 

 Dengan melakukan prosedur advance  ruling, kemungkinan 

dilakukan pemeriksaan oleh fiskus akan jauh meningkat secara 

drastis. Penggunaan fasilitas advance ruling dengan kata lain 

akan meningkatkan awareness fiskus untuk melaksanakan 

pemeriksaan terhadap transaksi – transaksi tertentu perusahaan.  

b.  Increased Detection (meningkatkan kemungkinan 

pendeteksian)  

 Dengan melaksanakan prosedur advance ruling, akan 

meningkatkan kemungkinan pendeteksian oleh fiskus terhadap 

transaksi-transaksi sumir dan meragukan yang dilakukan wajib 

pajak. Pada dasarnya, wajib pajak lebih menginginkan 

transaksi-transaksi sumir dan meragukan yang dilakukan untuk 

tetap tidak terdeteksi oleh fiskus, namun keberadaan prosedur 

advance ruling akan meningkatkan kemungkinan pendeteksian 

terhadap transaksi semacam itu oleh fiskus secara signif ikan.  

c. Increased Expertise of Tax Examiners (meningkatkan keahlian 

pemeriksa pajak) 

 Prosedur advance ruling biasanya melibatkan pihak fiskus dari 

kantor pusat, karena pada dasarnya setiap ketentuan yang 

dihasilkan dari prosedur ini akan berdampak luas terhadap 

wajib pajak lainnya (berdasarkan asas keadilan : harus berlaku 
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sama untuk setiap wajib pajak). Prosedur advance ruling 

dilakukan oleh pihak kantor pusat otoritas perpajakan terkait, 

yang pada umumnya memiliki keahlian lebih dibandingkan 

dengan pihak fiskus di daerah. Oleh karenanya, kemungkinan 

kesalahan yang ditimbulkan melalui prosedur advance ruling 

ini dapat ditekan. Hal ini relatif tidak disukai oleh wajib pajak 

yang pada dasarnya menginginkan kesalahan dari pihak fiskus 

sehingga menyebabkan kewajiban perpajakannya dapat ditekan 

seminimal mungkin. Dengan keahlian yang lebih tinggi dari 

pihak fiskus, kesalahan semacam itu dapat dihindari. 

d. The Precedential Effect of Advance Tax Rulings (efek preseden 

advance ruling perpajakan) 

 Di Indonesia, belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur 

tentang pelaksanaan advance ruling secara terperinci. Hal ini 

berbeda dengan yang diterapkan di beberapa negara yang telah 

mengaplikasikan prosedur advance ruling secara terintegrasi 

dalam sistem perpajakan mereka. Sebagai contoh adalah 

Amerika Serikat. Di sana, pihak otoritas perpajakan (IRS) lebih 

memilih untuk mengeluarkan ketentuan yang berdampak 

pengurangan jumlah pajak terutang dalam prosedur tax audit 

(pemeriksaan pajak) daripada melalui prosedur advance ruling. 

Melalui prosedur advance ruling, fiskus dihadapkan keharusan 

mengenakan aturan yang seragam terhadap  transaksi-transaksi 

yang memiliki kemiripan dengan transaksi yang dimintakan 

prosedur advance ruling. Berbeda dengan prosedur advance 

ruling, dalam prosedur tax audit aturan-aturan yang  diterapkan 

terhadap suatu  transaksi hanya dapat diaplikasikan terhadap 

transaksi yang dilaksanakan pemeriksaan. Pihak publik tidak 

dapat leluasa mengakses aturan yang diterapkan dalam tax 

audit terkait transaksi yang diperiksa, karena dalam tax audit 

tidak ada keharusan untuk mempublikasikan hasil audit kepada 

umum. Berbeda dengan advance tax ruling yang (di AS) 
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mengharuskan otoritas perpajakan (IRS) untuk 

mempublikasikan hasil prosedur advance ruling ini kepada 

wajib pajak  secara luas.  

e. The Commitment in Carrying Out the Transaction  (komitmen 

dalam pelaksanaan transaksi) 

 Dalam pelaksanaan prosedur advance ruling, kadangkala 

aturan yang akhirnya diterapkan tidak disukai oleh wajib pajak 

(unfavorable), karena berakibat beban pajak yang harus 

ditanggung wajib  pajak lebih besar daripada yang telah 

diperkirakan sebelumnya. Dalam kondisi ini, wajib pajak lebih 

memilih untuk menghindari transaksi tersebut dan menjalankan 

transaksi dengan scheme transaksi yang lebih disukai, yakni 

yang berakibat beban pajak lebih ringan. 

Selain dampak strategis negatif, penerapan advance ruling ini juga 

memiliki dampak strategis positif, yang antara lain  adalah:  

a. Avoiding Penalties (menghindari penalti/sanksi) 

Apabila wajib pajak menggunakan interpretasi berkaitan 

dengan suatu transaksi yang tidak sesuai dengan interpretasi 

yang digunakan fiskus, maka pada saat pemeriksaan dilakukan 

terhadap wajib pajak tersebut, wajib pajak tersebut tidak hanya 

diharuskan meng-adjust pengenaan pajak atas transaksi 

tersebut,melainkan wajib pajak juga terancam besaran sanksi 

akibat tidak melaksanakan kewajiban perpajakan yang 

dimilikinya sesuai dengan ketentuan. Sebaliknya, dengan 

menggunakan aturan yang dikeluarkan melalui prosedur 

advance ruling oleh otoritas pa jak, wajib pajak dapat 

menghindari scheme transaksi yang merugikan wajib pajak,  

serta menghindari wajib pajak dari jeratan sanksi sebagai akibat 

menggunakan interpretasi yang salah dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Penghindaran atas 

penalti dan sanksi ini adalah salah satu insentif pendorong 
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digunakannya prosedur advance ruling secara luas oleh wajib 

pajak.  

b. The Threat in Applying for an Advance Ruling  (Ancaman 

dalam pelaksanaan advance ruling ) 

Pada saat wajib pajak memutuskan untuk melaksanakan 

prosedur advance ruling, secara otomatis menimbulkan 

ancaman berupa pengalihan bentuk transaksi. Wajib pajak akan 

cenderung memilih scheme transaksi yang memiliki 

konsekuensi perpajakan lebih ringan dan menjauhi scheme 

transaksi yang memiliki konsekuensi lebih berat. Dengan 

demikian, secara tidaklangsung fiskus (pemerintah) telah 

kehilangan potensi pajak yang seharusnya diperoleh dari suatu 

scheme transaksi. 

 

2.4.3. Jenis-jenis Advance Ruling  

Dalam implementasi advance ruling di berbagai negara, terdapat 

beberapa jenis advance ruling yang dipergunakan. Masing-masing jenis 

didasarkan pada keberadaan dasar hukum yang memayungi aturan terkait 

mekanisme advance ruling pada negara yang bersangkutan. Jenis-jenis 

advance ruling tersebut antara lain adalah : 

 

2.4.3.1. Formal Advance Ruling 

Dalam pelaksanaannya, Formal Advance Ruling adalah jenis advance 

ruling dengan pedoman pelaksanaanyang paling jelas, karena ketentuan 

dan mekanisme pelaksanannya jelas tercantum dalam suatu aturan 

advance ruling tertentu. Secara umum, formal advance ruling memiliki 

antara lain ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Dasar Hukum 

Sistem formal advance ruling mensyaratkan dasar hukum yang jelas, 

walaupun antara negara satu dan yang lain tidak sama ; ada yang 

menggunakan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun regulasi 

khusus perpajakan (revenue authorities). Perbedaan dasar hukum yang 
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ada sebagai akibat dari perbedaan yurisdiksi antar negara yang 

menganut sistem formal advance ruling ini. Walaupun begitu, negara-

negara penganut sistem formal adva nce ruling ini menyediakan secara 

khusus aturan mengenai advance  ruling dalam tata perundang-

undangan negara mereka masing-masing. 

b. Status Hukum 

Status hukumnya jelas, disebutkan secara tertulis (literal) apakah 

mengikat Wajib Pajak berdasarkan permohonan ruling yang diajukan 

oleh wajib pajak ataukah tidak, termasuk diantaranya kepastian hukum 

apabila terjadi perubahan hukum, bisa dijadikan preseden bagi kasus-

kasus serupa, memiliki peluang untuk diajukan gugatan,serta memiliki 

masa berlaku tertentu yang sudah disyaratkan dalam aturan yang 

berlaku. 

c. Jangka Waktu Penerbitan 

Di beberapa negara yang menganut sistem formal advance ruling 

terdapat pembatasan jangka waktu penerbitan, sehingga apabila 

sepanjang tenggat waktu yang diberikan tidak ada tanggapan dari 

pihak fiskus, maka menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.  Namun 

hal ini tidak mutlak, karena ada pula negara-negara tertentu yang 

walaupun menggunakan mekanisme formal advance ruling, namun 

pada pelaksanaannya masih menggunakan kriteria yang samar (vague) 

serta tenggat waktu yang tidak jelas sebagai semacam opsi ‘elegan’ 

untuk menghindar dari kemungkinan merilis ketentuan ruling yang 

dianggap tidak diinginkan (unwanted ruling ) (Ellis, 1999, Hal 33).  

d. Biaya yang Dibutuhkan 

Dalam mekanisme formal advance ruling , di beberapa negara 

dikenakan biaya dalam menjalankan mekanisme ini, sehingga pihak 

fiskus dapat menjaga kualitas ruling yang mereka terbitkan.  

Keberadaan costs dari permohonan advance ruling ini sebagaimana 

diungkapkan Ellis (1999, Hal 33) adalah sebagai semacam pengganti 

atas benefit yang didapatkan oleh wajib pajak pemohon ruling 

tersebut. Dengan adanya ruling tersebut, wajib pajak terhindar dari 
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resiko ketidakpastian transaksi. Selain itu juga, di beberapa negara 

yang menggunakan costs tambahan bagi layanan advance ruling ini 

dimaksudkan agar pihak fiskus (revenue authorities) dapat 

mengusahakan kualitas formal advance ruling yang lebih baik, dan 

dapat diandalkan oleh wajib pajak yang membutuhkan kepastian yang 

tinggi dalam menjalankan bisnisnya, seba gaimana juga dijelaskan oleh 

Ellis (1999, Hal. 33). Walaupun demikian, ada pula beberapa negara 

yang tidak menghendaki keberadaan fee tertentu dalam pelaksanaan 

formal advance ruling ini dengan alasan keadilan ; tidak semua wajib 

pajak mampu membayar sebagaimana yang dilakukan oleh wajib pajak 

pemohon ruling tersebut (Ellis, 1999, Hal 34). 

e. Jenis Transaksi yang Diizinkan 

Dalam formal advance ruling, terdapat dua sistem yakni open advance 

ruling dan closed advance ruling. Dalam sistem open, pada dasarnya 

semua permasalahan terkait perpajakan dapat diajukan permohonan 

ruling, sedangkan dalam sistem closed, hanya transaksi-transaksi 

tertentu saja yang diperbolehkan untuk dimohonkan pengenaan ruling 

terhadap transaksi terkait. Selain itu, ada pula negara tertentu yang 

mengenakan semacam negative list untuk menghindari bidang-bidang 

strategis yang tidak memungkinkan pelaksanaan advance ruling . 

f. Pengungkapan Informasi (Disclosure of Information) 

Dalam sistem formal advance ruling , disyaratkan bahwa dalam 

pelaksanaan mekanisme ini dibutuhkan pengungkapan informasi yang  

memadai dan relevan terkait dengan transaksi yang diajukan ruling-

nya. Ketiadaan atau kesalahan yang terjadi pada pengungkapan 

informasi ini menyebabkan ruling yang dilakukan kehilangan efek 

mengikat da n bahkan tidak berlaku lagi. 

g. Publikasi 

Tuntutan keterbukaan atas informasi terkait advance ruling adalah 

suatu keharusan dalam usaha menuju pemerintahan yang terbuka, 

persaingan sehat, serta akses atas keterbukaan informasi. Namun 

keberadaan ruling atas skema transaksi bisnis tertentu juga bisa jadi 
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merupakan salah satu strategi bisnis rahasia dari wajib pajak yang 

menyediakan baginya keuntungan kompetitif dibandingkan para 

pesaingnya. Disinilah terjadi tarik menarik kepentingan atas sejauh 

mana publikasi yang diperbolehkan terkait permohonan advance 

ruling dari wajib pajak tersebut. 

 

2.4.3.2. Informal Advance Ruling 

ada yang menerapkan sistem informal advance ruling dalam sistem 

perpajakannya. Dalam sistem informal advance ruling, mekanisme 

advance ruling sendiri tidak secara terintegrasi dalam sistem perpajakan 

yang berlaku. Akan tetapi, walaupun bersifat informal, wajib pajak tetap 

memiliki hak untuk meminta penegasan terkait suatu aturan atau 

konsekuensi perpajakan tertentu kepada pihak yang berwenang (fiskus).  

Oleh karena bersifat informal, maka sebagaimana diungkapkan 

oleh Ellis (1999, Hal 45) mekanisme ruling ini memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat berbeda-beda, tergantung pada ketentuan umum 

administratif yang berlaku pada masing-masing negara (good 

administration, good faith, Treu und Glaben ). Pada beberapa negara yang 

memberlakukannya, wajib pajak terikat penuh terhadap ketentuan yang 

terkandung dalam ruling tersebut. Tetapi ada juga negara yang 

membebaskan wajib pajak untuk tunduk patuh terhadap ruling yang 

dikeluarkan fiskus, dan menggunakan interpretasi sesuai dengan yang 

diinginkan oleh wajib pajak tersebut. 

a. Dasar Hukum 

Tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Mekanisme advance ruling ada, 

namun tidak ada ketentuan yang mengikatnya secara jelas dan terperinci. 

b. Status Hukum 

Status hukumnya tidak mengikat terhadap wajib pajak. Wajib pajak boleh 

mengajukan permohonan advance ruling, hanya saja tidak ada ketentuan 

yang mengharuskan wajib pajak mengikuti ketentuan yang terdapat dalam 

rulings yang dikeluarkan ole h fiskus. Wajib pajak tetap berhak 

menggunakan penafsiran sendiri dalam melaksanakan kewajiban 
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perpajakannya. Apabila terdapat dispute dalam pengenaannya, wajib pajak 

berhak mengajukan keberatan atau banding pada institusi hukum yang ada. 

c. Jangka Waktu Pene rbitan 

Tidak ada jangka waktu penerbitan tertentu yang diwajibkan atas fiskus 

terhadap permohonan advance ruling yang diajukan oleh wajib pajak. 

Oleh karenanya, wajib pajak harus bersifat aktif dalam pengajuan 

permohonan advance ruling ini. 

d. Biaya yang Dibutuhkan 

Fiskus tidak menentukan biaya yang terkait dengan permohonan advance 

ruling secara langsung. Pihak wajib pajak pemohon hanya mengeluarkan 

biaya langsung (ongkos kirim, biaya perangko, biaya penulisan surat) yang 

terkait dengan permintaan advance rulings ini. Di Inggris (UK), dalam 

beberapa kasus, otoritas perpajakan setempat mensyaratkan biaya dalam 

permohonan terkait informal advance ruling, hanya saja biaya tersebut 

tidak menjadi suatu keharusan. 

e. Jenis Transaksi yang Diizinkan 

Tidak ada peraturan yang membatasi jenis transaksi apa saja yang bisa 

diajukan permohonan advance ruling kepada fiskus. Pada dasarnya, setiap 

ada permasalahan terkait penerapan aturan pajak, wajib pajak dapat 

mengajukan permohonan advance ruling kepada fiskus. 

f. Pengungkapan Informasi (Disclosure of Information) 

Walaupun bersifat informal, namun pengungkapan informasi yang 

dibutuhkan harus tetap memadai dan relevan sehingga fiskus dapat secara 

lebih mudah mengidentifikasi ketentuan dan konsekuensi perpajakan yang 

terkait dengan suatu transaksi atau kondisi wajib pajak. Hanya saja tidak 

ditentukan sejauh mana informasi tersebut dikategorikan relevan dan 

memadai dalam pelaksanaan advance ruling. 

g. Publikasi 

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan keterbukaan informasi terkait 

advance ruling, hanya saja fiskus juga tidak membatasi penyebaran 

informasi terkait suatu permohonan advance ruling dari wajib pajak 
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2.4.3.3. International Advance Ruling  

Dalam perkembangan advance ruling selanjutnya, advance ruling 

tidak hanya dilaksanakan dalam lingkup domestik saja, melainkan juga 

dalam lingkup internasional. Namun sejauh ini, data-data mengenai 

praktik international advance ruling hanya terbatas pada subjek transfer 

pricing, dimana seringkali diselesaikan lewat mekanisme advance pricing 

agreement (APA). Hanya saja kelemahan dari proses APA yang 

dijalankan kemudian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ellis (1999, 

Hal. 48) adalah apa yang terjadi pada hampir seluruh negara yang 

melaksanakannya ; batasan waktu proses penyelesaian dari APA tersebut. 

Mexico dan Uruguay telah memperkenalkan tentang tenggat waktu proses 

penyelesaian APA, namun hal tersebut menjadi sia-sia ketika negara 

partner APA yang diproses tidak memiliki ketentuan yang sama, sehingga 

proses penyelesaian APA tersebut kemudian menjadi berlarut-larut dan 

memakan waktu yang tidak sebentar. Belum lagi kegagalan proses APA 

yang terjadi manakala sang wajib pajak kemudian tidak menyepakati 

ketentuan dalam perjanjian APA yang telah disepakati oleh kedua negara. 

Dalam kesemua  kasus yang terjadi dalam proses APA ini, ikatan 

yang berlaku harus meliputi kedua belah pihak (negara) yang 

melaksanakan APA. Bila satu negara tidak mengakui ketentuan yang  

terdapat di dalamnya, maka negara partner  APA terkait juga tidak akan 

menjalankan ketentuan yang terdapat dala m agreement yang telah 

disepakati sebelumnya. Oleh karena APA dilakukan oleh wajib pajak 

tertentu, maka dengan sendirinya APA yang diterbitkan mengikat secara 

penuh wajib pajak pemohon APA tersebut. Dalam mekanisme APA ini 

tidak ada ketentuan mengenai kemungkinan banding terhadap ketentuan di 

dalamnya, yang  berarti juga tidak ada nilai presedensial yang berlaku 

terhadap ketentuan APA tersebut. Terkait dengan masa berlakunya, rata-

rata APA berlaku antara 3 (tiga) hingga 6 (enam) tahun, tergantung 

kesepakatan yang terjadi.  

Di negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (EU), proses 

harmonisasi hukum pajak antar negara-negara anggota juga pada dasarnya 
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dilakukan dalam skema yang juga bisa disebut sebagai advance ruling. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Romano (2002, Hal. 471) 

sebagai berikut : 

“From the analysis of advance tax rulings systems 
conducted throughout this dissertation, it would seem 
highly beneficial to have a harmonized advance tax rulings 
system at a domestic level throughout the Euro pean Union. 
Whether or not this would be politically acceptable is 
something that warrants further investigation. From a legal 
point of view, the advantages of a harmonization of 
advance tax rulings systems in the EU Member States are 
the following: 
§ to obtain a higher degree of certainty in the 

interpretation and application of tax law provisions; 
§ to have greater consistency and uniformity in the 

application and interpretation of the law; 
§ to enhance the transparency of the decision-making 

process of the tax authorities in such a way as to 
improve the perception of the fairness of the tax 
obligations by taxpayers and thus tax compliance; 

§ to foster compliance with tax law and 
administrative practice; 

§ to improve the functioning of the self-assessment 
and self-reporting systems; 

§ to reduce tax litigation; 
§ to give the tax administrations the possibility to 

gather information from taxpayers; and 
§ to avoid harmful tax competition regimes and 

practices” 
Dalam kutipan di atas, Romano menjelaskan bahwa ada 

manfaat besar yang dapat diperoleh dengan melakukan 

harmonisasi terhadap advance ruling dalam bidang perpajakan, 

mulai dari level domestik hingga lingkup internasional. Dalam 

lingkup Uni Eropa, beberapa manfaat yang diperoleh dari 

harmonisasi sistem advance ruling dalam perpajakan antara lain 

adalah : 

§ Untuk memperoleh tingkat kepastian yang lebih 

baik dalam hal interpretasi dan aplikasi penerapan 

peraturan perpajakan. 
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§ Untuk memperoleh tingkat konsistensi dan 

keseragaman (keteraturan) yang lebih baik dalam 

hal aplikasi dan interpretasi hukum 

§ Untuk memacu timbulnya transparansi dalam proses 

pengambilankeputusan terkait kewajiban perpajakan 

dari wajib pajak 

§ Untuk mendukung kegiatan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dari Wajib Pajak  

§ Untuk meningkatkan fungsi pelaporan dan 

pengawasandalam sistem self  Assessment. 

§ Mengurangi pemeriksaan pajak 

§ Memberikan fiskus kemudahan untuk memperoleh 

informasi dari wajib pajak 

§ Menghindari regim dan praktik kompetisi yang 

tidak sehat dalam bidang perpajakan.   

 

2.4.4. Perkembangan Advance Ruling  

Dalam perkembangannya, mekanisme advance ruling 

cenderung menjadi alternatif favorit bagi wajib pajak untuk 

memperoleh kepastian hukum terkait transaksi yang 

dilaksanakannya. Sebagai contoh, kita dapat melihat praktik 

advance ruling yang dijalankan dalam sistem perpajakan di India. 

Di India, dimana advance ruling dijalankan melalui 

lembaga khusus tersendiri yang disebut Authority for Advance 

Ruling (AAR), mekanisme advance ruling menjadi pilihan utama 

bagi non -resident maupun resident (yang bertransaksi dengan pihak 

luar) untuk memperoleh kepastian hukum terkait konsekuensi 

perpajakan yang harus diterima berdasarkan transaksi yang 

dilakukannya. Perkembangan permohonan advance ruling 

sebagaimana pada gambar dapat dilihat cenderung mengalami trend 

positif yang meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa penurunan 

hanya diakibatkan oleh perubahan sistem dan regulasi, serta kondisi 
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makro ekonomi yang menghambat pertumbuhan jumlah aplikasi 

advance ruling ini (antara 1998–2000 dan 2005-2007). Namun 

secara umum, bisa dilihat bahwa keberadaan advance ruling 

semakin populer dalam pelaksanaannya pada sistem perpajakan 

India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 

Perkembangan Permohonan Advance Ruling di India 
 

Namun beberapa faktor, sebagaimana diulas pada sub-bab 

sebelumnya, termasuk dianta ranya fee yang dikenakan terhadap 

permohonan advance ruling ternyata pada praktiknya juga 

berpengaruh kepada jumlah permohonan advance ruling yang 

diajukan kepada pihak otoritas. Hal ini dapat disimpulkan dari 

perbandingan data mengenai besaran fee yang harus dikeluarkan 

wajib pajak dengan jumlah pengajuan aplikasi advance ruling di 

Amerika Serikat (AS).  

Dalam gambar bisa dilihat bahwa besaran fee yang 

meningkat secara drastis pada akhir periode 2003-2004 (Gambar 

2.2) ternyata menimbulkan efek negatif terhadap permohonan 

ruling di AS (Gambar 2.3). 
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  Sumber  : Givati (2009). 
 

Gambar 2.2 
Perkembangan Ruling Request Fee pada sistem perpajakan AS 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Givati (2009).  
 

Gambar 2.3 
Perkembangan Jumlah Letter Ruling pada sistem perpajakan AS 
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2.5 Prinsip Kepastian (Certainty) dalam Pemungutan Pajak  

Adam Smith dalam buku An Inquiry Into The Nature and Causes 

of The Wealth Nations mengemukakan prinsip-prinsip yang harus dimiliki 

oleh suatu sistem pemungutan pajak, yakni antara lain :  

a. Equity  (keadilan), yakni pemungutan pajak hendaknya 

dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Keadilan yang 

dimaksud disini adalah keadilan baik secara vertikal maupun 

horizontal. Yang dimaksud dengan keadilan vertikal sendiri, 

menurut Mansury (1996, Hal 4) adalah pada tingkat ability to 

pay (kemampuan untuk membayar pajak) yang tidak sama, 

harus diperlakukan tidak sama pula. Sedangkan keadilan 

horizontal berarti bahwa setiap wajib pajak harus diberlakukan 

sama dalam hal memiliki tingkat ability to pay yang sama. 

Dalam tataran praktis, ability to pay suatu wajib pajak dapat 

ditentukan lewat dua pendekatan, yakni produksi (penghasilan, 

misalkan : PPh) dan konsumsi (seperti PPN). 

b. Certainty (kepastian), yakni jelas dan pasti dalam hal aspek 

yuridis serta interpretasi dari suatu regulasi yang berlaku. Azas 

kepastian ini mencakup antara lain :  

- Who, yakni siapa saja yang wajib dikenakan pajak (wajib 

pajak) 

- What, yakni objek apa saja yang dikenakan pajak  

- (with) Whom, yakni siapa yang berhak menagih atas pajak 

terutang tersebut 

- When , yakni kapan pajak terutang, dan 

- How, yakni bagaimana cara penagihan, penyetoran dan 

pelaporan, serta administrasi pajak lainnya yang  terkait 

dengan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib 

pajak. 

Tanpa adanya kepastian, baik dari sisi wajib pajak maupun 

fiskus, maka akan sulit dalam penerapan regulasi di tingkat 
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lapangan. Dari sisi wajib pajak, akan disulitkan dalam hal 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan menuntut hak-haknya 

sebagai wajib pajak, sedangkan dari sisi fiskus akan kesulitan 

dalam hal melakukan pengawasan (controlling) terhadap 

pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. 

c. Convenience (kenyamanan), yakni pelaksanaan pemungutan 

pajak pada saat yang tepat (nyaman), sehingga tidak 

memberatkan wajib pajak pada saat membayarnya. Artinya, 

pemungutan pajak dilakukan pada saat yang benar-benar 

terdapat sumber pemajakan yang dapat digunakan wajib pajak 

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, misalkan pada 

saat mendapat gaji (PPh) ataupun pada saat hendak 

mengkonsumsi suatu barang atau jasa (PPN). Azas convenience 

ini juga bisa diartikan sebagai melaksanakan kewajiban 

perpajakan secara menyenangkan, misalkan dengan mencicil, 

layaknya yang sudah diterapkan lewat mekanisme cicilan pajak 

(PPh Pasal 25), sehingga pada saat akhir tahun pajak, wajib 

pajak tidak didera kesulitan cashflow untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Ray M Sommerfeld dalam buku an 

Introduction to Taxation sebagaimana dikutip Haula Rosdiana 

dan Rasin Tarigan (2005, Hal 135) menyatakan bahwa 

beberapa ahli berpendapat wajib pajak bahkan bersedia 

membayar lebih dari yang seharusnya apabila azas convenience 

ini dapat terpenuhi. 

d. Efficiency (efisiensi), yakni pada saat pemungutan pajak 

hendaknya memperhatikan biaya (cost) yang harus dikeluarkan 

untuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. 

Efisiensi disini dapat dilihat dari dua sisi, baik fiskus maupun 

wajib pajak. Dari sisi wajib pajak, biaya yang ditanggung tidak 

semata biaya yang terlihat saja (direct cost, seperti fee 

konsultan, biaya cetak SPT, dsb.), namun juga termasuk biaya 

tidak langsung (misal biaya waktu yang diperlukan untuk 
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menyampaikan SPT) dan intangible cost (misal psychic cost, 

yakni kondisi psikologis yang bisa timbul berupa 

ketidaktenangan karena ketidakpastian dalam pelaksanaan 

kewajiban perpajakannya). Dari sisi fiskus, efisiensi dapat 

diukur lewat administrative cost dan enforcement cost. 

Administrative cost disini bisa berupa biaya yang dikeluarkan 

dalam pelaksanaan administrasi umum perpajakan seperti 

penyuluhan, pelayanan SPT, sosialisasi dan lain sebagainya. 

Sedangkan enforcement cost lebih kepada biaya yang 

digunakan untuk penegakan hukum pajak secara lebih kuat 

seperti halnya dalam pelaksanaan gijzeling (sandera badan) 

bagi wajib pajak yang menolak melaksanakan kewajiban 

perpajaka n yang dimilikinya. 

Khusus untuk prinsip kepastian dalam proses pemungutan pajak, E.R.A. 

Selignman merumuskan yang dimaksud kepastian dalam pemungutan pajak yakni 

bahwa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan haruslah jelas, 

karena apabila terdapat ketidakjelasan dalam undang-undang perpajakan, maka 

undang-undang tersebut adalah undang-undang yang buruk (bad law). 

Oleh karenanya, sesuai dengan istilahnya, azas certainty mensyaratkan 

suatu aturan harus jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda, serta 

memberikan peluang  untuk diartikan lain dari yang sebagaimana mestinya. 

Sehingga pada saat penyusunan peraturan perpajakan (termasuk di dalamnya 

penafsiran dan ruling), kemudian digunakan susunan kalimat, kata dan istilah 

yang jelas, tegas dan tidak bersifat multitafsir. 

Uraian lebih lanjut kemudian dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (1998, 

Hal 33-35) mengenai azas certainty ini. Azas certainty, yang merupakan syarat 

yuridis dalam pembentukan suatu undang-undang harus menyediakan kepastian 

hukum sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith sebagai azas certainty. 

Dalam menyusun peraturan perpajakan juga harus diperhatikan hierarki 

perundang-undangan, artinya peraturan perpajakan yang dibuat tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Undang-Undang 

Perpajakan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan 
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Ketetapan MPR yang merupakan norma yang mengikat umum, atau Peraturan 

Pemerintah (PP) mengenai perpajakan tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang Perpajakan, demikian seterusnya. 

Selain itu juga harus diperhatikan agar antara Undang-undang yang satu 

dengan yang lainnya yang memiliki kekuatan hukum seimbang agar tidak saling 

bertentangan satu dengan lainnya. Konflik antar regulasi dan perundang-undangan 

mungkin terjadi pada saat Undang-undang tersebut menyentuh lingkup yang 

merupakan grey area dari suatu regulasi, dimana dalam area tersebut juga berlaku 

aturan dan regulasi dari lembaga lainnya, misal : Undang-Undang Perpajakan dan 

Undang-Undang Perdagangan terkait dengan  aturan mengenai Bea Masuk dan 

Pajak Impor. 

Kepastian hukum dengan demikian menjadi mutlak diperlukan,apalagi 

yang berkaitan dengan pemungutan dan pemotongan pajak yang diselenggarakan 

oleh negara. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan perpajakan tidak dilakukan secara 

sewenang-wenang atau hanya atas kemauan penguasa belaka, untuk kepentingan 

di luar kepentingan kenegaraan, sehingga pelaksanaannya dapat ditaati oleh kedua 

belah pihak ; baik fiskus maupun negara dan masyarakat (Judisseno, 2005, Hal. 

269-271). 

Prinsip-prinsip sebagaimana dirinci oleh Adam Smith tersebut menurut 

Mansury (2002 : Hal. 12) dapat diambil kesimpulan bahwa suatu bentuk kepastian 

hukum menjadi lebih penting dibanding prinsip keadilan. Jadi suatu sistem yang 

sudah dirancang menganut azas keadilan, apabila tanpa kepastian hukum, maka 

pemungutan pajak tersebut menjadi tidak adil. Dengan kata lain, tanpa kepastian 

hukum, pelaksanaan dari suatu ketentuan hukum bisa jadi tidak adil, atau lebih 

tepatnya, pelaksanaan ketentuan hukum yang dimaksud tidak akan selalu adil 

pada praktiknya.  
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BAB III 

PENERAPAN ADVANCE RULING  

DALAM SISTEM PERPAJAKAN SELF ASSESSMENT 

DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA LAINNYA  

(JERMAN, SINGAPURA, BELANDA, DAN INDIA) 

 
3.1  Penerapan Mekanisme Advance Ruling  di Indonesia.  
 

3.1.1 Penerapan Prinsip-prinsip Advance Ruling  dalam Mekanisme Custom 

Advice dan Valuation Ruling pada Direktorat Bea dan Cukai 

Dalam lingkup Kementerian Keuangan, mekanisme advance ruling secara 

resmi pada awalnya diberlakukan pada Direktorat Bea dan Cukai Republik 

Indonesia. Di dalam lingkup perdagangan internasional, penerapan advance ruling 

ini diterapkan secara luas oleh WTO (World Trade Organization ) dimana 

Indonesia juga termasuk dalam salah satu anggotanya. Oleh karena itu kemudian 

peraturan-peraturan beserta kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia 

terkait dengan sistem perdagangan Internasional harus sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di dalam WTO, termasuk didalamnya ketentuan GATT (General 

Agreements on Tariff and Trade). Ketentuan ini berlaku semenjak tanggal 1 

Januari 1995 bagi semua anggota WTO yang telah meratifikasi Final Act 

Uruguay Round atau apa yang dimaksud dengan ketentuan GATT, termasuk 

didalamnya Indonesia. 

Ketentuan mengenai advance ruling  dalam lingkup Direktorat Jenderal 

Bea Cukai Kementerian Keuangan (dahulu Departemen Keuangan), didasarkan 

pada ketentuan GATT 1994, article 10 sebagaimana dikutip oleh Puspa Delima 

Amri (2007, Hal. 20-21), yakni :  

Article X (1), (2), and (3a): 
  
Transparency and Predictability Indonesian Customs readily 
makes available customs laws and regulations to any 
interested person. If legal changes have been enacted, the 
revised information will be made available to the public in a 
timely manner before new regulations come into force. 

i. Customs Website 
Indonesian Customs has enumerated its means of 
disseminating regulatory and other information: 
namely, official gazettes, mass media and enquiry 
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offices. Information is also available in electronic 
format on the website: http://www.beacukai.go.id . This 
website has been upgraded and now includes an 
English version. 

ii. Advance Ruling  
Indonesian Customs has implemented advance ruling 
on both classification and valuation; and it is a binding 
ruling on requests from interested persons. 

a. Advance ruling on classification. This facility, 
which aims to prevent mistakes in the 
declaration of classification and tariff rates on 
imported goods, allows the determination of the 
classification of goods before an import 
declaration is submitted. 

b. Customs Advice and Valuation Ruling. This 
facility allows an importer to determine the 
customs value of the imported goods in order to 
calculate the amount of import duty and related 
taxes. 

 
Dalam ketentuan di atas, terlihat bahwa dalam rangka meningkatkan 

transaparansi dan pengawasan dalam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Indonesia, beberapa terobosan baru telah dilaksanakan ; mulai dari peluncuran 

situs Dirjen Bea Cukai, hingga penerapan mekanisme advance ruling dalam 

lingkungan Bea dan Cukai Indonesia. Pelaksanaan advance ruling yang 

diterapkan adalah yang berkaitan dengan klasifikasi dan valuasi (penilaian).  

Pelaksanaan advance ruling dilakukan mulai dari proses klasifikasi 

terhadap barang yang akan diimpor, sehingga tidak menimbulkan kesalahan 

(misstatement) sebelum dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diserahkan. 

Selain itu, proses advance ruling juga dilakukan lewat mekanisme customs advice 

dan valuation ruling yang memungkinkan importer untuk mengetahui nilai bea 

masuk dan pajak dan biaya lainnya yang terkait dengan proses impor barang yang 

dilakukan.  

 
Article X (3b): Review and Appeal 

 
The Indonesian Customs Law provides persons directly 
affected by decisions of customs officials the rights to object 
and appeal. The objection (review) and appeal process is 
governed by Indonesian Customs Law that deals only with 
rulings on valuation, tariff classification, and penalties. 
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An objection, which should be filed to the Director General of 
DGCE, and appeal process aims to ensure legal certainty and 
justice for the users of customs services. 
Any person objecting to the determination of tariff 
classification and/or assessment of customs valuation that was 
determined by customs officials or decided by the Director 
General, may file a written appeal with the Tax Indicatory 
Institution, which will th en examine and decide on the appeal 
process. 

 

Kemudian berdasarkan poin berikutnya dari ketentuan Article X (3b), 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bagi wajib pajak pemohon ruling yang 

berkeberatan dan hendak melaksanakan banding atas ruling yang dikeluarkan oleh 

pihak otoritas diberi kesempatan untuk mengajukan proses keberatan dan banding 

tersebut untuk menjamin kepastian hukum. Pengajuan keberatan dan atau banding 

ini diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Pajak yang kemudian akan 

memeriksa dan memutus dari perkara keberatan dan atau banding yang diajukan 

tersebut. 

Kemudian untuk melaksanakan mekanisme pemberian baik advance 

ruling, customs advice, maupun valuation ruling , pemerintah (dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) kemudian merilis SOP (standard operational 

procedure) berdasarkan beberapa aturan terkait, yakni antara lain adalah :  

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2006. 

b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP -166/BC/2003 

tentang Tatalaksana Pemberian Customs Advice dan Valuation Ruling. 

c. Surat Edaran Direktur Jenderal nomor SE-26/BC/2003 tentang 

Prosedur Pemberian dan Pelaksanaan Customs Advice dan Valuation 

Ruling. 

Direktorat Bea dan Cukai Indonesia (DJBC) memberlakukan SOP 

(Standard Operational Procedure) bagi produk mekanisme advance ruling yang 

diterapkan dalam proses impor barang di wilayah Indonesia, yaitu dalam hal ini 

customs advice dan valuation ruling. 
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Dalam SOP mengenai customs advice yang didasarkan pada Surat Nomor 

0003/SOP-BC/TK/2008, Tanggal 20 Oktober 2008, yang dimaksud dengan 

customs advice adalah petunjuk tentang cara penghitungan nilai pabean atas 

barang yang akan diimpor , yang diberikan kepada importir atas permintaan 

importir yang bersangkutan dan dapat dipergunakan oleh importir untuk 

memberitahukan nilai pabean pada pengajuan Pemberitahuan Pabean.  

Customs advice yang diberikan adalah berupa petunjuk tentang 

penghitungan nilai pabean menggunakan Metode I, yang diberikan kepada 

importir untuk membantu importir dalam melaksanakan self assessment, dan tidak 

dipergunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean dalam tingkat pemeriksaan 

nilai pabean pada saat proses pengeluaran barang dan pada audit kepabeanan. 

Sedangkan customs advice yang berupa petunjuk penghitungan nilai pabean 

menggunakan Metode II, III, IV, V dan Metode VI dipergunakan sebagai dasar 

penghitungan nilai pabean dalam tingkat pemeriksaan nilai pabean pada saat 

proses pengeluaran barang dan pada audit kepabeanan, kecuali ditemukan bukti 

lain yang menyebabkan customs advice tidak berlaku, yaitu : 

a. Data yang diberitahukan pada permohonan tidak benar; atau 

b. Terdapat perbedaan dengan hasil pemeriksaan fisik barang; atau 

c. Ditemukan bukti yang berbeda dengan Customs Advice pada penelitian 

nilai pabean saatproses pengeluaran barang atau pada audit 

kepabeanan. 

Dalam pelaksanaannya, customs advice hanya berlaku untuk 1 (satu) kali 

pengimporan saja. customs advice juga dapat diberikan terhadap importasi yang 

merupakan transaksi jual beli atau bukan transaksi jual beli. 

SOP pelayanan permohonan Customs Advice dimulai sejak importir 

mengajukan permohonan, penelitian kelengkapan permohonan dan materi 

dokumen sampai terbitnya Customs Advice.  

Sedangkan untuk mekanisme valuation ruling, SOP yang berlaku 

didasarkan pada Surat No. 0002/SOP-BC/TK/2008 Tanggal 20 Oktober 2008. 

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan valuation ruling adalah informasi tentang 

penetapan nilai pabean atas barang yang pernah diimpor, untuk digunakan sebagai 

dasar penghitungan nilai pabean barang identik yang akan diimpor oleh importir 
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yang sama dari pemasok yang sama, yang diberikan kepada importir atas 

permintaan importir yang bersangkutan. Valuation ruling tersebut dimaksudkan 

untuk memberikan kepastian kepada importir tentang besarnya nilai pabean suatu 

barang identik yang akan diimpor dalam kondisi transaksi yang sama dengan 

importasi sebelumnya. 

Valuation ruling diberikan kepada importir dalam hal pengimporan barang 

telah dilakukan 2 (dua) kali atau lebih (berdasarkan hasil audit kepabeanan) 

dengan kondisi pada setiap pengimporan sebagai berikut : 

a. jenis barang yang diimpor identik; 

b. persyaratan transaksi yang sama; 

c. pemasok yang sama. 

Valuation ruling ini dipergunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean 

dalam tingkat pemeriksaan nilai pabean pada saat proses pengeluaran barang dan 

pada audit kepabeanan, kecuali ditemukan bukti yang berbeda yang 

mengakibatkan valuation ruling tidak berlaku, yaitu 

a. Data yang diberitahukan pada permohonan tidak benar; atau 

b. Terdapat perbedaan dengan hasil pemeriksaan fisik barang; atau 

c. Ditemukan bukti yang berbeda dengan Valuation Ruling pada 

penelitian nilai pabean saat proses pengeluaran barang atau pada audit 

kepabeanan. 

Untuk masa berlaku dari valuation ruling yang dilakukan oleh importir 

adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan terhadap 

Pemberitahuan Pabean yang didaftarkan pada periode tersebut. Sedangkan SOP 

pelayanan permohonan Valuation Ruling dimulai sejak importir mengajukan 

permohonan, penelitian kelengkapan permohonan dan materi dokumen sampai 

dengan terbitnya Surat Penetapan Valuation Ruling. Dalam hal pelaksanaan, unit 

pelaksana SOP pelayanan valuation ruling adalah, Subdirektorat Nilai Pabean, 

Direktorat Teknis Kepabeanan, Dirjen Bea Cukai. 

Untuk melakukan valuation ruling , langkah prosedural yang dibutuhkan 

antara lain adalah : 
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a. Importir mengajukan surat permohonan Valuation Ruling (sesuai format 

isian) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukannya 

antara lain : 

i. Pemberitahuan Pabean terdahulu; 

ii.  Laporan Hasil Audit atau dokumen pendukung yang tersedia, 

seperti : Purchase Order, Confirmation Order, Kontrak 

penjualan; Invoice, Letter of Credit, Telegrafic Transfer, 

Perjanjian/kontrak assist, royalti, merek dagang, lisensi, 

garansi, kuota, hak cipta, Bukti pengangkutan, price list dan 

harga barang identik atau serupa yang tersedia di daerah 

pabean. 

b.  Importir sudah melakukan 2 (dua) kali importasi barang identik dengan 

supplier (pemasok) yang sama. 

c. Atas jenis barang dimaksud dalam permohonan Valuation Ruling , sudah 

pernah dilakukan audit kepabeanan dengan hasil audit menerima nilai 

transaksi sebagai nilai pabean berdasarkan Metode I. 

Tidak ada cost berupa biaya jasa ruling yang dibutuhkan dari kedua pelayanan 

yang termasuk dalam mekanisme advance ruling di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai ini. Sedangkan berdasarkan kedua SOP ini juga, waktu 

yang dibutuhkan untuk proses pengurusan dan administrasinya dilakukan paling 

lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima benar dan lengkap 

 

3.1.2 Penerapan Mekanisme Surat Penegasan pada Direktorat Jenderal 

Pajak 

Dalam perundang-undangan perpajakan Indonesia, tidak ada aturan yang 

spesifik mengatur tentang pelaksanaan hak wajib  pajak untuk mengajukan 

permohonan berupa pertanyaan ataupun penegasan terhadap suatu ketentuan, 

termasuk diantaranya mekanisme advance ruling. Namun ketiadaan peraturan dan 

regulasi yang memadai ini tidak lantas berarti bahwa wajib pajak tidak dapat 

meminta haknya mencari kejelasan atas ketentuan perpajakan terkait transaksi 
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yang akan dilakukannya. Dalam hal ini, wajib pajak dapat menyampaikan 

permintaan penegasan kepada fiskus secara tertulis terkait dengan kewajiban serta 

konsekuensi perpajakan yang dimilikinya. 

 Dalam pengajuan permohonan (pertanyaan) dan penegasan kepada fiskus , 

wajib pajak dapat menyampaikan permohonan penegasan dimaksud kepada KPP 

tempat wajib pajak terdaftar. Permintaan ini kemudian akan direspon oleh fiskus 

dengan mengeluarkan Surat berupa jawaban atas pertanyaan wajib pajak tersebut 

ataupun Surat Penegasan. Permintaan penegasan tidak perlu selalu diajukan ke 

Kantor Pusat DJP. Namun apabila permohonan tidak dapat dijawab oleh Kantor 

Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, maka kemudian KPP dapat 

meneruskan pertanyaan yang dimohonkan oleh wajib pajak tersebut kepada Kantor 

Wilayah (Kanwil) Dirjen Pajak, hingga Kantor Pusat Dirjen Pajak (KP DJP). 

 

3.1.2.1 Mekanisme Surat dan atau Surat Penegasan Pada Tingkat Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) 

Pada dasarnya, setiap wajib pajak (WP) memiliki hak untuk bertanya, 

berkonsultasi, ataupun meminta kepastian hukum terkait dengan transaksi bisnis 

yang dilakukannya kepada fiskus yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) tempatnya terdaftar. 

Terkait dengan Standard Operational Procedure yang berlaku di tingkat 

KPP dalam pelaksanaan mekanisme surat dan surat penegasan yang diberikan 

Dirjen Pajak atas pertanyaan wajib pajak, dimuat dalam Surat No. KPP70-0069, 

tanggal 31 Januari 2008. Berdasarkan ketentuan hukum berupa Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang 

Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah 

Mengimplementasikan Organisasi Modern, maka disusunlah SOP mengenai surat 

dan atau surat penegasan dengan uruta n dan  tatakerja sebagai berikut : 

1.  Wajib Pajak yang mengalami kesulitan atas pemahaman aspek perpajakan 

yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, membuat dan menyampaikan 

surat ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu. 

2.  Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat Wajib Pajak, 

kemudian mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar 
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Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS diserahkan kepada Wajib Pajak 

sedangkan LPAD digabungkan dengan surat Wajib Pajak kemudian 

diteruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 

3.  Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mendisposisi surat Wajib Pajak 

kepada Account Representative. 

4.  Account Representative meneliti surat dari Wajib Pajak kemudian 

melakukan analisis yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan.  

5.  Account Representative membuat konsep surat jawaban dan 

menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 

6.  Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf surat 

jawaban, serta meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 

7.  Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat 

jawaban. 

8.  Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Pelaksana Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi untuk menatausahakan dan mengirimkan 

Surat Jawaban tersebut kepada Wajib Pajak. 

9.  Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi menatausahakan kemudian 

menyampaikan surat jawaban kepada Wajib Pajak melalui Subbagian 

Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).  

10. Proses selesai. 

Pelaksanaan proses pemberian penegasan dan bimbingan konsultasi teknis 

ini, sesuai SOP, akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat 

permohonan dari wajib pajak diterima. 

Sebagai gambaran, bagan berikut dapat menguraikan aliran pelaksanaan 

mekanisme proses pemberian surat penegasan yang dilakukan fiskus (Dirjen 

Pajak) untuk wajib pajak. 
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Gambar 3.1 
 Alur Konsultasi Teknis Wajib Pajak di KPP 

 

3.1.2.2 Mekanisme Surat dan atau Surat Penegasan Pada Tingkat Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) 

Dalam tingkatan Kantor Wilayah, permohonan wajib pajak akan 

penegasan terhadap suatu regulasi pada umumnya berasal dari pertanyaan 

wajib pajak yang tidak dapat diputuskan lewat mekanisme penegasan yang 

ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Hal ini 

dikarenakan fungsi dari Kantor Wilayah Dirjen Pajak sebagai pemberi 

bimbingan teknis perpajakan kepada KPP yang berada di daerah yang menjadi 

kewenangan dari Kanwil terkait. 

Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE UI, 2010



50 
 

Universitas Indonesia 

Dalam lingkup Kanwil Dirjen Pajak sendiri, permohonan penegasan dari 

wajib pajak yang diteruskan dari KPP tempat masing-masing wajib pajak 

terdaftar diteruskan kepada bidang-bidang tertentu dalam struktur Kanwil 

terkait, antara lain : 

a. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi (DukTekKon). 

Ketentuan mengenai prosedur penegasan pada bidang Dukungan Teknis 

dan Konsultasi dituangkan dalam SOP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Nomor  KWL20-0025, Tanggal 13 Maret 2008, tentang Tata Cara  

Pembuatan Konsep Surat Tanggapan Terhadap Masalah Dan Pertanyaan 

Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pusat DJP dan atau Wajib Pajak Yang 

Berkaitan Dengan Pajak Penghasilan. Prosedur operasi ini menguraikan tata 

cara penyusunan konsep pemecahan masalah yang timbul di Kantor Pelayanan 

Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan teknis perpajakan agar 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Hasil dari mekanisme ini adalah berupa surat ; baik Surat Jawaban atas 

permasalahan (apabila dapat diputuskan oleh Kanwil), ataupun Surat 

Penerusan ke Direktorat Peraturan Perpajakan II KP DJP (dalam kaitannya 

dengan pertanyaan yang juga tidak dapat diputuskan oleh Kanwil). Urutan dan 

Tatakerja dari mekanisme ini, sebagaimana diatur dalam SOP ini adalah : 

1).  Kepala Kantor Wilayah menerima pertanyaan dan masalah, lisan 

maupun tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan teknis 

perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak kemudian membuat disposisi 

kepada Kepala Bidang Dukungan Teknis Dan Konsultasi untuk 

memproses lebih lanjut. 

2).  Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi menugaskan Kepala 

Seksi Bimbingan Konsultasi untuk memproses lebih la njut. 

3).  Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi mempelajari dan menentukan 

apakah permasalahannya bersifat operasional yang ketentuannya telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ataukah 

menyangkut permasalahan yang mengenai kebijaksanaan perpajakan 

atau hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas. Dalam hal pertanyaan 

menyangkut tentang kebijaksanaan perpajakan atau hal-hal lain yang 

Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE UI, 2010



51 
 

Universitas Indonesia 

belum diatur dengan jelas, Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi 

menugaskan Pelaksana Seksi Bimbingan Konsultasi untuk membuat 

konsep Surat Penerusan ke Direktorat Peraturan Perpajakan II KPDJP. 

Dalam hal pertanyaan menyangkut tentang ketentuan yang telah diatur, 

Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi menugaskan Pelaksana Seksi 

Bimbingan Konsultasi untuk menghimpun dan mempelajari bahan-

bahan yang berkenaan dengan pertanyaan atau masalah yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kebijakan teknis perpajakan.  

4).  Dalam hal pertanyaan menyangkut tentang kebijaksanaan perpajakan 

atau hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas, Pelaksana Seksi 

Bimbingan Konsultasi membuat Konsep Surat Penerusan ke Direktorat 

Peraturan Perpajakan II KPDJP dan meneruskannya kepada Kepala 

Seksi Bimbingan Konsultasi. Dalam hal pertanyaan menyangkut 

tentang ketentuan yang telah diatur, Pelaksana Seksi Bimbingan 

Konsultasi menghimpun dan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kebijakan teknis perpajakan kemudian 

menyampaikannya ke Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi. 

5).  Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep 

Surat Penerusan ke Direktorat Peraturan Perpajakan II KPDJP serta 

menyampaikan kepada Kepala Bidang Dukungan Teknis dan 

Konsultasi atau setelah menerima bahan dari Pelaksana Seksi 

Bimbingan Konsultasi, menyusun dan memaraf konsep Surat jawaban 

atas pertanyaan dan masalah Kantor Pelayanan Pajak, serta 

menyampaikan kepada Kepala Bidang Dukungan Teknis dan 

Konsultasi. 

6).  Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi menelaah dan 

memaraf konsep Surat Penerusan ke Direktorat Peraturan Perpajakan 

II KPDJP atau konsep Surat Jawaban atas pertanyaan dan masalah 

Kantor Pelayanan Pajak, dan menyampaikan kepada Kepala Kantor 

Wilayah.  
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7).  Kepala Kantor Wilayah meyetujui dan menandatangani Surat 

Penerusan ke Direktorat Peraturan Perpajakan II KPDJP atau Surat 

Jawaban atas pertanyaan dan masalah Kantor Pelayanan Pajak. 

8).  Pelaksana Seksi Bimbingan Konsultasi menatausahakan dan 

mengirimkan Surat Penerusan ke Direktorat Peraturan Perpajakan II 

KPDJP atau Surat Jawaban ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Bagian 

Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil). 

9).  Proses selesai. 

Penyelesaian dari proses ini adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak 

diterimanya disposisi dari Kepala Kantor Wilayah kepada Bidang Dukungan  

Teknis dan Konsultasi. 
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b.  Bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Penyidikan Pajak 

Berbeda dengan Bidang Pemeriksaan. Ketentuan yang diproses pada 

Bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Penyidikan Pajak ini terbatas pada 

pertanyaan atau masalah di bidang pemeriksaan yang disampaikan oleh Wajib 

Pajak atau pun Kantor Pelayanan Pajak melalui surat. Ketentuan ini 

dituangkan dalam Ketentuan Nomor  KWL40-0032, tanggal 13 Maret 2008, 

tentang Tata Cara Pemberian Tanggapan Atas Pertanyaan/Masalah di Bidang 

Pemeriksaan. Berdasarkan Surat Permohonan Jawaban atas pertanyaan atau 

permasalahan terkait pemeriksaan yang dihadapi oleh wajib pajak, maka 

kemudian akan dikeluarkan Surat Penegasan Kepala Kantor Wilayah.  

Prosedur pemberian surat penegasan (berdasarkan SOP ini) antara lain 

adalah : 

1).  Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak 

menerima instruksi dari Kepala Kantor Wilayah untuk menanggapi 

surat Wajib Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak di wilayahnya 

(diterima melalui SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kanwil) 

perihal masalah pemeriksaan kemudian mene liti dan mendisposisi 

surat tersebut kepada Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan untuk 

dibuatkan konsep surat tanggapan/penegasan Kepala Kantor Wilayah. 

2).  Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan meneliti dan menginstruksikan 

Pelaksana Seksi Bimbingan pemeriksaan untuk mempelajari surat 

tersebut dan menyusun konsep surat tanggapan/penegasan Kepala 

Kantor Wilayah.  

3).  Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan meneliti, mempelajari 

permasalahan yang ditanyakan dan menyusun konsep surat 

jawaban/tanggapan Kepala Kantor Wilayah dan menyampaikannya 

kepada Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan.  

4).  Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan meneliti dan memaraf konsep 

surat jawaban/tanggapan tersebut dan meneruskannya kepada Kepala 

Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak. 
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5).  Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak 

menelaah dan memaraf konsep surat jawaban/tanggapan tersebut, 

kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.  

6).  Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani surat 

jawaban/tanggapan atas masalah yang ditanyakan Wajib Pajak  

7).  Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan menatausahakan dan 

mengirim surat tersebut kepada Wajib Pajak (ditembuskan juga kepada 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar 

agar Kantor Pelayanan Pajak tersebut juga memahami permasalahan 

yang timbul) atau Kantor Pelayanan Pajak melalui Bagian Umum 

(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil). 

8).  Proses selesai. 

Sesuai SOP dimaksud, proses pemberian penegasan dalam bidang 

Pemeriksaan ini akan memakan waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak 

diterimanya surat dari Wajib Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak. 

 

Gambar 3.3. Bagan Pemberian Penegasan Bidang Pemeriksaan, Kantor Wilayah Dirjen Pajak 

TATA CARA PEMBERIAN TANGGAPAN ATAS PERMASALAHAN DI BIDANG PEMERIKSAAN 

Wajib Pajak/ 
Kantor Pelayanan Pajak 

Pela ksana Seksi Pemriksaan Kepala Seksi 
 Bimbingan Pemeriksaan 

Kepala Bidang  
Pemeriksaan, Penyidikan, 

 dan Penagihan Pajak 
Kepala Kantor Wilayah 

     
Mulai 

Surat 
Permohonan 

Jawaban atas 
Pertanyaan atau 

Permasalahan 

SOP 
Tatacara 

Penerimaan 
Dokumen di 

Kanwil  

Meneliti dan 

Mendisposisi 

Meneliti dan 

Menginstruksikan 

Mempelajari dan 
Menyusun Konsep 

Surat Jawaban 

Konsep Surat  
Tanggapan/Jawaban  

Meneliti dan 

Memaraf  

Menelaah dan 

Memaraf  

Menyetujui dan 

Menandatangani 

Surat Tanggapan / 
Jawaban 

Menatausahakan 
Arsip dan 

Menyiapkan 
Pengirimanan 

SOP 
Tatacara 

Pengiriman
Dokumen di 

Kanwil 

Surat Tanggapan 
/ Jawaban 

Selesai 

Selesai 

Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE UI, 2010



56 
 

Universitas Indonesia 

 
c. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.   

Pada Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, Kantor Wilayah Dirjen 

Pajak, wajib pajak juga dapat mengajukan pertanyaan atas permasalahan 

terkait kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Meski demikian, dalam 

lingkup Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, pertanyaan yang diproses 

hanyalah pertanyaan yang bersifat general dan sosialisasi, bukan pertanyaan 

per-kasus ataupun tanggapan terhadap suatu kasus yang terjadi atas transaksi 

yang dilakukan wajib pajak. Oleh karenanya, jawaban yang dihasilkan dalam 

permohonan/pertanyaan wajib pajak disini, akan dijawab bukan dengan surat 

penegasan, melainkan surat tanggapan terkait pertanyaan yang diajukan wajib 

pajak.  

Ketentuan dan tatacara pemberian tanggapan ini diatur dalam SOP Kantor 

Wilayah Dirjen Pajak Nomor KWL50-0026, tanggal 13 Maret 2008,  tentang 

Tata Cara Pembuatan Surat Tanggapan Terhadap Masalah dan Pertanyaan 

Wajib Pajak Yang Berkenaan Dengan Perpajakan. Prosedur kerja sesuai 

dengan SOP ini antara lain adalah : 

1). Wajib Pajak mengajukan masalah atau Surat Pertanyaan yang 

berkaitan dengan perpajakan.  

2). Kepala Kantor Wilayah menerima Surat Pertanyaan Wajib Pajak. 

Proses Penerimaan Surat ini mengacu pada SOP Penerimaan 

Dokumen di Kanwil. 

3). Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat 

menugaskan Kepala Seksi Hubungan Masyarakat untuk membuat 

konsep Surat Tanggapan  terhadap masalah/ pertanyaan Wajib Pajak. 

4). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat menugaskan Pelaksana Seksi 

Hubungan Masyarakat untuk membuat konsep Surat Tanggapan 

terhadap masalah atau pertanyaan Wajib Pajak. 

5). Pelaksana Seksi Hubungan Masyarakat membuat konsep surat 

tanggapan terhadap masalah atau pertanyaan Wajib Pajak 

berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku kemudian 

menyampaikan kepada Kepala Seksi Hubungan Masyarakat. 
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6). Kepala Seksi Hubungan Masyara kat meneliti dan memaraf konsep 

Surat Tanggapan terhadap masalah atau pertanyaan Wajib Pajak 

kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Penyuluhan, 

Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat . 

7). Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat 

menelaah dan memaraf konsep Surat Tanggapan terhadap masalah 

atau pertanyaan Wajib Pajak setelah meminta pertimbangan Bidang 

terkait kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. 

8). Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat 

Tanggapan terhadap masalah atau pertanyaan Wajib Pajak.  

9). Pelaksana Seksi Hubungan Masyarakat menatausahakan dan 

mengirimkan Surat Tanggapan. Proses pengiriman Surat Tanggapan 

mengacu pada SOP Penyampaian Dokumen di Kanwil. 

10). Proses selesai. 

Mekanisme pemberian surat tanggapan terkait pertanyaan yang diajukan 

wajib pajak ini, berdasarkan SOP akan diproses dalam jangka waktu paling 

lama 9 (sembilan) hari kerja. 
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Gambar 3.4.  Mekanisme Pemberian Surat Tanggapan 

Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kantor Wilayah DJP 
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a. Direktorat Peraturan Perpajakan I 

Dalam lingkungan Direktorat Peraturan Perpajakan (PP) I Kantor Pusat 

Dirjen Pajak, diatur ketentuan mengenai pemberian surat jawaban dan atau surat 

penegasan mengenai masalah-masalah perpajakan yang dihadapi wajib pajak 

sesuai dengan bidang yang diatur dalam Direktorat PP I. Bidang-bidang tersebut 

antara lain meliputi Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (PPSP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Meterai. 

Ketentuan pemberian jawaban dan atau penegasan ini dirangkum dalam 

SOP Kantor Pusat Dirjen Pajak Nomor KPB00-0005 tentang Penyelesaian Surat 

Jawaban/Penegasan Mengenai Masalah Perpajakan Pada Direktorat Peraturan 

Perpajakan I. Berbeda dengan ketentuan pada bidang Dukungan Teknis dan 

Konsultasi Kanwil Dirjen Pajak, pertanyaan atau permintaan penegasan pada 

Direktorat PP I ini bisa berasal baik dari internal Dirjen Pajak (limpahan dari 

Kanwil Dirjen Pajak) maupun eksternal DJP (langsung dari wajib pajak 

pemohon). Hasil dari mekanisme ini kemudian tertuang dalam Surat Jawaban dan 

atau Surat Penegasan atas Permasalahan Perpajakan di bidang KUP, PPN dan 

PPnBM, PPSP, BPH TB, PBB, dan Bea Meterai. 

Prosedur dan tatacara kerja yang dilaksanakan dalam Direktorat Peraturan 

Perpajakan I terkait permohonan penegasan ini antara lain adalah : 

1). Direktur Peraturan Perpajakan I menerima Surat Pertanyaan atau 

Permintaan Penegasan atas Permasalahan Perpajakan baik dari pihak 

internal maupun eksternal (SOP Penerimaan Dokumen di 

Direktorat). 

2). Direktur Peraturan Perpajakan I mempelajari dan memberi disposisi 

Surat Pertanyaan atau Permintaan Penegasan atas Permasalahan 

Perpajakan kemudian mene ruskan kepada Kepala Subdirektorat yang 

terkait. 

3). Kepala Subdirektorat mempelajari dan memberi disposisi Surat 

Pertanyaan atau Permintaan Penegasan atas Permasalahan 

Perpajakan kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi. 
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4). Kepala Seksi mempelajari dan memberi tugas kepada Pelaksana 

untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun konsep Surat 

Jawaban/Penegasan atas Permasalahan Perpajakan. 

5). Pelaksana mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

rangka menyusun konsep Surat Jawaban/Penegasan atas 

Permasalahan Perpajakan kemudian menyerahkan kepada Kepala 

Seksi. 

6). Kepala Seksi mempelajari dan meneliti bahan-bahan kemudian 

membuat konsep menyusun konsep Surat Jawaban/Penegasan atas 

Permasalahan Perpajakan dan  menyerahkan kepada Pelaksana untuk 

diketik. 

7). Pelaksana mengetik konsep Surat Jawaban/Penegasan atas 

Permasalahan Perpajakan menyerahkan kepada Kepala Seksi. 

8). Kepala Seksi meneliti dan memaraf konsep Surat 

Jawaban/Penegasan atas Permasalahan Perpajakan untuk kemudian 

meneruskan kepada Kepala Subdirektorat. 

9). Kepala Subdirektorat menelaah dan memaraf konsep konsep Surat 

Jawaban/Penegasan atas Permasalahan Perpajakan menyerahkan 

kepada Direktur Peraturan Perpajakan I. 

10). Direktur Peraturan Perpajakan I menyetujui konsep Surat 

Jawaban/Penegasan dan meneruskan kepada direktorat lain dalam 

hal cosign. Dalam hal kewenangan menandatangani ada pada 

Direktur Peraturan Perpajakan I dan tidak ada cosign, maka Direktur 

Peraturan Perpajakan I menyetujui (paraf/tandatangan) konsep Surat 

Jawaban/Penegasan. 

11). Direktur Peraturan Perpajakan I menerima kembali, mempelajari 

mengkompilasi jawaban cosign dari direktorat lain (dalam hal 

cosign) dan menyetujui (paraf/tanda tangan) konsep Surat 

Jawaban/Penegasan apabila kewenangan menandatangani Surat 

Jawaban/Penegasan ada pada Direktur Peraturan Perpajakan I. 

12). Dalam hal kewenangan menandatangani Surat Jawaban/Penegasan 

ada pada Direktur Jenderal Pajak, maka Direktur Peraturan 
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Perpajakan I meneruskan konsep Surat Jawaban/Penegasan tersebut 

kepada Direktur Jenderal Pajak untuk ditandatangani. 

13). Pelaksana menatausahkan dan mengirimkan Surat 

Jawaban/Penegasan kepada pihak yang mengajukan pertanyaan 

(SOP Penyampaian Dokumen di Direktorat). 

14). Proses selesai. 

Dalam proses pemberian jawaban dan atau penegasan ini, di dalam SOP 

tidak tercantum secara jelas jangka waktu pelaksanaan proses ini ; hanya 

tertera pada SOP bahwa proses dilakukan mulai dari penerimaan Surat Masuk 

sampai dengan pengiriman Surat Keluar. 
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b.  Direktorat Peraturan Perpajakan II 

Dalam lingkungan Direktorat Peraturan Perpajakan II, Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Pajak, diatur ketentuan mengenai tata cara pembuatan 

surat jawaban atau tanggapan atas pertanyaan atau permasalahan perpajakan 

yang ditujukan kepada Direktorat Peraturan Perpajakan II. Ketentuan tersebut 

diatur dalam SOP Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KPC00-

0002 

Dalam mekanisme ini, pertanyaan atau permint aan tanggapan bisa berasal 

baik dari internal Direktorat Jenderal Pajak (berupa Nota Dinas dari Kanwil 

DJP) maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak (surat langsung dari wajib 

pajak pemohon). Berdasarkan proses yang dilakukan, kemudian Direktorat 

Peraturan Perpajakan mengeluarkan Surat Penegasan/Tanggapan (untuk wajib 

pajak pemohon) ataupun Nota Dinas Jawaban/Tanggapan (bagi Nota Dinas 

yang berasal dari Kanwil DJP). 

Adapun prosedur kerja pemberian penegasan dalam lingkungan Direktorat 

PP II berdasarkan SOP ini adalah : 

1). Direktur PP II mengarahkan dan mendisposisi Surat/Nota Dinas 

kepada Kepala Subdirektorat terkait (SOP Penerimaan Dokumen di 

Direktorat). 

2). Kepala Subdirektorat mempelajari, memberikan arahan, dan 

mendisposisi surat/nota dinas masuk serta meneruskannya ke 

Kepala Seksi terkait. 

3). Kepala Seksi menerima, meneliti, mempelajari, dan mendisposisi 

Surat/Nota Dinas kepada Pelaksana di Direktorat PP II untuk 

diproses lebih lanjut atau menyiapkan bahan/berkas dan membuat 

konsep Surat/Nota Dinas Tanggapan/Jawaban. 

4). Pelaksana di Direktorat PP II menerima, meneliti, mempersiapkan 

bahan/berkas yang terkait dan membuat konsep Surat/Nota Dinas 

Tanggapan/Jawaban, serta meneruskannya kepada Kepala Seksi. 

5). Kepala Seksi menerima, meneliti, dan memaraf konsep Surat/Nota 

Dinas Tanggapan/Jawaban serta meneruskan kepada Kepala 

Subdirektorat. 
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6). Kepala Subdirektorat menerima, meneliti, memaraf dan 

meneruskan konsep Surat/Nota Dinas Tanggapan/Jawaban yang 

dibuat oleh Kepala Seksi atau Pelaksana di Direktorat PP II kepada 

Direktur  PP II. Apabila diperlukan, Surat/Nota Dinas 

Tanggapan/Jawaban tersebut dapat dimintakan pendapat kepada 

Kepala Subdirektorat Peraturan PPh Badan, Kepala Subdirektorat 

Peraturan PotPut PPh dan PPh OP, Kepala Subdirektorat PKPI, 

dan atau Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

7). Direktur PP II menerima, menyetujui, memaraf, Surat/Nota Dinas 

Tanggapan/Jawaban. Apabila diperlukan, Direktur PP I dapat 

dimintakan pendapatnya. Dalam hal kewenangan 

memaraf/menandatangani konsep Surat/Nota Dinas 

Tangga pan/Jawaban ada pada Direktur Jenderal Pajak maka 

Direktur PP II menerima, meneliti, memaraf dan meneruskan surat 

/Nota Dinas tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. 

8). Direktur Jenderal Pajak menetapkan Surat/Nota Dinas 

Tanggapan/Jawaban. 

9). Pelaksana di Direktorat PP II, Subdirektorat menatausahakan dan 

mengirimkan Surat/Nota Dinas Tanggapan/Jawaban (SOP 

Penyampaian Dokumen di Direktorat). 

10). Proses selesai. 

Dalam SOP ini tidak dinyatakan secara jelas jangka waktu penyelesaian 

proses pemberian jawaban dan atau penegasan ini ; pada SOP hanya tertulis 

bahwa jangka waktu proses pemberian penegasan di Direktorat PP II adalah 

“sampai dengan selesai”. 
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Ya 

Tidak 

 
 
PENYELESAIAN SURAT JAWABAN/PENEGASAN MENGENAI MASALAH PERPAJAKAN PADA DIREKTORAT 
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Sub-Direktorat 
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Perpajakan I 
Direktur Jenderal 

Pajak 

      

 
Gambar 3.6. Bagan Pemberian Penegasan  

Direktorat Peraturan Perpajakan II, KP DJP. 
 

c. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan 

Dalam lingkup Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, diatur ketentuan 

mengenai Tata Cara Pembuatan Respon Surat Dari Internal Dirjen Pajak 

maupun dari Wajib Pajak. Ketentuan ini tertuang dalam SOP Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Pajak Nomor  KPD10-0001. Sesuai dengan ketentuan, 
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hasil dari proses yang dilakukan ini adalah  berupa Surat 

Tanggapan/Penegasan. 

Adapun prosedur dari pemberian jawaban dan atau penegasan ini sesuai 

dengan SOP antara lain adalah : 

1). Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menerima surat yang 

diajukan oleh Internal DJP maupun dari Wajib Pajak meneliti, 

menugaskan, dan memberi disposisi kepada Kasubdit Perencanaan 

Pemeriksaan untuk menindaklanjuti 

2). Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan meneliti, menugaskan, dan 

memberi disposisi kepada Kepala Seksi terkait (sesuai dengan 

permasalahannya). 

3). Pelaksana Seksi terkait membuat konsep surat 

tanggapan/penegasan,dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi 

terkait. 

4). Kepala Seksi terkait meneliti dan memaraf konsep surat 

tanggapan/penegasan dan menyampaikannya kepada Kasubdit 

Perencanaan Pemeriksaan. 

5). Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan meneliti dan memaraf konsep 

surat tanggapan/penegasan dan menyampaikannya kepada Direktur 

Pemeriksaan dan Penagihan. 

6). Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyetujui dan 

menandatangani konsep surat tanggapan/penegasan.  

7). Pelaksana Seksi terkait menatausahakan dan mengirimkan surat 

tanggapan/penegasan (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumn di 

Kantor Pusat). 

8). Proses selesai. 

Proses pemberian tanggapan dan atau penegasan ini, sesuai dengan SOP 

yang mengatur, akan memakan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 
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TATA CARA PEMBUATAN RESPON SURAT DARI INTERNAL DJP MAUPUN WAJIB PAJAK PADA DIREKTORAT 
PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN 
Internal DJP / Wajib Pajak Pelaksana Seksi Kepala Seksi Kasubdit Perencanaan 

Pemeriksaan Direktur P2 

     

 
Gambar 3.7. Bagan Pemberian Penegasan  

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan , KP DJP. 
 
 

d.  Direktorat Ekstensifikasi, Pendataan, dan Penilaian 

Dalam lingkungan Direktorat Ekstensifikasi, Pendataan, dan Penilaian, 

berlaku  ketentuan yang terdapat dalam SOP Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Pajak Nomor KPF00-0006 tentang Tata Cara Penyiapan Konsep Surat 
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permasalahan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang Ekstensifikasi, 
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wajib pajak pemohon) atau Nota Dinas Tanggapan (atas pertanyaan dari 

kalangan internal Dirjen Pajak). 

Mengenai prosedur kerja yang diatur dalam SOP ini meliputi antara lain : 

1). Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian menerima dan meneliti surat 

dari Wajib Pajak, Unit Ope rasional DJP, Unit Eselon II KP DJP, 

Unit diluar DJP yang telah didisposisi Direktur Jenderal Pajak, 

kemudian mendisposisikannya kepada Kepala Sub Direktorat 

terkait. 

2). Kepala Sub Direktorat menerima, meneliti dan mendisposisikan 

surat tersebut kepada kepada  Kepala Seksi sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

3). Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya menerima dan 

mempelajari surat tersebut, kemudian menugaskan Petugas 

Perumusan sesuai bidang tugasnya untuk menyiapkan bahan 

konsep surat tanggapan. 

4). Petugas Perumusan sesuai bidang tugasnya menyiapkan bahan 

konsep nota dinas dan konsep surat tanggapan kemudian 

menyampaikannya kepada Kepala Seksi terkait. 

5). Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya membuat konsep nota dinas 

dan konsep surat tanggapan kemudian menyampaikannya kepa da 

Kepala Sub Direktorat. 

6). Kepala Sub Direktorat menerima, mempelajari dan 

menandatangani nota dinas serta memaraf konsep surat tanggapan 

kemudian menyampaikannya kepada Direktur Ekstensifikasi dan 

Penilaian.  

7). Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian menerima, meneliti dan 

menandatangani surat tanggapan kemudian menugaskan kepada 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk menyampaikannya kepada 

yang bersangkutan. 

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan (baik 

bagi wajib pajak maupun internal Dirjen Pajak) terkait bidang Ekstensifikasi, 

Pendataan dan Penilaian akan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 
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TATACARA PENYIAPAN KONSEP SURAT TANGGAPAN DAN SURAT JAWABAN ATAS PERTANYAAN TENTANG 
PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG EKSTENSIFIKASI, DAN PENILAIAN 

Wajib Pajak / Unit 
Operasional DJP, Unit 
Eselon II KP DJP, Unit 

Di Luar DJP 

Pelaksana Kepala Subbag TU Kepala Seksi Kepala Subdit Direktur 

      

 
Gambar 3.8. Bagan Pemberian Surat Tanggapan  

Direktorat Ekstensifikasi, Pendataan, dan Penilaian, KP DJP. 
 
 
e. Direktorat Keberatan dan Banding 

Dalam lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding pada Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Pajak, proses pemberian jawaban ataupun tanggapan 

diatur dalam SOP Nomor KPG00-0013 tentang Tata Cara Pembuatan Surat 

Tanggapan dan Surat Jawaban Atas Pertanyaan tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Bidang Keberatan, Banding dan Gugatan. SOP ini menguraikan 

tata cara pembuatan Surat Tanggapan dan Surat Jawaban yang dikeluarkan 

oleh Direktur Keberatan da n Banding sesuai dengan kewenangannya atas 

pertanyaan tentang pelaksanaan kebijakan dan permasalahan di bidang 

keberatan, banding dan gugatan yang diajukan baik oleh Kantor Wilayah, 
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KPP, KPPBB, maupun Wajib Pajak (Berlaku untuk Subdit Pengurangan 

Keberatan, Subdit Banding dan Gugatan I dan II). Sesuai namanya, hasil dari 

mekanisme ini akan berupa Surat Jawaban dan atau Surat Tanggapan Direktur 

Keberatan dan Banding. Prosedur kerja sebagaimana diatur dalam SOP ini 

antara lain adalah : 

1).  Pelaksana Subbagian Tata Usaha menerima Surat Pertanyaan dari 

Kanwil / KPP / KPPBB / Wajib Pajak tentang pelaksanaan 

kebijakan bidang keberatan, banding dan gugatan (SOP Tata Cara 

Penerimaan Dokumen di KPDJP) kemudian menyampaikannya 

kepada Direktur Keberatan dan Banding. 

2).  Direktur Keberatan dan Banding mendisposisikan surat pertanyaan 

kepada Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan/Kepala 

Subdirektorat Pengurangan Keberatan. 

3).  Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan/Kepala Subdirektorat 

Pengurangan Keberatan menerima surat dan menugaskan Kepala 

Seksi masing-masing untuk ditindaklanjuti sesuai dengan isi surat. 

4).  Kepala Seksi Banding dan Gugatan/Kepala Seksi Pengurangan 

Keberatan meneliti dan mempelajari isi surat pertanyaan kemudian 

menunjuk Pelaksana Seksi masing-masing untuk membua t surat 

jawaban. 

5).  Pelaksana Seksi Pengurangan Keberatan/Pelaksana Seksi Banding 

dan Gugatan menyusun konsep surat jawaban/tanggapan kemudian 

menyerahkannya kepada Kepala Seksi masing-masing. 

6).  Kepala Seksi Banding dan Gugatan/Kepala Seksi Pengurangan 

Keberatan meneliti, memaraf, dan memberikan persetujuan pada 

konsep surat jawaban/tanggapan kemudian meneruskannya kepada 

Kepala Subdit masing-masing. 

7).  Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan/Kepala Subdirektorat 

Pengurangan Keberatan menelaah, memaraf, dan memberikan 

persetujuan pada konsep surat jawaban / tanggapan kemudian 

menyampaikan pada Direktur Keberatan dan Banding.  

Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE UI, 2010



71 
 

Universitas Indonesia 

8).  Direktur Keberatan dan Banding menyetujui dan menandatangani 

Surat Tanggapan/Jawaban. 

9).  Pelaksana Subbagian Tata Usaha mengadministrasikan dan 

mengirimkan Surat Jawaban/Tanggapan ke unit kantor DJP 

terkait/Wajib Pajak (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di 

KPDJP) dengan tembusan ke Subdit. Pengurangan 

Keberatan/Subdit. Banding dan Gugatan. 

10). Pelaksana Seksi Banding dan Gugatan/Pelaksana Seksi 

Pengurangan Keberatan mengadministrasikan tembusan Surat 

Jawaban/Tanggapan yang diterima dari Subbagian Tata Usaha. 

11). Proses selesai. 

Sesuai dengan SOP, penyelesaian dari proses pemberian jawaban dan atau 

tanggapan ini sendiri akan memakan waktu paling lama 5 (lima) hari kerja 

sejak surat pertanyaan diterima di Direktorat Keberatan dan Banding. 
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TATACARA PEMBUATAN SURAT TANGGAPAN DAN SURAT JAWABAN ATAS PERTANYAAN TENTANG PELAKSANAAN 
KEBIJAKAN BIDANG KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN. 
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Gambar 3.9. 

Bagan Pemberian Surat Tanggapan/Jawaban  
Direktorat Keberatan dan Banding, KP DJP. 
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3.2 Penerapan Mekanisme Advance Ruling  di Negara-Negara Lainnya.  

Ada banyak negara di dunia yang sudah menjalankan mekanisme advance 

ruling dalam sistem perpajakan yang dimilikinya. Faktor pendukung penerapan 

ini berbeda-beda satu sama lain ; ada yang menjalankan mekanisme advance 

ruling semata-mata demi memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak di 

negaranya, namun ada juga negara-negara yang menjalankan mekanisme advance 

ruling sebagai fasilitas pendukung penanaman modal (foreign direct investment) 

di negara tersebut. Dalam bab ini, akan diuraikan beberapa ketentuan teknis 

menyangkut penerapan advance ruling pada beberapa negara sebagai pembanding 

dengan ketentuan yang dijalankan di Indonesia. 

 

3.2.1  Advance Ruling di Jerman 

Secara umum, advance ruling, atau yang dalam bahasa jerman disebut 

sebagai verbindliche Auskunft, adalah suatu sistem mekanisme advance ruling 

yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Perpajakan Jerman (Fiscal Code 

of Germany)1. Dasar hukum pelaksanaannya sendiri merujuk pada Section 89 

sebagaimana dikutip berikut ini : 

Section 89 
 

Guidance, information  
 

(1) The revenue authority shall solicit the filing of statements, 
the submission of applications or the correction of statements 
or applications when it is clear that these were not filed or 
submitted, or filed or submitted incorrectly, du e to an error or 
a lack of knowledge. It shall, where necessary, give 
information regarding the rights and duties of participants in 
the administrative proceedings. 
(2) The tax offices and the Federal Central Tax Office may 
upon application provide advance ruling on the treatment for 
tax purposes of precisely defined, as yet unrealized 
circumstances where this is of special interest in light of the 
significant tax implications. The revenue authority which 
would be the authority with local jurisdiction were the 
underlying circumstances referred to in the request to be 
realized shall be responsible for issuing the advance ruling. 
Where no revenue authority has jurisdiction under sections 18 

                                                 
1 Sebagaimana dikutip dari situs http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html, 
yang berisikan Fiscal Code of Germany (Terjemahan dari bahasa Jerman)  
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to 21 for the applicant at the time the application is filed, 
jurisdic tion shall lie with the Federal Central Tax Office for 
taxes administered by the revenue authorities of the Länder on 
behalf of the Federation, notwithstanding the second sentence 
above; in this case, the advance ruling shall also bind the 
revenue authority which is responsible at the time the 
underlying circumstances referred to in the ruling are realized. 
The Federal Ministry of Finance shall be authorized to 
stipulate, by way of ordinance issued with the approval of the 
Bundesrat, more precise conditions on the form of, content of 
and conditions for the application for advance ruling, and on 
the scope of its binding effect. 
(3) Fees pursuant to subsections (4) and (5) below shall be 
charged for processing applications for advance ruling 
pursuant to subsection (2) above. The fee shall be payable by 
the applicant within one month of notification of assessment of 
the fee. The revenue authority may delay its decision on the 
application until the fee has been paid. Where an application 
for advance ruling is withdrawn before the revenue authorities 
decision is issued, the fee may be reduced. 
(4) Fees shall be calculated on the basis of the value the 
advance ruling represents for the applicant (value of the 
object). The applicant should state the value of the object and 
the circumstances relevant to its determination in his 
application for advance ruling. Fees are to be calculated by 
the revenue authority on the basis of the value of the object as 
declared by the applicant insofar as this does not lead to an 
obviously incorrect resultant amount. Where the value of the 
object cannot be determined even by way of estimate, a time-
related fee shall be charged; this shall be 50 euros per half 
hour or portion thereof, the minimum charge being 100 euros. 
(5) Where fees are based on the value of the object, the fee 
shall be determined in corresponding application of section 34 
of the Court Fees Act. The value of the object shall be at least 
5,000 euros. 
  

Selain dalam Undang-Undang, dasar hukum mekanisme advance ruling di 

Jerman juga terdapat pada rincian kasus hukum di Pengadilan Pajak 

(Bundesfinanzhof, atau BFH) dan Peraturan Administratif (disebut juga sebagai 

Regulasi 1987). Dalam praktiknya, mekanisme advance ruling  harus sudah selesai 

dilakukan sebelum transaksi yang diajukan dalam permohonan ruling tersebut 

dilaksanakan. 

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Section 89 di atas, secara 

tertulis disebutkan bahwa dalam sistem perpajakan yang berlaku di Jerman, pihak 
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otoritas perpajakan setempat memfasilitasi hak wajib pajak untuk mendapatkan 

kepastian perlakuan perpajakan terkait transaksi yang akan dilakukannya lewat 

mekanisme advance ruling.  

Mekanisme advance ruling yang berlaku di Jerman, berdasarkan Undang-

undang ini, mensyaratkan sejumlah fee yang harus dibayar oleh pemohon atas 

permohonan advance ruling yang diajukannya. Besarnya biaya, sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah berdasarkan nilai objek advance 

ruling yang diajukan oleh wajib pajak. Namun apabila terdapat kesulitan mencari 

nilai dari sua tu objek advance ruling, maka besaran fee akan dihitung berdasarkan 

jumlah jam yang dihabiskan, yakni sekitar 50 € Euro, atau bagian tertentu yang  

besaran minimumnya sekitar 100 € Euro. Dalam kaitannya fee yang ditagihkan 

berdasarkan value dari objek advance ruling, sesuai dengan Section 34 Courts Fee 

Acts, nilainya paling tidak sebesar 5000 € Euro.  

Dalam pelaksanaan mekanisme advance ruling di Jerman, pemohon 

advance ruling dapat mengalamatkannya kepada kantor pajak setempat (local tax 

offices). Namun ketentuan mengenai hal ini bergantung kepada kompleksitas dari 

permohonan ruling yang diajukan. Sebagaimana diungkapkan oleh Eilers dan 

Schiessl (2000, Hal. 457) Pihak kantor pajak pusat dapat ikut serta dalam proses 

pemberian advance ruling, yakni pada saat kantor pajak setempat merasa tidak 

dalam kewenangannya untuk menerbitkan ketentuan mengenai advance ruling 

yang diajukan.  

Menurut Eilers dan Schiessl (2000, Hal. 458), terkait dengan format baku 

pengajuan advance ruling di Jerman, dalam pengajuan permohonan advance 

ruling pemohon harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Regulasi 1987 

mengenai peraturan administratif. Aturan tersebut memuat ketentuan bahwa suatu 

permohonan advance ruling paling tidak harus memenuhi antara lain : 

- Identitas pemohon yang jelas (wajib disebutkan termasuk nama, 

alamat, dan nomor identitas wajib pajak pemohon) 

- Alasan pengajuan permohonan advance ruling . 

- Gambaran secara komprehensif terhadap detail transaksi yang diajukan 

permohonan ruling-nya, (lengkap dari segi dokumentasinya, tidak ada 

fakta yang disembunyikan, serta tidak berdasarkan atas asumsi) 

Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE UI, 2010



76 
 

Universitas Indonesia 

Batas waktu dari pengajuan permohonan advance ruling ini adalah bahwa 

ketentuan mengenai advance ruling harus lebih dulu diterbitkan sebelum transaksi 

terkait dapat dilaksanakan. 

Status hukum dari permohonan advance ruling yang diterima wajib pajak 

dijelaskan pada dokumentasi advance ruling tersebut. Status hukum suatu 

advance rulings pada dasarnya bersifat mengikat, sepanjang sang pemohon 

mampu menjalankan transaksi sesuai dengan fa kta dan ketentuan yang ditetapkan 

dalam permohonan ruling tersebut. Menurut Romano (2002, Hal. 395-397) dalam 

ketentuan advance ruling di Jerman, pihak otoritas pajak dapat menentukan 

apakah ruling yang diberikan bersifat mengikat atau tidak mengikat terhadap 

wajib pajak pemohon.  

 

3.2.2  Advance Ruling di Belanda 

Pada tahun 2001, praktik ruling di Belanda mengalami proses 

restrukturisasi. Proses restrukturisasi ini terbagi ke dalam dua mekanisme penting 

: Advance Pricing Agreement (APA) dan Advance Tax Ruling (ATR). Praktik 

ruling yang baru ini memiliki beberapa elemen yang secara legal merupakan hal 

baru. Namun pada kenyataannya, elemen baru tersebut adalah merupakan bentuk 

kodifikasi (perundangan) dari suatu peraturan yang sudah ada, namun belum 

dilaksanakan secara legal (berdasarkan peraturan). 

Perubahan mendasar pada proses mekanisme rulings yang dijalankan di 

Belanda ini berkaitan dengan transaksi yang melibatkan perusahaan jasa keuangan 

(financial services companies). Dalam aturan yang baru berlaku saat ini, 

perusahaan yang tidak memiliki substansi nyata (real substance) yang berkaitan 

dengan nature bisnis dan operasional yang harus ditanggung perusahaan, tidak 

berhak memperoleh fasilitas ruling di Belanda. Pengecualian berlaku terhadap 

pihak-pihak yang menyepa kati prosedur pertukaran informasi terhadap negara-

negara yang terkait. Namun substance requirements (persyaratan substansi) 

tersebut tidak berlaku terhadap perusahaan induk yang berbasis di belanda, 

walaupun pada praktiknya, perusahaan tersebut juga memiliki kriteria low 

substance. 
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Mekanisme ATR di Belanda dilaksanakan untuk menyediakan jaminan 

kepastian hukum terkait konsekuensi perpajakan yang harus dihadapi oleh suatu 

struktur (organisasi) atau transaksi internasional. Pada praktiknya, ATR dapat 

diajukan terkait permasalahan antara lain : 

- Pengajuan pengecualian kesertaan terhadap perusahaan holding, baik yang 

berskala menengah, maupun besar. 

- Struktur organisasi Internasional yang melibatkan bentuk permodalan 

campuran (hybrid financing forms) atau bentuk hukum campuran (hybrid 

legal forms), serta 

- Keberadaan suatu Bentuk Usaha Tetap di Belanda  

Ketentuan mengenai durasi mengenai, baik dalam mekanisme APA 

maupun mekanisme ATR tertera secara jelas (tertulis) pada dokumen perjanjian 

yang disepakati. Pada umumnya, jangka waktu yang berlaku baik untuk APA 

maupun ATR adalah selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, yang 

setelahnya dapat diperpanjang kembali, sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang 

sama. Akan tetapi, walaupun pada dasarnya mekanisme APA dan ATR adalah 

untuk penentu perlakuan perpajakan di masa yang akan datang, namun secara 

terbatas, dalam hal memberi kejelasan, ketentuan dalam perjanjian tersebut dapat 

digunakan untuk transaksi yang telah lalu (retroaktif). 

Permohonan baik APA maupun ATR di Belanda harus diajukan kepada 

pihak fiskus yang berkompeten, dalam hal ini pihak otoritas perpajakan di 

Rotterdam. Hal ini dilakukan agar ketentuan yang diberikan bersifat mengikat 

secara hukum. Pihak otoritas perpajakan Belanda akan mengevaluasi dan 

mempertimbangkan keseluruhan fakta dan kondisi terkait dengan permohonan 

yang diajukan.  

Berdasarkan regulasi, pihak otoritas pajak membutuhkan waktu sekitar 8 

(delapan) minggu untuk melaksanakan proses pemberian ruling ini. Namun 

ketentuan mengenai jangka waktu pemrosesan ruling ini kemudian dapat 

diperpanjang apabila di kemudian hari terdapat tambahan informasi material yang 

dibutuhkan untuk keperluan evaluasi terhadap permohonan ruling  yang diajukan. 

Kesepakatan yang terjadi, baik dalam bentuk ATR maupun APA adalah 

bersifat mengikat secara hukum (vaststellingsovereenkomst), baik kepada wajib 
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pajak maupun kepada pihak otoritas pajak yang mengeluarkannya. Pada kasus 

APA, kesepakatan yang terjadi juga akan menjadi kesepakatan bagi kedua belah 

negara yang terkait de ngan kesepakatan tersebut. Namun mengikat di sini tidak 

berarti bahwa wajib pajak harus melaksanakan/menjalankan ketentuan 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen advance ruling . Sebagaimana 

dikutip dari www.limburgventures.com, jika ketentuan yang ada dirasakan tidak 

profitable atau tidak feasible bagi wajib pajak untuk dilaksanakan, maka wajib 

pajak berhak untuk tidak melaksanakan transaksi tersebut (yang dengan demikian, 

maka ketentuan dalam advance ruling yang diajukan menjadi tidak berlaku). 

Proses audit secara  periodik (sewaktu-waktu) dapat dilakukan apabila 

transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang berupa praktik transfer 

pricing. Proses audit pemeriksaan ini akan menguji kesesuaian anta ra apa yang 

dirinci dalam dokumentasi ruling yang tertera pada kesepakatan.  

 

3.2.3  Advance Ruling di India 

Di India, mekanisme advance ruling diatur oleh suatu lembaga tersendiri, 

yakni Authority for Advance Ruling (AAR). Ada beberapa keunikan terkait 

mekanisme advance ruling yang dilakukan pihak AAR bila dibandingkan dengan 

praktik advance ruling di negara lain.  

Di negara lain pada umumnya, kewenangan pemberian fasilitas advance 

ruling dipegang oleh pihak fiskus (revenue authorities), dan bukan pada lembaga 

peradilan dan sejenisnya. Di India, yang berlaku justru sebaliknya. Di India, AAR 

di set sedemikian rupa sebagai salah satu jenis lembaga sejenis dengan 

peradilan/pengadilan, yang kewenangannya  dijamin oleh hukum (Undang-

Undang). Struktur kepengurusan AAR, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 

(dua) orang anggota. Ketuanya merupakan pensiunan dari setingkat Hakim Agung 

di sana, sedangkan kedua anggotanya masing-masing terdiri dari seorang 

perwakilan dari revenue authorities dan seorang lagi dari Lembaga Hukum 

(pengadilan).  

Ketentuan advance ruling yang berlaku di India bersifat mengikat kedua 

belah pihak. Dengan demikian, hak mengikat tidak hanya terhadap sang pemohon 

advance ruling , melainkan juga pihak revenue authorities. Hal ini menyebabkan 
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mekanisme advance ruling yang dijalankan AAR menyerupai (identik) dengan 

praktik advance  ruling  yang dijalankan antara lain di Denmark dan Swedia.  

Keunikan lainnya dari sistem AAR yang berlaku di India adalah tidak 

adanya kewenangan bagi AAR untuk dapat menolak permohonan advance ruling 

yang diajukan, sepanjang syarat dan ketentuannya terpenuhi. Syarat dan ketentuan 

yang harus dipenuhi termasuk di dalamnya adalah syarat mengenai pemohon dan 

persyaratan formal lainnya.  

Proses advance ruling  yang berlaku di India tidak mengenal mekanisme 

gugatan terhadap ketentuan advance ruling yang dikeluarkan oleh AAR. Namun 

bukan berarti tidak bisa. Wajib pajak/pemohon dapat mengajukan apa yang 

disebut sebagai special leave petition kepada Mahkamah Agung India (Supreme 

Court of Ind ia), atau mengajukan petisi secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi 

India (High Court of India ). Ketentuan khusus yang juga terdapat pada AAR India 

adalah bilamana suatu ruling telah dirilis oleh pihak AAR, maka pemohon tidak 

dapat menolak ketentuan yang terdapat dalam ruling, dan tidak memiliki hak 

untuk memilih tidak menggunakan/melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam 

ruling tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.10. 
Perbedaan Mekanisme Gugatan  
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Antara Peradilan Umum dan Pengadilan terkait Advance Ruling di India 
 
 

Terkait dengan proses gugatan sendiri, pada mekanisme advance ruling 

yang diatur AAR, gugatan atas ketentuan advance ruling yang dilakukan melalui 

special leave petition, pada praktiknya lebih singkat. Pada mekanisme gugatan 

normal melalui pengadilan berjenjang pada umumnya proses pengadilan dapat 

berlangsung selama tujuh hingga 12 tahun, sedangkan melalui mekanisme special 

leave petition yang digunakan dalam advance ruling , persidangan atas gugatan 

hanya akan memakan waktu selama delapan sampai dengan sembilan bulan saja, 

sebagaimana dilihat dalam ilustrasi (Gambar 3.10). 

Menurut Shah dan Ankiya (2009, Hal. 219-220), sebagaimana yang tertera 

dalam UU PPh (ITA-Income Tax Act) Section 26, dan Section 2(26), yang boleh 

mengajukan permohonan  advance ruling di India  antara lain adalah : 

- Bukan Penduduk (Non-Resident) India, yakni siapa saja yang tidak 

memenuhi ketentuan : (1) menetap di India selama 182 hari atau lebih 

dalam jangka waktu 12 bulan, atau (2) dalam jangka waktu 4 tahun, 

dimana dalam tahun berjalan orang yang bersangkutan tidak menetap di 

India selama 365 hari atau lebih, dan atau dalam tahun berjalan tidak 

menetap di India selama 60 hari atau lebih 

- Badan yang berstatus Non-Resident, yakni badan yang tidak didirikan dan 

bertempatkedudukan di India, serta manajemennya dikontrol oleh pihak 

lain yang berdomisili di luar India pada tahun dimana permohonan 

advance ruling  diajukan.  

Kemudian juga sebagaimana dikutip dari Shah dan Ankiya (2009 

Hal.222), ketentuan yang terdapat dalam advance ruling  yang dirilis oleh AAR 

tidak memiliki jangka waktu tertentu, kecuali apabila terjadi perubahan terhadap 

Undang-undang yang mengatur ketentuan yang terdapat dalam ruling tersebut. 

Masih dikutip oleh Shah dan Ankiya (2009, Hal. 224), mekanisme 

advance ruling  yang dijalankan di India pada perkembangannya kemudian telah 

menjadi salah satu metode efektif bagi para pemohonnya untuk mengetahui secara 

jelas dan pasti mengenai kewajiban dan konsekuensi perpajakan yang harus 

dihadapinya saat bertransaksi di India. AAR dengan demikian juga menyediakan 

Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE UI, 2010



81 
 

Universitas Indonesia 

solusi cepat dan efisien bagi investor asing untuk memperoleh kepastian dalam 

hal implikasi pajak untuk transaksi yang dilakukannya.  

 

3.2.4  Advance Ruling di Singapura 

Dikutip dari Prabu dan Chay (2005, Hal. 117), Singapura pa da awalnya  

tidak memiliki sistem advance ruling formal, akan tetapi, pada praktiknya, selama 

bertahun-tahun, IRAS (otoritas pajak Singapura) telah menyediakan fasilitas 

sejenis advance ruling bagi para wajib pajak untuk dapat mengajukan 

permohonan advance ruling secara tertulis. Kondisi ini kemudian berubah 

semenjak 1 Januari 2006, dimana pada saat itu mulai berlaku ketentuan mengenai 

Advance Ruling System, yang telah melalui proses legislasi di parlemen.  

Secara hukum, ketentuan advance ruling tersebut tidak bersifat mengikat, 

namun perlakuan perpajakan sebagaimana tertera dalam ruling tersebut harus 

dipatuhi, baik oleh pihak otoritas perpajakan, maupun oleh wajib pajak. 

Ketentuan yang berlaku terkait proses permohonan advance ruling yang 

berlaku di Singapura antara lain sebagai berikut : 

- Permohonan yang diajukan harus terkait dengan interpretasi terhadap 

aturan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan Singapura, dan 

bagaimana ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap wajib pajak 

spesifik, serta terkait dengan rencana transaksi yang akan dilakukan wajib 

pajak di masa yang akan datang 

- Permohonan harus berdasarkan pada fakta yang ada dan tidak berdasarkan 

asumsi terkait dengan transaksi di masa yang akan datang. Pengabaian 

terhadap fakta akan menyebabkan pihak otoritas menolak permohonan 

yang diajukan, dan apabila fakta yang diberikan ternyata di kemudian hari 

terbukti salah, maka ruling yang diberikan dinyatakan tidak berlaku. 

- Permohonan yang diajukan bukan merupakan perkiraan (jumlah) pajak, 

atau terkait dengan tagihan pajak yang sudah dikeluarkan oleh pihak IRAS 

(otoritas pajak), serta ketentuan ruling diterima sebelum pajak terkait 

menjadi terhutang. 
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- Permohonan yang diajukan juga tidak terkait pada pemeriksaan yang 

dilakukan terhadap pemohon, ataupun kondis i sejenis (pemeriksaan) 

terkait subjek yang diajukan dalam permohonan ruling tersebut. 

- Permohonan yang diajukan tidak mensyaratkan opini yang harus diberikan 

pihak pengawas sektor keuangan, sebagaimana yang diterapkan pada 

standar akuntansi keuangan yang berlaku. 

- Mekanisme pemberian advance ruling yang dilakukan oleh pihak otoritas 

akan memiliki sifat mengikat sepanjang periode yang telah ditentukan, 

kecuali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 1) Ketetapan yang terjadi 

kemudian berbeda dengan yang disepakati sebelumnya di dalam 

permohonan ruling, 2) Adanya aspek material terkait transaksi yang diatur 

dalam ruling , yang tidak disajikan, dan atau disajikan tetapi tidak secara 

benar, 3)Ada asumsi yang digunakan oleh pihak otoritas, dan di kemudian 

hari asumsi tersebut terbukti tidak tepat, 4) Otoritas menetapkan suatu 

kondisi (terkait ruling tersebut) secara tidak meyakinkan.  

- Menurut Income Tax Act (ITA, Undang-Undang Pajak Penghasilan 

Singapura), mekanisme advance ruling bersifat final, sehingga tidak 

memberikan peluang untuk digugat.   

- Advance ruling hanya berlaku pada jenis pajak penghasilan dan tidak 

berlaku pada jenis pajak lainnya, seperti halnya pajak barang dan jasa 

(PPN-Value Added Tax dan Sales Tax), atau bea materai.  

- Biaya yang dibutuhkan dalam pengajuan advance ruling ini terbagi dalam 

2 bagian : biaya  pengajuan aplikasi (bersifat non -refundable ) yakni 

sebesar SG $ 525 (plus empat jam pertama proses advance ruling yang 

dilakukan), serta tambahan charge sebesar SG $ 131.25 untuk setiap jam 

tambahan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan permohonan advance 

ruling ini. Tambahan biaya (hingga maksimal 2 kali biaya pengajuan) juga 

akan diberikan terkait proses ekspedisi dan surat menyurat yang berkaitan 

dengan proses ini. Terakhir,pemohon juga akan dibebankan biaya 

reimbursement atas semua biaya tambahan yang dikeluarkan pihak IRAS 

dalam pengurusan dokumen advance ruling yang diajukan. 

Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE UI, 2010



83 
 

Universitas Indonesia 

Prosedur pelaksanaan mekanisme advance ruling Singapura antara lain 

mensyaratkan beberapa hal yang harus disertakan da lam permohonan ruling : 

- Detail mengenai pemohon dan pertanyaan yang diajukan advance rulings, 

termasuk dokumentasi lengkap mengenai transaksi yang ditanyakan 

- Permasalahan yang menjadi pertimbangan 

- Pasal-pasal dalam UU PPh (ITA) yang menjadi dasar permasalahan 

- Kemungkinan rilis ruling yang mirip atau bahkan menyerupai dengan 

permasalahan yang diajukan permohonannya. 

- Konsep ruling yang diajukan 

Proses pemberian ruling  oleh IRAS secara aturan akan menghabiskan 

waktu selama delapan minggu. Namun apabila membutuhkan tambahan waktu 

dikarenakan kompleksitas transaksi yang diajukan permohonan advance ruling, 

maka IRAS akan menginformasikan permintaan tambahan waktu kepada 

pemohon.  

Dokumen mengenai advance ruling yang dikeluarkan IRAS akan 

berisikan antara lain : 

- Keputusan ruling yang didasarkan pada pasal 108 UU PPh yang berlaku 

- Identitas pemohon, pasal-pasal terkait dalam UU PPh yang berlaku, dan 

penetapan ruling yang dimaksud 

- Bagaimana prosedur penerapan ruling tersebut terhadap orang/badan yang 

mengajukan serta te rhadap transaksi yang berkaitan.  

- Jangka waktu berlaku dari advance ruling tersebut 

- Asumsi yang bersifat meterial terkait transaksi yang akan dilaksanakan 

- Kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan oleh pihak pengawas keuangan 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Perbandingan Mekanisme Sistem Advance Ruling  yang Dijalankan 

dalam Sistem Perpajakan Self Assessment di Indonesia dan Beberapa 

Negara Lainnya. 

Dalam penerapannya, mekanisme advance ruling dijalankan berbeda 

antara masing-masing negara. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh 

perbedaan sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut ; ada yang 

menerapkan sistem hukum tertulis (positive law) seperti di Indonesia, ada pula 

yang menggunakan sistem hukum Common Law, sebagaimana yang umum 

digunakan oleh negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat. Dalam 

pembahasan berikut, peneliti akan membandingkan penerapan mekanisme 

advance ruling yang diterapkan, antara Indonesia dengan negara-negara lainnya 

(Jerman, Belanda, Singapura, dan India) 

Tabel 4.1 
Perbandingan Dasar Hukum Advance Ruling 

 
Dasar Hukum 

Jerman Belanda Singapura India Indonesia 

Dasar hukum 

mekanisme 

advance ruling 

yang dijalankan di 

Jerman adalah 

pada rincian kasus 

hukum di 

Pengadilan Pajak 

(Bundesfinanzhof , 

atau BFH ) dan 

Peraturan 

Administratif 

(disebut juga 

sebagai Regulasi 

1987). 

Di Belanda, aturan 

mengenai Advance 

Ruling dirangkum 

dalam ketentuan 

Advance Tax 

Ruling tersendiri 

dalam mekanisme 

perpajakan yang 

berlaku di sana 

semenjak tahun 

2001, sebagai 

fasilitas yang 

dapat digunakan 

investor di 

Belanda 

Pada awalnya, 

Singapura tidak 

memiliki sistem 

advance ruling 

formal, namun 

semenjak Januari 

2006, otoritas 

perpajakan 

Singapura mulai 

memberlakukan 

Advance Ruling 

System dalam 

sistem 

perpajakannya. 

Di India, 

mekanis me 

advance ruling 

diatur oleh suatu 

lembaga 

tersendiri, yakni 

Authority for 

Advance Ruling 

(AAR) yang 

memiliki 

kewenangan 

menentukan dasar 

hukum bagi 

pelaksanaan 

mekanisme 

advance ruling. 

Indonesia tidak 

memiliki 

ketentuan khusus, 

baik formal 

maupun informal 

mengenai 

mekanisme 

advance ruling. 

Wajib pajak 

diperbolehkan 

meminta 

penjelasan atau 

penegasan kepada 

fiskus. 
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Dari perbandingan yang ada di Tabel 4.1 terlihat bahwa masing-masing 

negara memiliki dasar hukum yang berbeda -beda  terkait penerapan mekanisme 

advance ruling di negara masing-masing. Berbeda dengan Indonesia yang tidak 

memiliki satupun dasar hukum, baik di dalam Undang-Undang Perpajakan, 

maupun pada jenis regulasi lainnya, di Jerman, dasar hukum pemberlakuan 

mekanisme advance ruling diletakkan pada Undang-Undang Perpajakannya, 

yakni pada section 89 , Fiscal Code of Germany. Sedangkan di Belanda, otoritas 

perpajakan setempat menerapkan aturan tersendiri sabagai bagian dari mekanisme 

advance ruling yang dijalankannya ; terbagi dalam dua mekanisme, ATR 

(Advance Tax Ruling) dan APA (Advance Pricing Agreement).  

Singapura mengikuti Jerman dengan melakukan amandemen terhadap 

Undang-Undang Perpajakannya , yakni dengan mengubah ketentuan pada Pasal 

108. Perubahan ketentuan pada pasal 108 tersebut menyeba bkan mekanisme 

advance ruling secara formal dapat dijalankan di negara tersebut.  

Dasar hukum penerapan advance ruling yang sedikit berbeda ada pada 

negara India. Di India, mekanisme advance ruling dilakukan secara terpisah oleh 

suatu badan hukum terpisah dari otoritas perpajakannya, yakni Authority for 

Advance Ruling (AAR). AAR menjalankan mekanisme advance ruling ini secara 

terpisah dari intervensi pemerintah melalui otoritas perpajakan. 

 
Tabel 4.2 

Perbandingan Pembatasan Masalah Advance Ruling 
 

Pembatasan Masalah  

Jerman Belanda Singapura India Indonesia  

Berdasarkan 

Regulasi 1987, 

tidak ada 

pembatasan 

mengenai hal -hal 

yang bisa 

diajukan dalam 

permohonan 

mengenai 

Belanda  pada 

dasarnya 

menganut sistem 

open advance 

ruling, yang 

berarti bahwa 

tidak ada 

pembatasan 

terkait 

Advance ruling 

hanya berlaku 

pada jenis pajak 

penghasilan dan 

tidak berlaku 

pada jenis pajak 

lainnya, seperti 

halnya pajak 

barang dan jasa 

India 

menggunakan 

sistem open 

advance ruling , 

yang berarti 

bahwa tidak ada 

batasan mengenai 

suatu masalah, 

baik formil 

Indonesia secara 

praktis tidak 

mengenal 

mekanisme 

advance ruling 

yang secara 

spesifik diatur 

dalam Undang-

undang atau 
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advance ruling di 

Jerman. 

Ketentuan ini 

berlaku untuk 

keseluruhan 

mekanisme 

advance ruling 

yang ada di 

Jerman  

permasalahan 

yang bisa 

diajukan. 

Keberadaan 

ketentuan baru 

mengenai 

Advance Tax 

Ruling yang baru 

diberlakukan 

pada 2001 

memperkuat 

keberadaan 

sistem open 

advance ruling 

yang dianut 

Belanda 

(PPN-Value 

Added Tax dan 

Sales Tax), atau 

bea materai. 

 

maupun  materiil,  

yang bisa 

diajukan 

permohonan 

mengenai 

advance ruling .  

peraturan 

tertentu, sehingga 

ketentuan 

mengenai 

cakupan masalah 

yang bisa 

diajukan 

permohonan 

(penegasan) juga 

tidak diatur 

secara rinci dan 

tersendiri. 

 

Dalam pelaksanaannya, terkait dengan pembatasan masalah yang dapat 

diajukan ke dalam mekanisme advance ruling, terdapat dua sistem berbeda yang 

mengaturnya ; sistem open advance ruling , yang berarti bahwa tidak ada batasan 

mengenai permasalahan yang bisa diajukan, serta sistem closed advance ruling, 

yang mensyaratkan batasan tertentu terhadap permasalahan yang dapat diajukan 

permohonan advance rulingnya.  

Negara Jerman, Belanda, dan India yang  menganut sistem open advance 

ruling tidak membatasi permasalahan pajak mana saja yang dapat diajukan 

permohonan advance ruling. Sedangkan di Singapura, walaupun tidak secara 

spesifik menyebut menggunakan sistem closed advance ruling, terdapat 

pembatasan masalah yang bisa diajukan permohonan advance ruling , yakni 

terbatas pada jenis pajak penghasilan dan tidak berlaku pada jenis pajak lainnya, 

seperti halnya pajak barang dan jasa (PPN-Value Added Tax dan Sales Tax), atau 

bea materai. Di Indonesia, sebagai akibat dari ketiadaan dasar hukum yang 

memadai, tidak ada batasan mengenai permasalahan yang bisa diajukan 

permohonan penegasan kepada fiskus. Wajib pajak juga tidak tertutup 

kemungkinan untuk dapat mengajukan permohonan penegasan tanpa melalui KPP 

tempat wajib pajak pemohon terdaftar : wajib pajak dipersilakan untuk meminta 
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penegasan secara langsung kepada fiskus di Kantor Pusat (KP DJP), sesuai 

dengan direktorat yang menangani permasalahan yang diajukan oleh wajib pajak. 

 
Tabel 4.3 

Perbandingan Ikatan Perjanjian Advance Ruling 

 

Ikatan Perjanjian (Binding Rules) 

Jerman Belanda Singapura India Indonesia  

Status hukum 

dari permohonan 

advance ruling 

yang diterima 

wajib pajak 

(apakah bersifat 

mengikat atau 

tidak) akan 

dijelaskan secara 

tertulis pada 

dokumentasi 

advance ruling 

tersebut. 

Kesepakatan 

yang terjadi, baik 

dalam bentuk 

ATR maupun 

APA adalah 

bersifat mengikat 

secara hukum 

(vaststellingsover

eenkomst), baik 

kepada wajib 

pajak maupun 

kepada pihak 

otoritas pajak 

yang 

mengeluarkannya

. 

Mekanisme 

pemberian 

advance ruling 

yang dilakukan 

oleh pihak 

otoritas akan 

memiliki sifat 

mengikat 

sepanjang periode 

yang telah 

ditentukan, 

kecuali apabila 

terjadi hal-hal 

yang dapat 

menyebabkan 

ketentuan yang 

tertera pada 

dokumen menjadi 

void (tidak 

berlaku lagi). 

Ketentuan 

advance ruling  

yang berlaku di 

India bersifat 

mengikat kedua 

belah pihak. 

Dengan 

demikian, hak 

mengikat tidak 

hanya terhadap 

sang pemohon 

advance ruling , 

melainkan juga 

pihak revenue 

authorities. 

Ketentuan 

Penegasan yang 

ada di Indonesia 

pada dasarnya 

tidak memiliki 

sifat mengikat 

terhadap baik 

wajib pajak 

maupun pihak 

fiskus. Hanya 

saja, keberadaan 

mekanisme 

penegasan dapat 

menjadi sarana 

bagi wajib pajak 

untuk mengetahui  

interpretasi yang 

dimiliki oleh 

fiskus.  

 
 

Berdasarkan ikatan perjanjian yang dihasilkan dari mekanisme advance 

ruling, terdapat beberapa jenis ikatan perjanjian. Di negara Belanda, Singapura, 

dan India, baik wajib pajak maupun pihak fiskus (otoritas perpajakan) diikat oleh 

ketentuan yang diatur dalam mekanisme advance ruling yang berlaku di masing-

masing negara, sepanjang syarat-syarat berlakunya ketentuan advance ruling 

tersebut dapat dipenuhi oleh wajib pajak. Sedangkan di Jerman, ketentuan 

mengenai jenis ikatan perjanjian (apakah mengikat atau tidak terhadap wajib 
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pajak dan fiskus) diatur secara terperinci dan tertulis dalam dokumen advance 

ruling yang dirilis oleh otoritas perpajakan setempat. Perbedaan juga terjadi di 

Indonesia, dimana pada prinsipnya ketentuan mengenai mekanisme penegasan 

(advance ruling di Indonesia)  tidak bersifat mengikat baik terhadap wajib pajak, 

ataupun terhadap fiskus. Mekanisme pemberian surat penegasan hanyalah untuk 

mengukur kesamaan paradigma dan interpretasi antara pihak wajib pajak dengan 

pihak fiskus selaku pengawas transaksi perpajakan.  

 
Tabel 4.4 

Perbandingan Jangka Waktu Penerbitan Ketentuan Advance Ruling 
 

Jangka Waktu Penerbitan 

Jerman Belanda Singapura India Indonesia  

Tidak ada 

ketentuan yang 

diperoleh peneliti 

terkait waktu 

yang dibutuhkan 

pihak otoritas 

perpajakan 

Jerman dalam 

menjalankan 

proses pemberian 

advance ruling 

yang diajukan 

wajib pajak. 

Hanya saja, 

proses ini harus 

sudah selesai 

sebelum trans aksi 

terkait dapat 

dilaksanakan oleh 

wajib pajak  

Berdasarkan 

regulasi, pihak 

otoritas pajak 

membutuhkan 

waktu sekitar 

delapan minggu 

untuk 

melaksanakan 

proses pemberian 

ruling ini. 

Ketentuan 

mengenai jangka 

waktu proses 

ruling ini dapat 

diperpanjang 

apabila di 

kemudian hari 

terdapat 

tambahan 

informasi 

material yang 

dibutuhkan untuk 

keperluan 

evaluasi  

Proses pemberian 

ruling oleh IRAS 

secara aturan 

akan 

menghabiskan 

waktu selama 

delapan minggu. 

Namun apabila 

membutuhkan 

tambahan waktu 

dikarenakan 

kompleksitas 

transaksi yang 

diajukan 

permohonan 

advance ruling , 

maka IRAS akan 

menginformasika

n permintaan 

tambahan waktu 

kepada pemohon. 

Terkait dengan 

proses pemberian 

advance ruling di 

India, setiap 

permohonan yang 

diajukan akan 

membutuhkan 

waktu proses 

selama sekitar 6 

(enam) bulan 

semenjak aplikasi 

yang sah diajukan 

kepada AAR 

selaku lembaga 

yang berwenang. 

Di dalam SOP 

yang ada, baik di 

KPP, Kanwil DJP  

maupun Kantor 

Pusat DJP, 

diberlakukan 

aturan yang 

berbeda-beda 

terkait jangka 

waktu yang 

dibutuhkan dalam 

proses pemberian 

jawaban dan atau 

penegasan atas 

permohonan yang 

diajukan oleh 

wajib pajak, 

terkait dengan 

tingkat 

kompleksitas 

masalah yang 

dihadapi dan 

kewenangan yang 

dibutuhkan.  
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Berdasarkan perbedaan jangka waktu penerbitan ketentuan advance 

ruling, terdapat perbedaan yang signifikan antara masing-masing ketentuan yang 

berlaku pada masing-masing negara. Pada negara Belanda dan Singapura, 

ketentuan mengenai jangka waktu penerbitan ketentuan advance ruling 

berdasarkan permohonan yang diajukan wajib pajak adalah delapan minggu. 

Namun apabila pihak otoritas membutuhkan perpanjangan waktu dalam 

menjalankan proses advance ruling ini, mereka akan memberikan peraturan 

tertulis kepada pemohon mengenai perpanjangan waktu yang diminta.  

Kondisi berbeda terjadi di India, dimana permohonan advance ruling 

diproses pada lembaga terpisah dari otoritas perpajakan (AAR-Authority for 

Advance Ruling). Di India, secara ketentuan, waktu yang dibutuhkan adalah 

sekitar enam bulan setelah permohonan lengkap diterima oleh pihak AAR.  

Perbedaan juga terdapat di Jerman, dimana pihak otoritas setempat pada 

dasarnya tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pelaksanaan 

mekanisme advance ruling . Hanya saja ketentuan yang membatasi adalah bahwa 

setiap transaksi yang diajukan dalam permohonan advance ruling hanya dapat 

menggunakan ketentuan di dalam advance ruling tersebut apabila transaksi terkait 

dilaksanakan setelah ketentuan advance ruling dirilis secara resmi oleh otoritas 

perpajakan.  

Di Indonesia, secara praktik, jangka waktu penerbitan ketentuan advance 

ruling yang dijalankan berbeda dengan praktik yang dijalankan di negara lain. 

Dalam proses pemberian surat penegasan di Indonesia, pihak fiskus hanya terikat 

melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur (secara internal) 

terhadap mekanisme pemberian surat penegasan atas pertanyaan yang diajukan 

wajib pajak. Dalam SOP, jangka waktu penerbitan adalah berbeda -beda, baik 

antar tingkat kantor (KPP-Kanwil-dan KP DJP), atau antar Direktorat pada Kantor 

Pajak (misal : antara Direktorat PP I dan Direktorat PP II). Masing-masing jangka 

waktu penerbitan, sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti, ditentukan 

antara lain berdasarkan tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi fiskus 

terkait pertanyaan penegasan yang dia jukan wajib pajak. Tidak adanya kontrol 

(internal) dalam penerapan SOP berupa sanksi atau konsekuensi hukum lainnya 

atas terlambat/tidak terpenuhinya tenggat waktu dalam penyelesaian penegasan 
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tersebut menjadikan ketentuan yang terdapat dalam SOP tersebut dirasa tidak 

efektif sebagai penentu jangka waktu penerbitan surat penegasan dalam sistem 

perpajakan di Indonesia. 

Tabel 4.5 
Perbandingan Biaya yang Dibutuhkan dalam Proses Advance Ruling 

 
Biaya yang Dibutuhkan  

Jerman Belanda Singapura India Indonesia  

Besarnya biaya, 

berdasarkan 

Undang-Undang 

Perpajakan 

Jerman adalah 

berdasarkan nilai 

objek advance 

ruling yang 

diajukan oleh 

wajib pajak. 

Namun apabila 

terdapat kesulitan 

mencari nilai dari 

suatu objek 

advance ruling , 

maka besaran fee 

akan dihitung 

berdasarkan 

jumlah jam yang 

dihabiskan, yakni 

sekitar 50 €, atau 

bagian tertentu, 

minimum sekitar 

100 €. Fee yang 

ditagihkan 

berdasarkan value 

objek advance 

ruling, (Section 

34 Courts Fee 

Acts) : 5000 €. 

Besaran biaya 

yang dibutuhkan 

dalam 

pelaksanaan 

sistem advance 

ruling di belanda 

tidak ditentukan 

secara jelas 

dalam Undang-

undang. Namun 

biaya yang harus 

dikeluarkan 

pemohon antara 

lain adalah biaya 

dokumen serta 

biaya lain-lain 

(administrative) 

yang dibutuhkan 

dalam proses 

pemberian 

advance ruling 

tersebut. 

Biaya yang 

dibutuhkan dalam 

pengajuan 

advance ruling 

ini terbagi dalam 

2 bagian : biaya  

pengajuan 

aplikasi (non-

refundable) SG $ 

525 (plus dua jam 

pertama proses 

advance ruling 

yang dilakukan), 

serta tambahan 

charge sebesar 

SG $ 13.25 per 

jam tambahan 

waktu. Tambahan 

biaya (maksimal 

2 kali biaya awal) 

juga akan 

dikenakan terkait 

proses ekspedisi 

dan koresponden 

yang berkaitan 

dengan proses ini. 

Pemohon juga 

akan dibebankan  

reimburse atas 

biaya tambahan. 

Di India, setiap 

pemohon, per 

setiap 

permohonan yang 

diajukan 

diharuskan 

membayar biaya 

(flat) sebesar Rs 

2500 (2500 

Rupee). 

Pembayaran ini 

di transfer ke 

rekening atas 

nama ‘Authority 

for Advance 

Ruling’ di New 

Delhi, India. 

Pada SOP yang 

diberlakukan oleh 

Dirjen Pajak, 

mulai dari tingkat 

KPP hingga 

Kantor Pusat 

Dirjen Pajak, 

tidak ada aturan 

yang menentukan 

atau 

mensyaratkan fee 

tertentu sebagai 

biaya yang 

diperlukan dalam 

proses pengajuan 

permohonan 

mengenai 

penegasan yang 

harus dikeluarkan 

oleh wajib pajak. 

Wajib pajak 

hanya 

mengeluarkan 

biaya 

administratif dan 

operasional 

mandiri terkait 

proses penegasan 

yang diminta 
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Dalam hal biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan mekanisme advance 

ruling, penerapannya amat berbeda pada masing-masing negara. Selain dari 

besaran biaya, perbedaan juga terletak pada jenis bia ya yang harus dikeluarkan 

wajib pajak terkait permohonan advance ruling yang diajukannya.  

Di negara India, dimana pelaksanaan advance ruling dilaksanakan pada 

lembaga khusus (AAR), setiap pemohon advance ruling harus membayar biaya 

(flat) pengurusan dokumen sebesar Rs 2500 (2500 Rupee). Biaya ini adalah biaya 

untuk setiap permohonan ruling yang diajukan. Tidak ada ketentuan lain 

mengenai biaya tambahan yang harus dikeluarkan wajib pajak atas permohonan 

advance ruling  yang diberlakukan di India.  

Kondisi berbeda terjadi pada penerapan advance ruling di negara 

Singapura. Biaya yang dibutuhkan dalam pengajuan advance ruling ini di 

Singapura terbagi dalam dua bagian, yakni pertama, biaya  pengajuan aplikasi 

(bersifat non -refundable) sebesar SG $ 525 (termasuk biaya empat jam pertama 

proses considering terkait advance ruling yang diajukan), serta tambahan charge 

sebesar SG $ 131.25 untuk setiap jam tambahan waktu yang dibutuhkan dalam 

pengurusan permohonan advance ruling ini. Tambahan biaya (hingga maksimal 2 

kali biaya pengajuan) juga akan diberikan terkait proses ekspedisi dan surat 

menyurat yang berkaitan dengan proses ini. Terakhir, pemohon juga akan 

dibebankan biaya reimbursement atas semua biaya tambahan yang dikeluarkan 

pihak IRAS dalam pengurusan dokumen advance ruling yang diajukan. 

Di negara Belanda, biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem 

advance ruling tidak ditentukan jumlahnya secara jelas dan spesifik dalam 

Undang-undang ataupun peraturan lainnya. Namun biaya yang harus dikeluarkan 

pemohon antara lain adalah biaya dokumen serta biaya lain-lain (yang  bersifat 

administratif) yang dibutuhkan dalam proses pemberian advance ruling tersebut. 

Pendekatan yang sedikit berbeda dilakukan Jerman, dimana jumlah biaya 

yang dibutuhkan diatur dalam Undang-Undang Perpajakan (Fiscal Code of 

Germany), Section 89. Berdasarkan ketentuan tersebut, biaya permohonan 

advance ruling  ditetapkan berdasarkan nilai objek advance ruling yang diajukan 

oleh wajib pajak tersebut. Namun apabila terdapat kesulitan mencari nilai dari 

suatu objek advance ruling , maka besaran fee akan dihitung berdasarkan jumlah 
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jam yang dihabiskan, yakni sekitar 50 €, atau berdasarkan bagian tertentu yang  

besaran minimumnya sekitar 100 €. Dalam kaitan fee yang ditagihkan 

berdasarkan value dari objek advance ruling, sesuai dengan Section 34 Courts Fee 

Acts, nilainya paling tidak (minimal) adalah sebesar 5000 €. 

Di Indonesia sendiri tidak ada ketentuan yang berlaku mengenai biaya 

yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan penegasan kepada fiskus. Bia ya 

yang umum dikeluarkan wajib pajak terkait permohonan penegasan hanya 

berkisar pada biaya surat menyurat dan korespondensi (administratif) dan biaya 

operasional untuk melakukan proses follow-up kepada fiskus terkait permohonan 

penegasan yang diajukan wajib pajak.  

Tabel 4.6 
Perbandingan Masa Berlaku Ketentuan Advance Ruling 

 
Masa Berlaku 

Jerman Belanda Singapura India Indonesia  

Tidak ada 

ketentuan 

mengenai jangka 

waktu tertentu 

terkait berlakunya 

suatu ketentuan 

advance ruling . 

Pada dasarnya 

ruling yang ada 

tidak akan 

dicabut sepanjang 

tidak ada 

perubahan 

undang-undang 

dan peraturan. 

Pada umumnya, 

jangka waktu 

yang berlaku baik 

untuk APA 

maupun ATR 

adalah selama 

empat sampai 

dengan lima 

tahun, yang 

setelahnya dapat 

diperpanjang 

kembali, sesuai 

dengan ketentuan 

dan kondisi yang 

sama.  

Jangka waktu 

berlaku dari 

advance ruling 

yang dikeluarkan 

pihak otoritas 

perpajakan 

Singapura 

ditentukan sesuai 

dengan yang 

terdapat dalam 

dokumen 

advance ruling 

yang dimaksud. 

Ketentuan yang 

terdapat dalam 

advance ruling 

yang dirilis oleh 

AAR tidak 

memiliki jangka 

waktu tertentu 

yang ditentukan, 

sepanjang tidak 

terjadi perubahan 

terhadap Undang-

undang yang 

mengatur 

ketentuan dalam 

ruling tersebut  

Surat penegasan 

berlaku selama 

belum ada surat 

revisi maupun 

pencabutan 

secara resmi oleh 

Dirjen Pajak 

terkait dengan 

penegasan yang 

sebelumnya 

diberlakukan 

terhadap aturan 

tertentu. 

 
 

Terkait dengan masa berlaku dari suatu ketentuan advance ruling, 

perbedaan juga terjadi antar negara -negara yang menerapkan. Di Jerman dan India 

tidak ada ketentuan spesifik yang menentukan masa berlaku dari suatu ketentuan 

advance ruling . Pada kedua negara ini, pada dasarnya selama tidak terjadi 
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perubahan pada peraturan dan perundang-undangan yang diterapkan oleh advance 

ruling dimaksud, maka ketentuan advance ruling tersebut akan tetap berlaku.  

Hal ini berbeda dengan yang diterapkan di negara Singapura. Di 

Singapura, ketentuan mengenai masa berlaku dari suatu advance ruling ditentukan 

secara langsung (tertulis) pada dokumen advance ruling yang dimaksud. Dalam 

klausul advance ruling yang diterapkan di Singapura memuat antara lain 

ketentuan mengenai jangka waktu berlaku, dan hal-hal di luar jangka waktu yang 

berlaku yang dapat menjadikan ketentuan advance ruling menjadi dicabut atau 

dengan kata lain tidak berlaku lagi. 

Di Belanda, ketentuan mengenai masa berlaku dari suatu ketentuan 

advance ruling juga diatur dalam peraturan yang spesifik. Peraturan menyebutkan 

bahwa ketentuan umum terkait masa berlaku advance ruling pada umumnya 

adalah antara empat sampai lima tahun. Setelah masa berlaku tersebut dilampaui, 

ketentuan advance ruling dapat diperpanjang, selama ketentuan dan kondisi yang 

melingkupi suatu transaksi tetap sama (tidak berubah). 

 

4.2. Analisa Kelayakan Teknis Penerapan Mekanisme Surat Penegasan 

dalam Sistem Perpajakan Indonesia. 

Dalam penelitian yang dilakukan, pada praktiknya, tidak ada ketentuan 

secara umum (baik di dalam Undang-Undang Pajak, Peraturan Menteri Keuangan, 

maupun Peraturan Dirjen Pajak) yang memfasilitasi hak wajib pajak untuk dapat 

memperoleh penegasan terkait kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Oleh 

karenanya, kemudian peneliti memfokuskan penelitian pada mekanisme teknis 

pemberian surat, baik berupa jawaban, tanggapan, dan atau penegasan, yang 

berlaku pada lingkup internal fiskus, yakni melalui SOP (Standard Operasional 

Procedure) yang dijalankan oleh fiskus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak 

Indonesia.  

Prosedur teknis tersebut  melingkupi tidak hanya pada level Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) tempat para wajib pajak terdaftar, melainkan juga hingga 

ke tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 

(KP DJP). 
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Pada dasarnya, mekanisme pemberian Surat, baik berupa 

Jawaban/Tanggapan dan atau Penegasan oleh fiskus kepada wajib pajak tidak 

dapat disamakan dengan mekanisme advance ruling yang berlaku umum di dunia. 

Pada mekanisme Surat Penegasan di Indonesia, tidak ada aturan yang secara 

spesifik mengenai prosedural yang harus ditempuh wajib pajak terkait 

pelaksanaan mekanisme ini.  

Pengecualian yang terjadi adalah pada mekanisme advance ruling yang 

dijalankan oleh pihak Direktorat Bea dan Cukai Indonesia. Mekanisme advance 

ruling yang diterapkan disini adalah persyaratan yang wajib diikuti Indonesia 

sebagai salah satu anggota WTO dalam mekanisme transaksi perdagangan antar 

negara yang diatur oleh GATT (General Agreement on Tarif and Trade).  

Jika melihat karakteristiknya, mekanisme advance ruling dalam lingkup 

Dirjen Bea dan Cukai ini terlihat lebih simple dan mudah dibandingkan dengan 

penerapan mekanisme Surat Penegasan di Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini tidak 

terlepas dari batasan transaksi yang diatur dalam  Peraturan Direktur Jenderal Bea 

dan Cukai nomor KEP-166/BC/2003 tentang Tatalaksana Pemberian Customs 

Advice dan Valuation Ruling . Dalam ketentuan tersebut jelas ditetapkan bahwa 

pemberian customs advice dan valuation ruling diberikan terbatas pada 

penghitungan nilai pabean atas barang yang akan diimpor. Tidak ada ketentuan 

lain yang mengatur tentang pemberian ruling dalam lingkup ketentuan formil 

(pela ksanaannya). Dengan kata lain, tidak ada ketentuan lain yang mengatur 

pemberian advance ruling lain selain sebagaimana dimaksud dengan customs 

advice dan valuation ruling dalam sistem regulasi pada Direktorat Bea dan Cukai 

Indonesia. 

Selain itu, proses pemberian advance ruling juga dipermudah dengan 

diterapkannya Harmonized System (HS) dalam regulasi Dirjen Bea dan Cukai 

Indonesia, dimana dalam Harmonized System sendiri telah diatur secara jelas 

mengenai karakteristik dari suatu barang yang hendak diimpor ke suatu negara, 

termasuk diantaranya mengenai besaran tarif dan bea masuk yang dikenakan atas 

berbagai jenis barang yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia. Dari fakta 

ini terlihat bahwa dalam lingkup Dirjen Bea dan Cukai, proses pemberian advance 

ruling hanya sebagai penegas untuk mengkonfirmasi ketentuan yang sebenarnya 
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sudah tercantum dalam Harmonized System yang digunakan oleh Direktorat Bea 

dan Cukai Indonesia. Dengan adanya mekanisme sejenis advance ruling dalam 

bidang bea cukai ini, importir mendapat kepastian terkait ketentuan bea dan cukai 

yang dihadapinya, serta menghindari kesalahan penerapan ketentuan Harmonized 

System atas kegiatan impor barang yang dilakukannya.  

Dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan wawancara yang 

dilakukan peneliti1, ditemukan beberapa fakta terkait proses mekanisme Surat dan 

Surat Penegasan yang dijalankan di Indonesia, yakni antara lain :   

1.  Semenjak diberlakukannya proses reformasi birokrasi, terutama di 

lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, maka aturan-

aturan terkait mekanisme (teknis perpajakan), yang memerlukan perhatian 

khusus wajib pajak secara lebih luas, diterbitkan lewat mekanisme 

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (Per DJP), dan bukan melalui Surat 

ataupun Surat Edaran. Termasuk di dalamnya, ketentuan yang dianggap 

penting, dan harus diatur secara legal-otentik dalam praktiknya, maka 

statusnya (dari yang  semula berbentuk Surat atau Surat Edaran) kemudian 

diupgrade menjadi setingkat Peraturan Dirjen Pajak atau di atasnya. 

2.  Surat, baik berupa jawaban, tanggapan, dan atau penegasan pada dasarnya 

tidak memiliki kewenangan untuk menjawab secara langsung pertanyaan 

atau permohonan penegasan yang diajukan oleh wajib pajak. Jawaban, 

tanggapan, dan atau penegasan yang diberikan oleh fiskus biasanya 

mengacu (refer to) pada ketentuan yang mengatur fakta sejenis, yang 

dianggap sesuai sebagai solusi dari permasalahan  yang dipertanyakan 

oleh wajib pajak.  Dengan demikian, dalam mekanisme surat penegasan ini 

tidak dapat menjadi acuan bagi wajib pajak sebagai dasar hukum bagi 

konsekuensi perpajakan atas transaksi yang dilaksanakannya. 

3.  Jawaban yang diberikan oleh fiskus melalui Surat dan Surat Penegasan 

secara prosedural harus mengacu pada peraturan yang memiliki hirarki 

lebih tinggi dibandingkan Surat dan atau Surat Penegasan yang 

dikeluarkan fiskus. Peraturan yang menjadi acuan disini dapat berupa 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan 
                                                 
1 Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Ibu 
Aan Almaidah Anwar di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.  
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ataupun Peraturan Dirjen Pajak, yang secara hierarki diakui oleh Undang-

undang.  Secara praktik, hal ini dapat dibuktikan jika kita melihat beberapa 

surat penegasan yang dirilis oleh Dirjen Pajak dalam beberapa tahun 

terakhir. Dalam surat-surat penegasan tersebut, terlihat bahwa surat 

penegasan pada hakikatnya hanya sebagai penegas, bahwa transaksi yang 

dipertanyakan wajib pajak adalah terkait dengan suatu peraturan tertulis 

resmi, yang secara hierarki diakui (dalam hal perpajakan, termasuk 

Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, dan atau 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak) oleh hukum ne gara Indonesia (lihat 

lampiran : contoh surat penegasan) .  

4.  Dengan demikian, karena pada dasarnya mengacu pada peraturan yang 

secara hirarki kedudukannya lebih tinggi, maka apabila terjadi suatu 

persengketaan hingga ke pengadilan, segala ketentuan yang terdapat dalam 

Surat ataupun Surat Penegasan, secara legal, tidak dapat dijadikan dasar 

hukum di hadapan pengadilan. 

Hal ini dipertegas bilamana kita melihat aturan yang terdapat pada Pasal 7 

ayat (1), Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, bahwa jenis dan hierarki Peraturan dan Perundang-

undangan adalah sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 

b.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

c. Peraturan Pemerintah 

d.  Peraturan Presiden 

e. Peraturan Daerah 

Kemudian jika kita meneruskan kepada ayat (4) yang mengatakan bahwa jenis 

Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih  tinggi. Jadi, 

sepanjang diakui keberadaanya oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi, maka ketentuan, termasuk di dalamnya, surat penegasan yang dikeluarkan 

oleh fiskus (Dirjen Pajak), seharusnya juga memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat terhadap wajib pajak. Hanya saja kemudian oleh ayat (5) kemudian 
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dibatasi lagi dengan pernyataan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-

undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dimana dalam hierarki tersebut tidak mencantumkan Surat Penegasan yang 

dikeluarkan Dirjen Pajak sebagai bagian dari hierarki hukum yang berlaku di 

Indonesia. 

Dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang  tersebut, jelas 

terlihat bahwa pada dasarnya, jenis peraturan lain (selain yang disebutkan pada 

pasal 1 Undang-Undang tersebut) memiliki dasar hukum yang kuat, sepanjang 

memiliki pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Peraturan yang secara 

hirarki lebih tinggi kedudukannya. Surat Penegasan, dalam hal ini, hanya sebatas 

merefer dan mengkonfirmasi kepada Peraturan di atasnya (Peraturan Menteri 

Keuangan dan atau Peraturan Direktorat Jenderal Pajak), dan tidak ditunjuk secara 

tegas sebagai pelaksana ataupun diakui keberadaannya oleh peraturan yang 

tingkatannya lebih tinggi tersebut. 

Fakta lain yang menjadi salah satu fokus penelitian adalah mengenai 

waktu pemberlakuan ketentuan, baik pada mekanisme Surat Penegasan, maupun 

pada mekanisme advance ruling yang umum dilaksanakan di negara-negara lain. 

Di negara-negara lain (dalam penelitian ini : Jerman, Belanda, Singapura, dan 

India), secara konsisten menerapkan bahwa ketentuan mengenai batasan dari 

advance ruling dijalankan secara penuh oleh negara-negara tersebut. Batasan yang 

dimaksud disini adalah batasan definisi mengenai advance ruling yang sesuai 

dengan konsep (teori), yakni : pernyataan mengikat dari pihak fiskus 

(pemerintah), atas permohonan secara sukarela dari orang pribadi (wajib pajak) 

tentang perlakuan dan konsekuensi (perpajakan) dari serangkaian aksi dan 

transaksi yang terjadi di masa yang akan datang.  

Konsep dasar advance ruling sendiri menyebutkan bahwa unsur-unsur dari 

suatu advance ruling adalah :  

- Pernyataan mengikat fiskus (pemerintah, atau otoritas perpajakan 

yang berwenang) 

- Diajukan oleh wajib pajak secara sukarela, serta  
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- Terhadap perlakuan dan konsekuensi perpajakan yang dimiliki 

wajib pajak sebagai akibat dari aksi dan transaksi yang terjadi di 

masa yang akan datang. 

Dengan melihat kembali kepada konsep tersebut jelas, bahwa mekanisme 

Surat Penegasan tidak memenuhi dua poin dari batasan konsep advance ruling 

yang berlaku : 

- Pernyataan mengikat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

ketentuan yang dihasilkan dalam Surat Penegasan tidak bersifat 

mengikat, baik kepada wajib pajak maupun kepada fiskus. Surat 

Penegasan hanya berperan sebagai penyelaras pandangan / 

interpretasi bagi wajib pajak terhadap interpretasi fiskus terkait 

suatu transaksi atau konsekuensi perpajakan 

- Terhadap perlakuan dan konsekuensi perpajakan yang dimiliki 

wajib pajak sebagai akibat dari aksi dan transaksi yang terjadi di 

masa yang akan datang. Yang harus digarisbawahi disini adalah di 

masa yang akan datang. Pada praktiknya, mekanisme Surat 

Penegasan tidak membatasi terhadap masalah yang dimintakan 

penegasan oleh wajib pajak. Masalah yang diajukan bisa 

merupakan masalah yang sudah terjadi, atau yang belum terjadi, 

sedangkan pada ketentuan mengenai advance ruling , ketentuan 

advance ruling hanya  berlaku pada transaksi yang belum terjadi, 

atau walaupun sudah  dijalankan wajib pajak,namunbelum 

dilaporkan kepada pihak fiskus terkait konsekuensi perpajakan 

yang harus ditanggung wajib pajak O leh karena tidak ada batasan 

mengenai permasalahan yang bisa diajukan permohonan 

penegasan, maka dengan demikian mekanisme Surat Penegasan ini 

tidak memenuhi batasan yang dimiliki oleh konsep advance ruling. 
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Gambar 4.1 

Skema Pembatasan Masalah  
Antara Mekanisme Penegasan dan Advance Ruling  

 
 
Melihat fakta-fakta yang diperoleh dari analisa di atas, terlihat bahwa pada 

prinsipnya , mekanisme Surat Penegasan yang berlaku di Indonesia tidak sama, 

baik secara dasar hukum, maupun teknis prosedural dengan mekanisme advance 

ruling yang berlaku umum di Indonesia. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sesungguhnya mekanisme Surat Penegasan yang berlaku di 

Indonesia tidak dapat disamakan dengan proses advance ruling yang berlaku pada 

negara-negara lain (dalam penelitian ini : Jerman, Belanda, Singapura, dan India). 

Kedua proses ini : Surat Penegasan dan advance ruling secara prinsip adalah suatu 

proses yang berbeda satu dengan lainnya. 

Dengan demikian, pertimbangan kelayakan bagi mekanisme Surat 

Penegasan sebagai media penerapan mekanisme advance ruling di Indonesia 

adalah tidak tepat, karena secara prinsip kedua mekanisme tersebut berbeda. 

Namun sebagai sarana bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepastian hukum 

terkait konsekuensi perpajakan yang harus dihadapi, maka mekanisme Surat 

Penegasan bisa digunakan sebagai alternatif dari ketiadaan mekanisme advance 

ruling di Indonesia. 
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4.3. Analisa Strategi Wajib Pajak Terkait Mekanisme Surat Penegasan 

sebagai Alternatif Penerapan Advance Ruling dalam Sistem 

Perpajakan Self Assessment di Indonesia 

Secara praktik, implementasi mekanisme Surat Penegasan dapat dikatakan 

belum memadai sebagai solusi dari ketiadaan peraturan mengenai advance ruling 

di Indonesia.  Namun wajib pajak tetap dapat mengoptimalisasi penggunaan Surat 

Penegasan sebagai sarana wajib pajak untuk mengukur sejauh mana perbedaan 

(gap) interpretasi antara wajib pajak dan fiskus da lam menafsirkan suatu 

ketentuan.  

Oleh karenanya, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

beberapa AR (Account Representative) di KPP, terdapat beberapa strategi 

kemudian dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memastikan konsekuensi 

hukum pajak yang dihadapi terkait dengan transaksi yang dijalankannya. Strategi 

tersebut antara lain : 

- Transaksi Faktual dan Dokumen Pendukung Memadai. 

Memberikan gambaran yang rinci, lengkap, dan tidak menyesatkan dalam 

mendeskripsikan transaksi yang terjadi, yang kemudian diajukan 

permintaan penegasan kepada fiskus. Transaksi tersebut juga haruslah 

faktual, yang dibuktikan dengan penyertaan dokumen-dokumen 

pendukung yang memadai (cukup) untuk digunakan fiskus sebagai bahan 

panduan bagi fiskus agar dapat lebih muda h memberikan penegasan 

terkait konsekuensi perpajakan yang dihadapi oleh wajib pajak.  Dokumen 

pendukung harus lengkap termasuk di dalamnya juga harus disertakan 

alasan dan bukti pendukung mengapa transaksi tersebut membutuhkan 

penegasan dari wajib pajak, serta kemungkinan dispute yang bisa terjadi 

apabila penegasan tidak diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak 

- Follow-up 

Wajib pajak harus melakukan follow-up terkait dengan pengajuan 

penegasan yang dilakukannya kepada fiskus. Pada prinsipnya, fiskus 

diatur dengan SOP terkait yang mensyaratkan batas waktu tertentu dalam 

proses pemberian penegasan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Namun 

SOP tersebut tidak mengatur baik mengenai sanksi ataupun konsekuensi 
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hukum yang akan dihadapi oleh pihak fiskus terkait keterlambatan (atau 

bahkan pengabaian) terhadap pengajuan permohonan penegasan yang 

dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak harus terus 

melakukan follow-up , terkait apakah pengajuan penegasan tersebut 

diproses pada Kantor Pajak tempatnya mengajukan permohonan, ataukah 

permohonan penegasan tersebut kemudian didisposisikan kepada Kantor 

Pajak yang lebih berwenang memberikan penegasan (misal : kepada 

Kanwil Dirjen Pajak atau Kantor Pusat Dirjen Pajak). Dengan adanya 

follow-up ini, dari sisi wajib pajak akan mendapatkan kepastian terkait 

proses permohonan penegasan yang diajukan. Sedangkan dari pihak fiskus 

juga akan menjadi lebih aware terhadap permohonan penegasan yang 

dilakukan wajib pajak, sehingga pelaksanaan permohonan penegasan yang 

diajukan wajib pajak ini menjadi lebih efektif. 

- Wajib pajak harus tidak sedang dalam keadaan diperiksa atau mengajukan 

keberatan. Apabila wajib pajak sedang dalam keadaan diperiksa atau 

mengajukan keberatan, maka pada praktiknya fiskus tidak akan 

memberikan penegasan terkait konsekuensi perpajakan yang dihadapi 

wajib pajak atas transaksi yang sedang dalam pemeriksaan atau pengajuan 

keberatan. Namun hal ini bukan berarti wajib pajak tidak dapat meminta 

penegasan. Dalam keadaan diperiksa atau mengajukan keberatan, maka 

jawaban fiskus (dalam hal ini Dirjen Pajak) tercermin dalam hasil 

pemeriksaan atau keputusan keberatan. Selain itu, terkait mekanisme 

pemeriksaan, wajib pajak juga dapat meminta penegasan dalam bidang 

pemeriksaan melalui Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Kantor Pusat 

Dirjen Pajak. 

- Surat jawaban bersifat eksklusif 

Pada dasarnya, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Surat Penegasan 

hanya berlaku eksklusif untuk wajib pajak tertentu saja. Namun dalam 

praktiknya, Surat Penegasan, dalam kaitannya dengan pengajuan 

permohonan penegasan yang dilakukan wajib pajak hanya berlaku untuk 

wajib pajak tertentu (dalam hal ini yang meminta penegasan), serta terkait 

dengan kasus dan situasi tertentu yang diajukan wajib pajak tersebut. Hal 
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ini menyebabkan surat jawaban berupa penegasan tersebut tidak secara 

otomatis dapat dipakai oleh wajib pajak lain, walaupun secara background 

usaha maupun jenis transaksi serupa dengan yang ada dalam surat 

penegasan tersebut. Selain itu, sifat Surat Penegasan yang pada hakikatnya 

adalah semata-mata sebagai sarana bagi wajib pajak untuk mengetahui 

pandangan fiskus terhadap suatu aturan atau konsekuensi perpajakan, 

sehingga seharusnya tidak dijadikan sebagai sandaran bagi wajib pajak 

untuk bisa mendapatkan kepastian hukum atas transaksi yang 

dilaksanakannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

- Dalam penerapannya, mekanisme advance ruling dijalankan berbeda 

antara masing-masing negara. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh 

perbedaan sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Dari 

penelitian yang dilakukan, terdapat perbedaan-perbedaan signifikan antara 

mekanisme advance ruling yang umum diterapkan di berbagai negara di 

dunia dan mekanisme surat penegasan yang dijalankan di Indonesia. 

Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain terdapat pada dasar hukum yang 

mengatur, pembatasan makalah yang dapat diajukan permohonan, ikatan 

perjanjian yang mengikat antara wajib pajak dan pihak fiskus, jangka 

waktu penerbitan ketentuan, biaya yang dibutuhkan, hingga masa berlaku 

dari ketentuan, baik advance ruling maupun surat penegasan. 

- Dalam penelitian yang dilakukan, pada praktiknya, tidak ada ketentuan 

secara umum (baik di dalam Undang-Undang Pajak, Peraturan Menteri 

Keuangan, maupun Peraturan Dirjen Pajak) yang memfasilitasi hak wajib 

pajak untuk dapat memperoleh penegasan terkait kewajiban perpajakan 

yang dimilikinya. Dari penelitian yang dilakukan, secara hierarki 

peraturan, ditegaskan bahwa mekanisme Surat Penegasan pada dasarnya 

juga bukan merupakan media penerapan advance ruling di Indonesia. 

Mekanisme Surat Penegasan yang berlaku di Indonesia tidak sama, baik 

secara dasar hukum, maupun teknis prosedural dengan mekanisme 

advance ruling yang berlaku umum di Indonesia. Kedua proses ini : Surat 

Penegasan dan advance ruling secara prinsip adalah suatu proses yang 

berbeda satu dengan lainnya. Namun demikian, mekanisme surat 

penegasan dapat dipergunakan sebagai alternatif bagi wajib pajak dari 

ketiadaan mekanisme advance ruling di Indonesia untuk meningkatkan 

kepastian hukum terkait konsekuensi perpajakan yang harus dihadapi.  

- Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk 

memastikan konsekuensi hukum pajak yang dihadapi terkait dengan 
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transaksi yang dijalankannya  di Indonesia melalui mekanisme Surat 

Penegasan. Strategi tersebut antara lain berupa : Pemberian gambaran 

yang rinci, lengkap, dan menyeluruh dalam mendeskripsikan transaksi 

yang terjadi (termasuk menyertakan dokumen pendukung yang memadai 

sebagai dasar fiskus untuk memberikan penegasan), melakukan follow-up 

terkait dengan pengajuan penegasan yang diajukan kepada fiskus, 

memastikan bahwa kondisi wajib pajak sendiri sedang tidak dalam kondisi 

diperiksa (tax audit), serta memahami bahwa pada dasarnya Surat 

Penegasan adalah bersifat eksklusif bagi wajib pajak yang meminta. Wajib 

pajak tida k serta merta mampu menggunakan surat penegasan yang 

diberikan kepada wajib pajak lainnya sebagai dasar bagi wajib pajak 

tersebut menginterpretasi suatu peraturan yang berkaitan dangan transaksi 

yang dijalankannya. 

 

5.2. Saran 

- Indonesia pada dasarnya mampu mela ksanakan mekanisme advance 

ruling sebagai sarana  bagi wajib pajak dalam mengetahui konsekuensi 

perpajakan yang harus dihadapi sebagai akibat dari transaksi yang 

dilakukannya. Proses integrasi dan internalisasi peraturan mengenai 

mekanisme pemberian Surat Penegasan sudah seharusnya dilakukan 

seiring dengan komitmen yang ditegaskan pihak fiskus (Direktorat 

Jenderal Pajak) dalam melaksanakan reformasi birokrasi lembaga tersebut. 

Dengan adanya integrasi dan internalisasi peraturan pada sistem 

perpajakan Indonesia, diharapkan kebutuhan wajib pajak akan kepastian 

hukum terkait transaksi yang akan dilakukannya, akan lebih terjamin. 

Lebih jauh lagi, pemerintah dapat menggunakan mekanisme Surat 

Penegasan yang terintegrasi dan terinternalisasi sebagai fasilitas 

pendorong investasi luar negeri untuk masuk ke dalam negeri, 

sebagaimana yang dilakukan oleh banyak negara-negara barat, termasuk 

Belanda. 

- Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mencantumkan ketentuan 

mengenai hak wajib pajak dalam meminta penegasan terkait kons ekuensi 
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perpajakan yang dihadapinya di dalam Undang-Undang Perpajakan yang 

berlaku di Indonesia. Dengan adanya pencantuman ketentuan tersebut di 

dalam Undang-Undang Perpajakan, fleksibilitas dalam mekanisme 

permohonan penegasan memang akan berkurang, namun akan timbul 

trade off berupa kepastian hukum yang lebih memadai bagi wajib pajak 

terkait konsekuensi perpajakan atas transaksi yang dilaksanakannya. 

Dengan dicantumkannya ketentuan, baik mengenai Surat Penegasan, atau 

advance ruling , akan membawa efek berupa pendelegasian aturan dari 

Undang-Undang Perpajakan kepada aturan pelaksana di bawahnya, 

sehingga dasar hukum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan mekanisme 

tersebut menjadi dapat terpenuhi.    

- Pemerintah Indonesia, khususnya fiskus (pihak Direktorat Jende ral Pajak) 

serta stakeholder perpajakan Indonesia dapat menggunakan implementasi 

mekanisme advance ruling yang  berlaku umum di negara-negara lain 

sebagai role model dan perbandingan penerapan mekanisme Surat 

Penegasan yang terintegrasi dalam sistem perpajakan Indonesia. 

Penerapan fee tertentu dalam pelaksanaan mekanisme Surat Penegasan dan 

atau advance ruling juga dapat dijadikan sebagai solusi untuk 

mendapatkan kualitas ahli (expertise) yang memadai dalam 

pelaksanaannya. Dengan adanya role model sebagaimana yang telah 

diterapkan di negara-negara lain sebelumnya ini, pihak fiskus dapat 

mengembangkan suatu sistem yang tidak saja terintegrasi secara optimal 

dalam mekanisme perpajakan self assessment di Indonesia, melainkan juga 

memiliki tingkat kepastian dan kehandalan tinggi dalam menjamin 

kepastian hukum bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan Surat 

Penegasan. 

- Sebelum mekanisme Surat Penegasan dan atau advance ruling yang 

terintegrasi dan terinternalisasi secara optimal dapat dilaksanakan di 

Indonesia, wajib pajak tetap dapat menggunakan sarana Surat Penegasan 

yang dikeluarkan fiskus sebagai salah satu sarana pembanding bagi wajib 

pajak untuk mengetahui cara pandang dan paradigma fiskus dalam melihat 

skema transaksi yang dilakukan wajib pajak beserta konsekuensi 
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perpajakan yang menyertainya. Dengan adanya kesamaan paradigma dan 

pandangan wajib pajak dengan fiskus, wajib pajak dapat terhindar dari 

resiko kesalahan interpretasi terhadap suatu peraturan dan konsekuensi 

perpajakan yang melingkupinya. 
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LAMPIRAN 1  
 
List Pertanyaan 

Direktorat PP II, Kantor Pusat Dirjen Pajak  

 

Surat dan Surat Penegasan  

1. Dalam sistem self assessment yang diberlakukan dalam pajak penghasilan 

Indonesia, apasajakah  media ruling yang diberikan DJP selaku fiskus agar wajib 

pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku? 

 

2. Apakah ada ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang pemberian fasilitas 

ruling kepada wajib pajak? Bila sudah apa, bila belum, apakah ada rencana untuk 

memberlakukannya dan seperti apa? 

 

3. Apakah menurut anda mekanisme ruling itu perlu diberlakukan di Indonesia 

 

4. Apakah mekanisme Surat dan Surat Penegasan itu berlaku umum bagi seluruh wajib 

pajak? 

 

5. Adakah SOP yang mengatur tentang  pemberian Surat ataupun Surat Penegasan, 

baik internal maupun eksternal DJP? 

 

6. Menurut anda, selain tentang ketentuan dan regulasi, adakah perbedaan lain yang 

terdapat pada mekanisme pemberian ruling di Indonesia dan di negara lain? 

 

 

Advance Ruling 

1. Spesifik mengenai advance ruling, adakah ketentuan yang mengatur tentang 

pemberian ruling kepada wajib pajak saat transaksi belum terjadi atau belum 

berjalan? 

 

2. Bila memungkinkan diterapkan, adakah negara yang bisa menjadi pembanding untuk 

penerapan mekanisme advance ruling di Indonesia? 
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Mekanisme Customs Advice dan Valuation Ruling 

1. Apakah ketentuan mengenai Customs Advice dan Valuation Ruling bisa diterapkan di 

lingkup Dirjen Pajak? Bila bisa bagaimana, bila tidak kenapa? 

 

2. Adakah perbedaan mekanisme penentuan ruling dalam lingkup DJB dan DJBC?Bila 

ada seperti apa? 

 

Kesiapan Internal DJP 

1. Siapkah personel Dirjen Pajak melaksanakan mekanisme pemberian ruling yang 

memadai bagi wajib pajak? 

 

2. Bila siap, kira-kira menurut anda, lini manakah yang berhak dan berwenang 

melaksanakan pemberian ruling ini dalam struktur Dirjen Pajak? Apakah hanya 

Kantor Pusat seperti yang diberlakukan di sebagian besar negara, ataukah bisa 

didelegasikan pada masing-masing AR di KPP? 

 

3. Adakah peluang mendelegasikan mekanisme ruling ini kepada pihak di luar KPP, 

seperti misalkan pada kantor penyuluhan? 

 

4. Kendala-kendala apa saja yang mungkin ditemui dalam penerapan mekanisme ruling 

ini di Indonesia? 
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LAMPIRAN 2 
 
Hasil Wawancara : 
 
Ibu Aan Almaidah Anwar (putrialma@yahoo.com, aan.anwar@pajak.go.id) 

Kepala Seksi pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

Direktorat Peraturan Perpajakan II, Dirjen Pajak 

 

Resume : 

Semua ketentuan yang bersifat mekanisme diarahkan untuk diproses sebagai 

Peraturan Dirjen Pajak (PER DJP). 

Surat dan Surat Penegasan :   

1.  Tidak menjawab secara langsung dari pertanyaan yang diajukan oleh wajib 

pajak. 

2.  Jawaban yang diberikan oleh fiskus melalui Surat dan Surat Penegasan harus 

mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, bisa berupa Undang-undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan ataupun Peraturan Dirjen 

Pajak. 

3.  Dengan demikian, karena pada dasarnya mengacu pada peraturan yang 

kedudukannya lebih tinggi, maka apabila terjadi suatu persengketaan terkait 

dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat ataupun Surat Penegasan tidak 

dapat dijadikan dasar hukum. 

Kemungkinan penerapan advance ruling di Indonesia : 

Secara teori tetap memungkinkan mekanisme advance ruling diterapkan di 

Indonesia. Hanya saja semua tergantung dari ke butuhan dan tingkat kepentingan yang 

dibutuhkan untuk diterapkannya advance ruling. Dengan kata lain, dibutuhkan 

usulan-usulan dari dari stakeholders terkait untuk kemungkinan diterapkannya 

mekanisme advance ruling di Indonesia.  

Sebagai alternatif penerapan mekanisme advance ruling di Indonesia, adalah 

pengalihan aturan-aturan dan penegasan terhadap suatu mekanisme yang bersifat 

mengikat wajib pajak, dari yang semula hanya diatur dalam Surat dan Surat 

Penegasan, menjadi diatur dalam peraturan yang lebih tinggi kedudukannya : 

Peraturan Dirjen Pajak. 
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Mekanisme advance ruling berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh wajib 

pajak, sehingga wajib pajak butuh semacam keputusan / kepastian dari fiskus terkait 

kewajiban perpajakan yang sesuai.  

Terkait dengan jawaban atas pertanyaan yang sudah jelas, KPP dapat tetap 

melimpahkannya ke Kanwil dengan tujuan memperoleh konfirmasi atas kepastian 

jawaban/tanggapan yang diberikan kepad wajib pajak. 
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Jul Seventa Tarigan, (jul7ta@yahoo.com)  

Kasi Perjanjian Eropa, Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional, 

Direktorat PP II 

 

Resume : 

Sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia menjadi salah satu latar 

belakang penerapan sistem self-assesment sebagai sistem perpajakan yang dianut 

Indonesia. Dalam sistem ini, penerapan dari suatu aturanamat tergantung dari 

interpretasi dari wajib pajak, sehingga mensyaratkan aturan-aturan yang diberlakukan 

dalam sistem self -assesment ini harus tegas, tidak ambigu, dan tidak multitafsir. 

Dalam sistem perpajakan Indonesia, fiskus  tidak memiliki standar baku yang 

relevan untuk wajib memberikan jawaban dan atau penegasan kepada wajib pajak 

terkait dengan kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Dengan demikian, 

pelaksanaan mekanisme penegasan dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak lebih 

bersifat situasional (tergantung dengan situasi dan kondisi), tidak baku, dan bersifat 

ad hoc. Ad hoc disini berarti bahwa fskus tidak akan selalu memberi penegasan atas 

setiap pertanyaan dan permohonan penegasan yang disampaikan oleh WP kepada 

fiskus (dirjen pajak). Mekanisme dari pemberian jawaban dan penegasan yang 

diminta oleh wajib pajak hanyalah dalam bentuk penugasan, manakala permohonan 

yang dilakukan dianggap penting bagi penerimaan pajak.  

Terdapat dampak positif maupun dampak negatif dari ketiadaan regulasi yang 

mengatur secara spesifik terhadap advance ruling ini. Dampak negatifnya jelas, wajib 

pajak yang membutuhkan kepastian hukum terkait konsekuensi perpajakanatas 

transaksi bisnis yang dilakukannya akan kesulitan untuk mendapatkan penegasan. 

Namun bukan berarti tidak bisa. Fiskus tetap memperbolehkan wajib pajak 

bersangkutan untuk meminta jawaban dan atau mengajukan permohonan penegasan, 

baik lewat KPP tempatnya terdaftar, ataupun langsung kepada direktorat terkait di 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dampak positif dari ketiadaan regulasi ini 

adalah dari segi fleksibilitas. Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan 

penegasan atas permasalahannya tidak hanya kepada badan/instansi tertentu yang 

khusus menangani advance ruling , melainkan bisa mengajukan permohonan 

penegasan kepada seluruh jajaran Dirjen Pajak, mulai dari KPP hingga KP DJP. WP 

pun tidak dibatasi mengenai permasalahan perpajakan apa saja yang bisa dimintakan 
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penegasan, sehingga pe rmohonan  penegasan dapat meliputi seluruh aspek perpajaka n 

; baik materiil maupun formil. 

Dalam mekanisme advance ruling internasional, pemohon penegasan biasanya 

antara terdiri dari antara lain :  

- subjek pajak luar negeri yang tidak memiliki representative office di 

Indonesia, dan hendak melakukan kegiatan di Indonesia 

- subjek pajak luar negeri yang kesulitan meminta informasi (lack of 

information) terkait dengan regulasi yang ada di Indonesia, khususnya di 

bidang perpajakan. 

- Konsultan pajak yang memiliki klien perusahaan/instansi asing di luar negeri, 

yang hendak menjalankan usaha ataupun melakukan transaksi dengan pihak 

lokal dalam  negeri Indonesia. 

Dalam praktiknya, terhadap aturan-aturan yang ambigu, multitafsir, sulit 

diterapkan dan atau memiliki cela h penerapan, pemerintah, dalam hal ini Direktorat 

Jenderal Pajak dapat merevisi aturan terkait.  

Bila diperlukan, strategis, dan perlu diketahui oleh khalayak ramai, suatu 

peraturan berupa Surat Edaran, bisa di’tingkatkan’ menjadi suatu Peraturan (Peraturan 

Dirjen Pajak), dengan harapan aturan tersebut bisa lebih mudah dalam hal sosialisasi, 

serta lebih  mengikat dalam hal kepastian hukum yang dimilikinya.    
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LAMPIRAN 3 

 

CONTOH ADVANCE RULING : 
- Advance Ruling India-Belanda 

- Advance Ruling India-Singapura 
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Advance Ruling India-Belanda  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE UI, 2010



 

Universitas Indonesia 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE UI, 2010



 

Universitas Indonesia 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE UI, 2010



 

Universitas Indonesia 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE UI, 2010



 

Universitas Indonesia 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE UI, 2010



 

Universitas Indonesia 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE UI, 2010



 

Universitas Indonesia 

125 

Advance Ruling India-Singapura 
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LAMPIRAN 4 

 

CONTOH SURAT PENEGASAN : 

- Surat DJP No. S - 1221/PJ.342/2006 

- Surat DJP No. S - 366/PJ.022/2007 

- Surat DJP No. S - 429/WPJ.19/KP.0307/2007 

- Surat DJP No. S - 12/PJ.032/2008 
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